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ABSTRAK

Nama : Desintha Putri

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Judul : Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan Pegjabat Lelang Untuk
Membeli Barang Bergerak Yang Dildlang di Hadapannya
(Problematika Ketidakharmonisan Peraturan Perundangan di
Bidang Lelang).

Penelitian ini berkaitan dengan problematika yuridis dalam lelang, yang
bertujuan untuk mengetahui apakah Pejabat Lelang berwenang untuk membeli
barang bergerak yang dilel@ng ;dihadapannya. "Penelitian ini adalah Penelitian
Yuridis Normatif yangidil engkapi dengan penelitian lapangan. Bahan hukum yang
dipergunakan dalaml penelitiansint adalah bahanshukum primer dan bahan hukum
sekunder. Problematikayuridis antara;Vendus:Reglement dan Vendu Instructie dan
aturan pel aksananya yaknirPeraturan, Menter| Keuangan'Nomor, 93/PMK.06/2010
Tentang Petunjuk, Pelaksansanlzelang  dan Perattran Menterit Keuangan Nomor
174/PMK.06/2010"Tentang Pejabat LL.elang Kelas | terkait ‘denganPejabat Lelang
untuk membell barang bergerak: dalam”lelang eksekus dangnon' eksekusi yang
dipimpinnya dapat disimpulkan bahwa karena kedudukan, Vendu<Reglement dan
Vendu Instructie lebih tinggi deriypada Peraturan Menteri Keuangan maka secara
yuridis Pejabatgleelang berwenang untuk..membeli barangabergerak dalam
lelangyang dilelang,di hadapannya. Tetapi dilihat dalam [praktek, ternyata tidak
ada Pegjabat Lelang yang melakukan pembeliangoarangbergerak yang dilelang di
hadapannya. Dengan demikian ketentuan Vendu Reglement dan Vendu Instructie
tersebut kurang efektifsPe abat "L elangseenderting mematuhi Peraturan Menteri
Keuangan. Mengingat "hasilpenelitian tersebut. Penulis berpendapat sebaiknya
yang diubah adalah Vendu"Reglementsdan Vendu Instructie, sebab kedua aturan
tersebut merupakan peraturan zaman Hindia Belanda. Peraturan mengenai lelang
terutama mengenai Pegjabat Lelang sebaiknya diatur dalam Undang-Undang yang
telah disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman yang terjadi di
bidang lelang di Indonesia sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa
Indonesia sehingga peraturan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan,
masyarakat sehingga diharapkan keberlakuannya pun akan Iebih efektif.

Keywords:
Lelang, Kewenangan Pejabat Lelang, Barang bergerak.
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ABSTRACT

Name : Desintha Pultri
Study Program : Master of Notary Faculty of Law University of Indonesia
Title : Judicial Review Dueto the Authority of the Auction Officer

to Purchase the Moving Goods hich Auctioned in front of
him (Disharmony Issues of the Auction Regulations).

Thisresearch related to the auctionfjuridical issues, which aims to determine
whether the Auction officia siare authorized topurchase the moving goods which
auctioned in front of him. This research IS normative juridical which equipped
with field researchalega "materials ‘used .in this researchy are primary legal
materials and secondary “lega “materials. sjuridical ‘1ssues between Vendu
Reglement and Yendu Instructie and rulesimplementingi.e., the Finance Minister
Regulation Number 93/PMiK"06/2010, About the“auction_officials to purchase
moving goodsiin-execution and. non-execution auction whreh-ted. by him and it
can concluded uthat” "because the position of Vendup'Reglement and
Vendu Instructie “are_higher than the Finance Minister regulation, hence in
juridical way, auction officials areauthori zed te, purchase moving goods whether
in execution andsAen’ execution auction. practically, there arémnesaliction officials
who purchase moving goods.which auctioned.in_front of fhim. Thus the Vendu
Reglement and Vendugilnstructiesregulationgare- lessy effective. The Auction
officials tend to adheré'the finance minister."Regarding:to these research resuilt,
the authors has an opinien.that 'V endu-Reglement and_ \lendu' I nstructie should be
changed, because those"regulations are the“regulatrons product of Dutch East
Indies era. Regulations regarding with the/Aug¢tion officials should be regulated in
the Act that has been customized. with ithe situation, conditions and time
developments that occurred in the field of auctions in Indonesia in accordance
with the personality and culture of Indonesian people so that regulation is more
reflective of the justice in community so hopefully the enforceability will be more
effective.

Key Word:
Auction, the Authority the Auction Officer, Purchase the Moving Goods
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Praktek penjualan umum melalui lelang telah adaksepman Hindia
Belanda hingga sekarang. Lelang merupakan penjbal@ng di muka umum
dengan cara penawaran harga secara lisan atauistedengan cara
mengumpulkan peserta lelang. Pengertian lelang rsecanum adalah
penjualan dimuka umum adalah penjualan di muka uryamg dipimpin oleh
pejabat lelang dengan penawaran hargassecara sealtauk lisan, tertutup atau
secara tertulis yang /didahului dengan pengumumkmdeserta dilakukan

pada saat dantempatyang'telah ditenttkan.

Penyelenggaraannya—dilakukan soleh~lembaga.lelargnbaga lelang
merupakan salah.satu institusi pasan yang mempuilgalebih dibandingkan
dengan sarana penjualan barang pada‘umumnya. Kahelya adalah adanya
jaminan hargas yang " optimal ' karena harus gdidahulengdn upaya
mengumpulkangpeserta/peminat lelang*dan-pembegsankpatan yang sama
kepada para pesera/peminat lelang ‘untuk'melakpkaawaran dalam satu
waktu sehingga“akan menimbulkan -kompetisi penawdeoduk hukumnya
cukup legalistik dan autentik karena kepada pengetelang akan diberikan
petikan risalah lelang yang memiliki kekuatan pehtiam sempurna bagi para

pihak.

Sejak tahun 1908 sampai sekarang lembaga lelaag berrtahan sebagai
salah satu sarana untuk memperjualbelikan suaanbakKepopuleran lelang
di Indonesia mengalami pasang surut, padahal jilaat dari tujuan utama
dari lelang yakni untuk mendapatkan harga tertimggi barang yang dilelang
akan sangat menguntungkan pembeli sebab pembalinagadapatkan barang

yang mempunyai kualitas bagus dengan harga yangises

! elang Barang-Barang Milik Badan Usaha Milik NegBxaerah, Departemen Keuangan.

Universitas Indonesia
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Jika dilihat sejarah keberadaannya, lembaga |dvakgnlah lembaga asli
Indonesia, hukum adat di Indonesia tidak mengesrabhga lelang. Lelang
sebagai sarana penjualan barang diperlukan gunangielpi sistem hukum
yang dibuat terlebih dahulu. Keberadaan lembagmdekebagai salah satu
sarana penjualan barang telah ada di Indonesi& sa&jmun 1908, ditandai
dengan dikeluarkannydendu ReglemeriPeraturan Lelan&taatsbladl908
Nomor 189 sebagaimana telah diubah dergtaatsblaadrahun 1940 Nomor
56) danVendu Instructie(Instruksi LelangStaatsblad1908 Nomor 190
sebagaimana telah diubah dendataatsblaad1930 Nomor 85). Sehingga
diperkirakan pada saat itulah mulai berdiri unitldog Negara. Unit
operasional lembaga lelang.di seluruh=indonesia paaktu itu tidak dapat

diketahui dengan pasfi .

Lembaga, lelang dikenal, dalam™ hukum™ perdata baratg yberarti
pelaksanaannya didasarkan pada hukumperdata &edangkan untuk lelang
yang dilaksanakan di jndenesia penjual ‘dan pemtam lelang adalah
orang Indonesia- asli yang tunduk pada hukum_adaba@imana yang
ditetapkanidalam Pasal 136dische Staatsregelinggahwa bagi golongan
orang Indonesia’ asli-(bumi=putera) berlaku-hukumtakiecuali bagi mereka
yang telah masuk‘golongan hukum.[AiRerkectialian mengenai hal tersebut
diatur dalam Pasal 1Algemenee Bepalingen (ABjakni golongan bukan
Eropa yang pada asasnya berlakus.hukum adat meragat dliberikan
perkecualian yakni apabila mereka:

1. Dengan sukarela menaati peraturan-peraturan Hulaenhai dan Hukum

Dagang yang berlaku bagi golongan hukum Eropa;

2. Karena keperluan hukum mereka memerlukannya, tumédula Hukum

Perdata dan Hukum Dagang bagi golongan hukum Eropa;

% Salsabiah, Materi Pokok Pengetahuan Lelang; FResatlidikan dan Pelatihan Perpajakan
(Jakarta, 2004), hal 2-3.
3 E.Utrecht, Pengantar Dalam Hukum IndonesBetakan Kesembilan. (Jakarta: Ichtiar,

1966), Hal:147
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3. Karena keperluan hukum mereka memerlukannya turphda hukum

lain. 4

Berdasarkan ketentuan Pasal AB tersebut, maka dalam pelaksanaan
lelang di Indonesia yang semua peserta lelang rakaumporang Indonesia asli
agar dapat tunduk pada hukum perdata dan hukum nadaropa,
digunakanlah cara penundukan diri secara sukaeeheadap hukum dagang
eropa yang dipertegas dengan klausula pada akdmtahi lelang, yaitu
klausula penundukan diri secara sukarela, dimamaageorang yang tidak
tunduk pada hukum perdata eropa, semata-mata karelaukan pelelangan
itu mereka menundukkan diri pada hukum eropa. Kieugersebut berbunyi
“semata-mata oleh karena pembelian® dalam lelang pembeli-pembeli
mengakui bahwa sepanjang peraturan mengenai hghmg ditetapkan untuk
bangsa eropa dan. tidak berlaku kepada mereka; mekeka yang dalam hal
mengenai perjanjian jual=beli \ini stunduk“kepada umksipil dan hukum
perniagaan Eropatyang'semula tidak berlaku terhdoiamereka”. Pada saat
ini klausulagtersebut sudah tidak dicantumkan -l&gitena dianggap tidak
diperlukanslagis Hal itu .disebabkan karena Indomesudah tidak ada
penggolongangpéendudukilagi dan kitab*Undang-Undduigim Perdata yang
meterinya berasal“daBurgerlijkiWet Boelsudah"merupakan hukum positif
yang berlaku di Indonesia:

Dalam prakteknya, lelang“yang ‘pada masa awal kdhdenmya di
Indonesia mendapat sambutan yang positif, bahkamilikie nilai prestise
yang tinggi perlahan-lahan mulai merosot kepopulgya. Citra lelang relatif
belum seperti yang diharapkan dan bergerak lamlht sebab keterbatasan-
keterbatasan untuk melakukan sosialisasi dan edukepada publik.
Kemerosotan tersebut diantaranya dipengaruhi oletkembangan aturan
hukum mengenai lelang yang mempersulit prosedutbpéam barang dalam

lelang, yang pada awalnya sebagaimana diatur da&aturan Lelan{Vendu

% Ibid, hal 168.
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Reglement),orang yang belum memiliki uang sudah dapat mengikut
lelang. Dalam perkembangannya, sebagaimana diaslamd Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang HetufPelaksanaan
Lelang dalam Pasal 11 disebutkan bahwa setiap tpedelang wajib
menyetorkan Uang Jaminan penawaran lelang, yangahdikecualikan pada
lelang kayu jati pada tangan pertama dan lelangalmeBalai Lelang.
Ketentuan tersebut mengharuskan calon pembeligedadah memiliki uang
terlebih dahulu sebelum mengikuti lelang. Hal tetgeyang menyebabkan
lelang menjadi tidak menarik. Selain itu yang dig@mhi juga olenmage
dalam masyarakat bahwa apabila barang dijual dédéang akan membuat
harga barang itu menjadigatuh, sertasdlcelang haligkukan oleh orang-orang
atau badan hukum yang ‘memiliki masalah keuangan déam keadaan
pailit. Meskipun demikian belakangan.inilelang aiudilirik kembali sebagai
salah satu [sarana jual_beliy ‘Seiring” dengan per&agen tersebut mulai
banyak Balai* Lelang_ .yang y didirikan,,dans pemerintarengantisipasi
peningkatan“minat tersebut dengan tidak hanya metuke<antor Lelang
Negara di kota besar saja,ftetapi Kini berada ldrsie 1bu kota Propinsi dan
beberapa kota yang dianggap: perlu.sehingga dihamagkpat memberikan
pelayanan yang lebih'baik Kepada masyarakat dngitidang.

Keberadaan "Pejabatrltelang dalam pelaksanaan lelangegang peranan
yang sangat penting, sebab/adanya Pejabat lelangakan hal yang mutlak
dalam setiap pelaksanaan lelang, tanpa adanyaa®dghng maka lelang
tidak dapat dilaksanakan. Istilakendumeesteyang terdapat dalam Vendu
Reglement pada awalnya diterjemahkan dengan istdahu Lelang. Istilah
Pejabat Lelang tersebut kemudian diubah menjadab@ejLelang, namun
perubahannya hanya sebatas perubahan penyebutanPsajgaturan awal
mengenai Pejabat Lelang terdapat daMemdu Reglementang ditetapkan
oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda pada masadiéilah Peraturan Lelang
yang kedudukannya setingkat dengan Undang-Undaatgnkian mengenai
syarat mutlak adanya Pejabat Lelang dalam pelefardglam Pasal l.a

Peraturan Lelang/Vendu Reglement, yang menurutndgbasal tersebut
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bahwa penjualan di muka umum tidak boleh kecuatiegian Pejabat Lelang,
perkecualiannya hanya dapat dilakukan dengan PanaRemerintah. Vendu
Reglement menetapkan bahwa ketentuan mengenaiaP&tdng akan diatur
lebih terperinci di dalam Vendu Instructie (Instsuklelang) merupakan
peraturan bagi para pejabat yang ditugaskan melakaa peraturan tentang
lelang di Indonesia seperti yang ditetapkan dalado@ansi 28 Pebruari 1908
St. 189.

Pengaturan mengenai Pejabat Lelang dalam perkemmiayda
ditindaklanjuti dengan PeraturamiMenteri Keuangambir 93/PMK.06/2010
Tentang Petunjuk JPelaksanaan Lelang dan, PeraturanteM Keuangan
Nomor 174/PMK.06/2010 iIentang Pejabat Lelang. Keéld3alam Peraturan
Menteri KeuangangNemor93/PMK:/06/2010 Tentang, HatuiPelaksanaan
Lelang, Pasal 2gditetapkan;, hahwa' pelaksanaangiélarus dilakukan oleh
dan atau dihadapan PRejabat' Lelang [kecuali “ditentl&m oleh Undang-
Undang danwPeraturan’ Pemerintah. Peraturan "MeKiuwangan tersebut
menegaskan@bahwa bahkan .di.dalam peraturan®yamgraermengenai
pelaksanaan lelang; keberadaan seorangPejabatgLd@am pelelangan
masih merupakan,Syarat.mutiak agar-.suatu peleladgpat dikatakan salah.
Perbuatan menjual barangssecara lelang,yang daektdnpa campur tangan
Pejabat Lelang termasuki dalam jperbuatan pidana ydikgtegorikan
pelanggaran. Atas perbuatan tersebut dapat dikensdaksi berupa denda

serta pembatalan atas lelang yang telah dilakukan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010tdrey Pejabat
Lelang Kelas I, menetapkan salah satu kewenanggmbd&el elang adalah
untuk mengesahkan pembeli lelang. Pembeli lelamgdasarkan Pasal 1
angka 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMRII® Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah orang atau bgalag mengajukan
penawaran tertinggi untuk mencapai atau melampghaiilimit yang disahkan
sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. D&ktentuan Peraturan
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Lelang ‘Vendu Reglementditentukan bahwa seorang Pejabat Lelang dapat
menjadi pembeli lelang dalam lelang yang dipimpadgngan syarat barang
yang dilelang adalah barang bergerak dan jual yeelimarus secara tunai,
karena Pejabat lelang tidak boleh memberi izin mgratan tangguh untuk
dirinya sendiri. Ketentuan mengenai kewenangan bR@ejd.elang untuk
membeli barang yang dilelang di hadapannya terdap& dalamVendu
Instructie (Instruksi Lelang). Pada pasal MNendu Instructieditetapkan
Pejabat Lelang boleh menjadi pembeli barang-bardéeggerak, yang
dilelangkan di hadapannya.

Rochmat Soemitro dalam bukunya "Peraturan dan uksitrlLelang",
menerjemahkan Pasal/Mendu Instructiglnstruksi Lelang) bahwa Pejabat
Lelang boleh menjadi pembeli barang-barang bergemakg dilelang di
hadapannya, dan.mengkaitkannya dengan pasal 146D Kindang-Undang
Hukum Perdata. Pasal 4469 KUHPerdata ' menetapkan :

"Pegawal-pegawai yang memangku suatu jabatan umudak t
diperbolehkan atas ancaman yang sama. membell whtinya sendiri

atau untuk.erang-orang perantara, barang-barang.gguel oleh atau di
hadapan mereka.”

“Sekedar untuk mengenaibenda-benda bergerak dereberkuasa, untuk
kepentingan umum, jika dianggapnya' perlu, membetrasgegawai-

pegawai terSebut.dafl larangan-tersébut.diftika."

Pasal 1469 KUHPerdata pada ayat (1) memberikandarabagi pejabat
umum untuk membeli barang yang dijual di hadapamek@a& namun pada
ayat (2) diberikan kemungkinan untuk pembelian addp benda bergerak
asalkan ada izin dari Presiden. Dari uraian di tgdhat bahwa meskipun ada
larangan bagi Pejabat Umum untuk membeli barang yarjual di hadapan
mereka, namun ada perkecualian bagi hal tersebalikaan didasarkan untuk
kepentingan umum dan mendapatkan izin dari Presi@ehingga ketentuan
Pasal 10vendu Instructiesesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal
1469 KUHPerdata. Yang menjadi perbedaan hanyalddmddasal 1469

® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1469.
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KUHPerdata ditekankan bahwa pembelian barang tersgidasarkan pada
kepentingan umum dan mendapat izin dari Presiddanggan hal tersebut
tidak terdapat dalam ketentuan PasaV/&@du Instructie.

Dalam perkembangannya, peraturan pelaksana \damdu Reglement,
serta Vendu Instructie ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk K3alaaan Lelang
yang merupakan Peraturan Menteri Keuangan terkaimdPasal 69 ayat (1)
Selanjutnya bahwa "Pejabat Lelang dan keluargarabddalam garis lurus ke
bawah derajat pertama, suami/isteri serta sauddandung Pejabat Lelang,
Pejabat Penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa,tdPaniJuru Sita,
Pengacara/ advokat, NotarisiyPPATPenilai, Peg®wW#&N, Pegawai Balai
Lelang dan Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelasalgyterkait langsung
dengan proses lelang.dilarangumenjadi pesertagelearangan tersebut juga
diatur dalam Peraturan Menteri Kewangan, Nomor IVM8/P6/2010 Tentang
Pejabat LelangKelas' Il Dalam Pasal 15 huruf,cnetepkan Pejabat Lelang
Kelas Il dalam melaksanakan tugasnya dilarang mein@eang yang dilelang
dihadapanpyabaik secara langsung maupun tidakdagg

Larangan bagi Pejabat Lelang untuk menjadi pentiaeang yang dilelang
di hadapannya diatuy lebih " terperinci lagiv di daldPeraturan Menteri
Keuangan Nomaor '174/PMK.06/2010-IentangiPejabatngekéelas 1. Dalam
Pasal 14 huruf c., PeraturanMenteri Kewangasebert ditetapkan bahwa
bila ada indikasi Pejabat Lelang membeli barangyyditelang di hadapannya,
hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran yarmatdmenyebabkan
seorang Pejabat Lelang dapat diusulkan untuk dgtegaskan. Ditegaskan
kembali dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, bahwa igpaidikasi pelanggaran
yang disebutkan dalam Pasal 14 huruf c., terbukdkanPejabat Lelang
tersebut dapat diusulkan untuk diberhentikan. Bead@an Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk K3al@aan Lelang,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010tdrey Pejabat
Lelang Kelas | dan Peraturan Menteri Keuangan Nofv&w/PMK.06/2010

Tentang Pejabat Lelang Kelas Il, maka secara wiggatakan bahwa seorang
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Pejabat Lelang tidak diperbolehkan untuk membetaibg yang dilelang di
hadapannya baik secara langsung maupun tidak laggsu

Hal ini menarik untuk dicermati dan diteliti lebijauh, sebab terjadi
konflik norma antara Peraturan LelangvVendu Reglement)yang
ditindaklanjuti dengan Instruksi Lelanyendu Instructiedengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Ratu Pelaksanaan
Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMR@B0 Tentang
Pejabat Lelang Kelas | dan Peraturan Menteri KeaangNomor
175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas Il ngyamerupakan
peraturan pelaksana dari Peraturan Lelang danuksstielang tersebut di
atas. Konflik norma terse€but terutamas.dalam halgpman mengenai
kewenangan Pejabat Lelang untuk membeli barangekscg/ang dilelang di
hadapannya, | Sebab. Peraturan: .Menteri ~ Keuangan wersaetalam
pembentukannya masih mendasarkan pada ketentuaitnerLelangVendu
Reglementyerta Instruksidelangviendu Instructieyang meskipun ketentuan
dalam Vendu Reglemerdan VVendu Instructie tersebut merupakan produk
peraturan ,zaman kolgnial* tetapr. sampai sekaranginbetlicabut dan
dinyatakan masih berlaku. ;Hal tersebut didasarkpada pasal | Aturan
Peralihan Amandemen Undang-Undang ‘Dasar 1945 pemob&eempat.
Dalam Pasal | AturansPeralihantersebut ditetapkan:

"Segala peraturan perdndang<undangan yang ada netsih berlaku
selama belum diadakan yang baru menurut Undang+gnBasar ini."

Berdasarkan ketentuan tersebut makendu Reglementlan Vendu
Instructiemasih merupakan peraturan yang menjadi dasar dagambentukan

peraturan-peraturan mengenai lelang di Indonesia.

Konflik norma dalam hal berwenang tidaknya Pejabatang untuk
membeli barang bergerak yang dilelang di hadapanjugm menimbulkan
pertanyaan lebih lanjut, mengenai bagaimanakahkgmt@an pembelian

barang bergerak oleh Pejabat Lelang dalam praktkingga dapat terlihat
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bagaimana hubungan antara das sollen dan das aam tial kewenanagan
Pejabat Lelang untuk membeli barang bergerak ydelgdg di hadapannya.

Dari pemaparan latar belakang masalah tersebutliPenengambil suatu
kajian penelitian hukum mengenalinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan
Pejabat Lelang Untuk Membeli Barang Bergerak Yangel@ng di
Hadapannya (Problematika Ketidakharmonisan Peratitarundangan di
Bidang Lelang).”

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pemaparan yangididasarkan pada bebenagmaka teroritis

di atas, maka penulis dapat ménemukan beberapagaiahan yang timbul,

antara lain:

1. Bagaimana penyelesaian; ketidakharmenisan pengatéemenangan
Pejabat Lelangruntuk membeli barang yang-dilelartadapannya dalam
Pasal perundang-undangan di'bidang lelang?

2. Sejauh'mana Pejabat Lelang berwenang membéll bdrarggrak yang
dilelang"dithadapannya?

1.3. Metode Penglitian

Penelitian tentang tinjawan yuridiSsmengenai wewgnpejabat lelang
kelas | untuk membeli barang-=bergerak yang di tglath hadapannya
(problematika kertidakhamonisan peraturan perunglambidang lelang) ini
merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu petiat yang didasarkan pada
penelitian bahan hukum, baik bahan hukum sekundempom bahan hukum
primer, berupa peraturan perundang-undangan yamgahe tentang lelang
dan pejabat lelang pada umumnya, maupun bahan dekbaerupa dokumen
hukum maupun kajian terhadap literatur-literatungy@erkaitan dengan lelang
dan Pejabat Lelang. Di dalam melangkapi data yameraleh dari penelitian

kepustakaan, maka dilakukan pula penelitian lapangarena sasaran
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penelitian hukum di samping kaidah atau das so(leenelitian hukum
normatif) dapat berupa prilaku atau das sein (pegrelapangan).

Wawancara pada metode penelitian yuridis normatipatl dilakukan
kepada informan dan nara sumber. Yang dimaksudasemgorman adalah
orang yang mengetahui secara praktikal dan konskeptengenai hal tertentu
yang terkait dengan penelitian karena tugas/jaliedndukan/fungsi.
Sedangkan yang disebut sebagai narasumber adadaly gang memiliki
kualifikasi keahlian dan kemampuan akademik forrgahg membidangi
pengetahuan tertentu. Sehingga wawancara akarukidakkepada salah satu
Pejabat Lelang yang merupakan salah satu pelakg arwenang dengan
penjualan hak tanggunganrtersebut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikamigaran yang bersifat
deskriptif analitis;, ‘Bersifat deskriptif karenashgsenelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran yang/menyeluruh dams@iitemengenai fakta-
fakta yangyberkaitan dengan tinjauan yuridissmeagdémdk pejabat lelang
kelas | untuk'membeli barang bergerak yang di Bpldnhadapannya beserta
aspek hukumnya. Penelitian ini bertujuan imenggakalmasecara tepat sifat
suatu individu, keadaan,.gejala atau kelompoknastatau untuk menentukan
frekuensi suatu gejafd.

Bersifat analitis karena hasil'dari-penelitiandnakukan analisis terhadap
berbagai peraturan perundang-undangan mengeraidimjyuridis mengenai
hak pejabat lelang kelas | untuk membeli barangédrak yang di lelang di
hadapannya, kemudian untuk menentukan apakah pelildakan
penyempurnaan terhadap peraturan lelarendu Reglemenserta instruksi
lelang ¥endu Instructig serta Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan
tindak lanjut dari peraturan perundang-undangasebert di atas, terutama
dalam hal mengenai kewenangan pejabat lelang umtakbeli barang

bergerak.

® Sri Mamudiji, et al., Metode Penelitian Dan PeradisHukum cet. 1, (Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 200dl. 4.
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Sebagaimana telah disebutkan bahwa pengumpulam talkam dalam
penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakakan penelitian lapangan,
maka selanjutnya akan diuraikan mengenai cara g&ag digunakan dalam
penelitian ini.

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang diakuuntuk mencari,
mempelajari dan mengumpulkan bahan hukum sekuraieg perhubungan
dengan objek penelitian, dengan bantuan literggeryndang-undangan dan
dokumen-dokumen yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengiBahan
hukum primer dalam.penelitian ini;terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar 1945.
b. TAP MRP.Nomor 1TH/MRR/2000 Tentang ;Sumber Hukum deata
Urutan Peraturan Rerundang-undangan.

c. Kitab.Undang-Undang.Hukum Perdata.

d. Peraturan Lelang/lendu Reglement Staatsblad 1908:§8Bagaimana
telah diubah dengabtaatsblaad 1940:6).

e. Instruksr Lelang Yendu- Instructie Staatsblaad 1908:18@bagaimana
telah diubah dengabtaatsblad 1903:85):

f. Undang-Undang. Nomer 12-.Jlahuns2011 Tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-Undangan.

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 taren
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/201ntdrey
Pejabat Lelang Kelas I.

I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/201ntdregg
Pejabat Lelang Kelas II.

j. Keputusan Direktur Jendral Kekayaan Negara NomorR-PE

03/KN/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaamigela
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2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Sekunder adalah bahan yang menjelaskan bakam primer
terutama buku-buku hukum termasuk skripsi. Datause&r merupakan
data yang diperoleh langsung melalui penelusurapudtakaan atau
dokumentasi. Pada penelitian yuridis normatif, Imapastaka merupakan
data dasar yang dalam (ilmu) pengetahuan digolongiebagai data
sekunder. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokueseni,
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujudoli@m, buku harian dan
seterusnyd. Maka dalam kaitannya dengan studi dokumen-dokumen,
penulis akan menggunakan bahan kepustakaan yaisis, Tdisertasi
hukum dan jurnal-jurpal .htkum (termasuk media a)lirkemus-kamus

hukum dan putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan "Hukum Tersier yaitu bahan hukum yangimemaergetunjuk
maupun “penjelasan terhadap bahan hukum“primer dhanbhukum
sekunderyang terdiri dafi:
a. Kamus Umum Bahasa-Indonesia
b. Kamus HukumBelanda Indenesia
c. Kamus Inggrisidndonesia

Untuk mempereleh bahan<hukum yang diperlukan dgbemelitian
kepustakaan, maka diperlukan studi dokumen yaitmpedajari bahan-
bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bablamrh sekunder

dan bahan hukum tersier.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan adalah suatu penulisan yafiggsberhubungan

antara bab dengan bab lainnya sehingga menjadiraagkaian penulisan

" Soerdjono Soekamto dan Sri Mamudiji, Penelitian tuNormatif Suatu Tinjauan Singkat
ed. 1, cet. 12, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persz@iE)), hal. 24.

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hykeet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia,
2010), hal. 5
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yang dapat menjelaskan inti dari pengambilan judah tema penulisan
terkait, maka dalam hal penulisan ini Penulis megnka dalam tiga bab.

Dalam bab 1 (satu) pendahuluan, Penulis memapddtan belakang
permasalahan, perumusan masalah berupa pusat igerha@ng menjadi
permasalahan penelitian, metode penelitian yangn alEunakan dan
sistematika penelitian.

Pada bab 2 (dua) ini diuraikan tentang pembahdaananalisa tentang
butir-butir pokok permasalahan, landasan teori dBskripsi mengenai
kewenangan Pejabat Lelang untuk membeli barangelstgyang dilelang

dihadapannnya. Bab ini juga membahas analisis hukemgenai bagaimana

erpitkan hasil

Penelitian ya , i At e 0-bab sebelumnya
serta mewg : i ' palahas yang dibahas
untuk memp i atas permasalaha ut.
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BAB 2

TINJAUAN YURIDISMENGENAI WEWENANG PEJABAT UNTUK
MEMBEL| BARANG YANG DILELANG DI HADAPANNYA

2.1. Tinjauan Umum Tentang L elang

2.1.1. Istilah dan Pengertian Lelang

Kamus Hukum menyebut “Vendu” yang artinya lelang(astilah
lelang dalam kamus Hukum “Veiling” yang artinya pedan dimuka
umum dengan perantaraan kantor lelang. Dalam bahggas kata lelang
disebut dengan “auction”.  Katawlelang dalam Kamussa@® Bahasa
Indonesia, dijelaskan sebagai “penjualan dihadapang banyak (dengan
tawaran yang “atas mengatasi) dipimpin oleh pejalelng”.

“Veiling"diartikan sebagar*

“Pelelangan dengan tawaran makin tinggudtie atau secara turun
menurun- éfslag, pada waktu jnana kepada semua calon pembeli
diberimkesempatan,untuk._memperolen barang ataung@drarang
dimana__persetujuans~terjadi | tidakssdengan_cara mktakukontak
individual. Pelelangan'eksekusi'benda-benda tidmgdrak dan kapal-
kapal, dilakukan. dalam*sidang._pengadilan, mula-ndg¢agan cara
penawaran “ yangs=semakin. -meninggdpliod. Kemudian secara
menurun. Untuksbarang bergerak yang dibeli di pasan pelelangan
umum berlaku “bezit? sebagai title yang sempurna.”

Pengertian normatif lelang terdapat dadMendu Reglement Staatsblad

1908:189. Lelang disebut dengan istilah penjualaruka umum. Pasal 1
Vend Reglememhemberikan pengertian bahwa:

“Penjualan di muka umum ialah pelelangan dan péamudarang,
yang diadakan di muka umum dengan penawaran harggasemakin
meningkat, dengan persetujuan harga yang semakmurome atau
dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang giundang
atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelaatan penjualan

°  Fockema Andreae, Kamus Istilah Hukum Belandaesia Penerjemah Saleh Adi
Winata,dkk, (Bina Cipta, 1983).
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atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang Perlelang
atau yang membeli untuk menawar harga, menyetugugeh atau
mendaftarkan”.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tatem
Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada Pasal 1 angkanjeimgkan bahwa
lelang adalah penjualan barang yang terbuka untaoknu baik secara
langsung maupun melalui media elektronik dengaa panawaran harga
secara lisan dan atau tertulis yang didahului depgagumpulan peminat.

Pengertian mengenai lelang juga diberikan oleh étoldn, seseorang
sarjana yang pada tahun 1913 membuat disertasiadepglul: “Het
openbare aanbod” yangimengatakan ‘bahwa:

“Penjualan,.umum,_adalah alat _untuk” mengadakan piamaratau
persetujuan yang paling. menguntungkan untuk siya¢mjengan cara
menghimpun para peminat.”

Pendapat.lain mengenal pengertian penjualan.diraokan diberikan
oleh Kepalar Inspeksi.Lelang bernama Roellg padainah932, yang
menyatakan:

“Penjualan umum adalah suatu.rangkaian kejadiag yamadi antara
saat dimana seseorang/hendak 'menjual sesuatu keeantgbih, baik
secara pribadi maupun \melalui, perantara kuasanggatememberi
kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakpkaawaran
untuk membeli barang-barang yang ditawarkan, samhgaat dimana
kesempatan itu lenyap.”

Penjualan melalui lelang pada hakikatnya merupalesmjualan barang
kepada orang banyak atau dimuka umum melalui mskenielang pada
dasarnya menghasilkan penjualan dengan harga yeygy tlan wajar.

Dari istilah dan beberapa pengertian mengenai delgang telah
disebutkan di atas dapat disimpulkan unsur-unsamndeadalah:

a. Lelang adalah suatu bentuk jual beli yang terbukaluumum

b. Ada usaha pengumpulan peminat/pembeli melalui peoguan
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Dilakukan dengan cara penawaran tertentu

d. Lelang bertujuan untuk mendapatkan perjanjian yapaling
menguntungkan bagi penjual

e. Penjualan melalui lelang antara penjual dan penmbelalui perantara

yakni pejabat lelang.

Dari istilah-istilah dan pengertian mengenai leldrampir tidak ada
yang secara jelas menyebutkan peranan pejabaglsklmagai pemimpin
pelaksanaan lelang padahal lelang yang dilaksarakga adanya Pejabat
lelang dinyatakan tidak sah. Ketentuan tersebutddi dalam Pasal 1a.
Vendu Reglemerserta dipertegas pula di dalam Pasal 2 Peratursanevi
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 bahwa_setiap pelaeatelang harus
dilakukan oleh dan/atau .di hadapan Pejabat Lelauyali ditentukan
oleh Undang-Undang atau, Peraturan Pemerintah.

Penjualangsecara lelang dianggap sebagaigalteyaaid tepat, sebab
penjualansbarang secara’lelang’ merupakan suamsisénjualan yang
mematuhisrasa keadilan, keamanan, kecepatansdéragga wajar serta
menjaminfadanya kepastian;hukums Adil karenaipénjuanelalui lelang
dilakukan secara’ terbuka-untuk ‘umum;, sehingga larggsapat dikontrol
masyarakat. Aman, karena dilaksanakan-eleh Pejabam yang ditunjuk
untuk itu dan*diangkat | oleh “Pemerintah. Cepat, fareadanya
pengumuman melalui sdrat “kabar dan pembayaranglglang dilakukan
secara tunai. Harga wajar, tercermin dari adansi@rsi penawaran yang
bersaing dan transparan. Memberikan kepastian hukamnena terhadap

pelaksanaan lelang yang merupakan akta otentik.

2.1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan L elang dan Pegjabat L elang
Peraturan mengenai pelaksanaan lelang di Indonesséh didasarkan
pada Peraturan Lelanyd€ndu Reglementjan Instruksi LelangMendu
Instructie yang merupakan peraturan zaman kolonial, tetspatpran
pelaksanaanya terus mengalami perubahan seiringadgrerkembangan

zaman dan keadaan masyarakat. Peraturan pelaksdasaaperaturan
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lelang Vendu Reglementerupa keputusan-keputusan yang dikeluarkan
oleh Menteri Keuangan. Dasar hukum pelaksanaandetang berlaku di
Indonesia saat ini antara lain adalah:

a. Peraturan Lelangendu Reglement Staatsblad 1908:%8Bagaimana

telah diubah dengastaatsblaad 1940:56.

b. Instruksi Lelang Yendu Instructie Staatsblad 1908:198bagaimana

telah diubah dengaBtaatsblad 1930:85).

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tdrem

Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/201ntarey

Pejabat Lelang Kelas.k
e. Peraturan Menteri ' Keuangan Nomor 175/PMK.06/201ntarey

Pejabat/LelangsKelasl:

Secara umum materiiyang diatur dalgiendu Reglemerdan Vendu
Instructie tidak .banyak. perbedaannya,dengan-metéri yang rdeztiam
Peraturan:Menteri Keuangan Nomaor.93/PMK:06/204 Otaran Petunjuk
Pelaksanaan Lelang. Perubahan #yang terjadi adaalapuran dalam
teknis pelaksanaan_lelang; mengenal_permahonanglelaang jaminan
lelang, penawaran jelang, kesalahan/ralat. dalangypeaman lelang dan

mengenai penandatanganan lelang.

Pelaksanaan lelang.di 'dalamprakteknya di lapardjatur dalam
Petunjuk Teknis dalam bentuk keputusan yang dikieturaoleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya diseldiWND Petunjuk
Teknis mengenai pelaksanaan lelang dan Pejabatd gkng berlaku saat
ini adalah Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaagakh Nomor PER-
03/KN/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaamigela

2.1.3. Fungs Leang

Fungsi lelang juga dapat dibedakan menjadi duasiuyakni, fungsi
privat dan fungsi publik, yaitu:
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a. Fungsi privat :

Lelang mempunyai fungsi privat karena lelang mekapainstitusi

pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, malang

berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas pgmdgan barang.

Fungsi privat ini dimanfaatkan untuk memberikaragahan penjualan

barang kepada masyarakat/pengusaha yang mengingib@tangnya

dilelang maupun kepada peserta lelang.
b. Fungsi publik :

1) Mendukung penegakan hukumaw enforcementdibidang hukum
perdata, hukum pidana, hukum perpajakan dan lam-hgaitu
sebagai bagiansdasi'eksekusi'suatu putusan.

2) Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka pengama
terhadap asset y.yang + dimiliki/dikuasai oleh negaratuku
meningkatkan efisiensi danstertib. administrasi gdolgannnya;

3) Mengumpulkan, atat’ mengamankan ‘penerimaan negaim dal

hentuk bea lelang dan biaya administrasi.

2.1.4. Jenis-JenisLelang

Peraturan “sMenteri*" Keuangan Republik Indonesia Nomor
93/PMK.06/2010 Tentang- Petunjuk=Pelaksanaan Lelarenyebutkan
mengenai 2 jenis lelang yaknilelang eksekusi é&amb non eksekusi.

a. Lelang Eksekusi
Sistem lelang eksekusi merupakan bagian dari hybwintik, yaitu
lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapagagiéan atau
dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan pergragaangan
yang berlaku, yang disamakan sebagai putusan péamgddLelang
eksekusi dilakukan dalam rangka membantu penedakiaim.

19's. Mantayborbir dan Imam Jauhari, Hukum Lelangate di IndonesigSurabaya: CV.
Dharma Muda, 2003).
1 peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2QHEaIPL ayat 4
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Lelang eksekusi menurut Pasal 1 angka 4 Peratianteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 pengertiannya adealahg untuk
melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokdokemren yang
dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakariugradalam

perundang-undangan. Jenis-jenis lelang eksekukilada

1) Lelang barang tidak dikuasai/dikuasai/dimiliki neggBea dan
Cukai) adalah lelang terhadap barang-barang yala tilikuasai
yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangkaktu 60
hari sejak disimpan di tempat penimbunan pebeansaDa
hukumnya adalah Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 10 Talf8b
Tentang Kepabeanan.

2) Lelang Ekseskust pengadilan negeri
Adalah lelang_yang" dilaksanakan dalam rangka memiain
keputusan _hakim, “dalam ;perkara perdata dan pnet&moa
Rengadilan Neger::

3) LelangEksekusiPUPN
Adalah lelang .terhadap barang-barang. kékayaan pgoag
hutang. Pelaksanaan ilelang=ini~dilakukan oleh Ketiemgan
mengeldarkan suratjpaksa“yang,dapat dijalankarrss@emsitaan
dan pelelangan~dan secafra penyanderaan terhadapghmarang
kekayaan penanggung hutang. Dasar hukumnya adaidang-
Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, yaitu pada badiaRdsal 10
ayat (3).

4) Lelang Eksekusi Pajak
Adalah lelang terhadap barang-barang sitaan yamgsdle dari
penanggung hutang pajak. Dasar hukumnya adalah Passyat
(1) UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang
Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai Penagihan Bejaian
Surat Pajak.

5) Lelang Eksekusi Harta Pailit
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Adalah penjualan di muka umum benda-benda dalararkaya
dengan pemberesan harta pailit. Dasar hukumnyaladahdang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan damuRdaan
Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 185 ayat (1) teayelken
bahwa semua benda harus dijual di muka umum sdsogan tata
cara yang ditentukan dalam peraturan perundangrgjada

Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undaa§ H
Tanggungan (UUHT)

Adalah lelang terhadap obyek Hak Tanggungan yangpbetanah
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yangupakan satu
kesatuan dengan tanah milik®dari debitur yang westpsi. Dasar
hukumnya adalah Pasal 6 'Undang-Undang Nomor 4 TaB96
Tentang ‘Hak Tanggungan Atas T.anah Beserta BenddaBéang
Berkaitan Dengan I anah;

Lelang Eksekusi Fidusia

Adalah~penjualan melalui lelang terhadap bendag yaenjadi
ebyek jaminan fidusia ‘ata§ kekuasaan “penerima ididysng
dilakukan apabila debitor atau pemberian fidusiei@ janji. Dasar
hukumnyasadalah UYJ Nomor 42"Tahun 1999 Tentang nkmi
Fidusia Pasal 29 ayat (1) *hurui b.

Lelang Barang Rampasan

Adalah lelang terhadap “barang bukti yang berdsangkatusan
pengadilan diramaps untuk negara. Dasar hukumngkafadPasal
273 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdat
Lelang Barang Sitaan berdasarkan Pasal 45 Kitatatpt/ndang
Hukum Acara Perdata

Adalah lelang terhadap barang sitaan yang tert#is barang yang
lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tdaigkin
untuk disimpan sampai diperoleh putusan pengadiyamg
mempunyai kekuatan tetap terhadap perkara yangargstan

atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akanadieterlalu
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tinggi. Dasar hukumnya adalah Pasal 45 ayat (1aKlWWndang-
Undang Hukum Acara Pidana.
10)Lelang BPPN
Adalah lelang benda yang berasal dari sitaan yaaguikan oleh
BPPN, yaitu hasil lelang dari benda-benda jaminardebitur
kepada badan pemerintah.
b. Lelang Non Eksekusi
Lelang non eksekusi adalah lelang yang dilaksanatas kuasa
peraturan perudang-undangan atau eeswill (pilihan sukarela), dan
dilangsungkan tanpa sengketa (tidak ada unsur pgaadiukum).
Lelang non eksekusi berdasarkan Peraturan Mentetiakgan
Nomor 93/BRMK.06/2010fadalah Lelang Non Eksekusatidibedakan
menjadik
1) Pasal'l angka.5
Lelang .non eksekusl wajib .adalah, lelang/untuk akednakan
penjualan barang | yang oleh peraturan jperundangigada
diharuskan untukidijual:
2) Pasal X angka.b
Lelang €ksekusi Sukarela adalah“lelang atas baralilgswasta,
orang ataugbadan-hukum/,. badantusaha yang dilelaegara

sukarela.

2.1.5 Tahap-Tahap Pelaksanaan Lelang

Lelang dilakukan dalam tiga tahap yakni tahap pgesi lelang, tahap
pelaksanaan lelang, tahap paska lelang. Dalam tava@pan lelang yang
harus dilakukan adalah diajukannya permohonan umbekaksanakan
lelang oleh penjualan yang bermaksud menjual basgngecara lelang.
Selanjutnya penjual harus memenuhi persyaratan g#etapkan untuk
melakukan penjualan melalui pelelangan. Pengumuibetang teknis
pelaksanaannya dibedakan dalam hal pengumumang leddsekusi,

pengumuman lelang non eksekusi, pengumuman lelateng,u
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pengumuman lelang eksekusi pajak yang semua pemganmya diatur
dengan teknis yang berbeda-beda. Namun secara ysemgumuman

lelang sekurang-kurangnya memuat :

Identitas penjual;
Hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelaiagsdinakan

Jenis dan jumlah barang;

o 0o T p

Lokasi, luas tanah, dan jenis hak atas tanah, lkhbavang bergerak

berupa tanah dan/atau bangunan;

e. Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;

f.  Waktu dan tempat melihat.barang yang akan dilelang;

g. Uang Jaminan Rénawaran Lelang meliputi besaragkgawaktu, cara
dan tempat penyetoran, dalam: hal dipersyaratkamyaddJang
Jaminan Penawaran Lelang;

h. Nilai'Limit, kecuali“ttelang Kayu.dansHasil Hutaninaya dari tangan
pertama dan Lelang:Non eksekusi Sukarela untukndrargerak;

I. Caragpenawaran lelang; dan;

j. Jangka.waktu Kewajiban Pembayaran Lelang.ol@mnies.

Tahap pelaksanaanglelang meliputi, penentuan nitat bleh penjual
terhadap barang yang.akan dilelfangNilai limitlakdanilai minimal yang
ditetapkan oleh“penjualuntuk dicapal dalam sualelpngan sebagai
dasar untuk mengesahkan~"pemegang lelang. Pelaksatelang
dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang dengan pearawaran lelang
yang telah ditetapkan oleh kantor lelang dengan peehatikan usulan
dari penjual. Penawaran lelang berdasarkan Paséndu Reglement
menurut Roell ada 3 macam penawaran, ydituopbod, bij afslag, bij
openbare inschrijvintf. Penawararbij opbod adalah penawaran lelang
dengan harga semakin meninglgif.afslagadalah penawaran harga yang
semakin menurunBij openbare scrijvingadalah penawaran dengan

pendaftaran harga yang biasanya diseleatder pengertiannya adalah

12 Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Leld®ef.1, (Bandung: PT. Eresco, 1987),
hal: 155.
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penawaran yang lazim dilakukan bila pemerintah akaelakukan

penjualan/pembelian

Setelah pelaksanaan lelang, maka tahap terakHaa#laegiatan yang
meliputi pembuatan risalah lelang oleh Pejabantgl®isalah lelang ialah
berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat olghb&eLelang yang
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi p&ak pPada tahap
ini dilaksanakan pula pembayaran dan penyetorarg Usasil lelang
termasuk pembayaran bea lelang yang merupakan ikewgpenjual dan
pembeli lelang serta kewajiban pembayaran lainial. terakhir dalam
tahap pasca lelang dilakukan_oleh Kantor lelangnygembukuan dan

laporan yang terkait‘dengan, pelaksanaan lelang.

2.2 Tinjauan Umum TFentang Peglabat liefang
2.2.1 Pengertian Pegabat Lelang

Pejabat Lelang yang ‘disebut dengan istifattioneer, vendumeester
diteriemahkan menjadi Pejabat Lelang atau_jugasdaiang, Tukang
Lelang.iRengertian Pejabat Lelang atau juru lelapgurut Pasal 1 angka
14 Peratutan Menteri=Keuangan “Nemor.93/PMK.06/2ati@lah orang
yang berdasarkan peraturan »perundang=undangan,i dibewenang
khusus untuk’melaksanakan penjualanibarang sedara! Pejabat lelang
dalamVendu Instructigyang merupakan peraturan pelaksanaan\Gardu
Reglementidak memberikan pengertian mengenai Pejabat Le{sgagg
dahulu masih menggunakan istilah Juru Lelang) seklansus. Perubahan
istilah Juru Lelang menjadi Pejabat Lelang dipengaroleh sebutan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merupakb&eUmum
berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah NombaHih 1961 tentang
Pendaftaran Tanah, maka pada tahun delapan pulsélutan untuk

Pejabat Umum “Juru Lelang” diganti dengan sebuRsjdbat Lelang”.

13 |bid. hal 157
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Pengertian mengenai Pejabat lelang terdapat dataatuPan Menteri
Keuangan 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat LelangXklpada Pasal
1 angka 2 disebutkan Pejabat Lelanger{dumeestersebagaimana
dimaksud dalamVendu Reglementadalah orang yang khusus diberi
wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakajualan barang
secara lelang berdasarkan peraturan perundang-gemigang berlaku.

2.2.2 Penggolongan Pejabat L elang

Pejabat Lelang dibedakan menjadi dua tingkat, yBejabat Lelang
Kelas | dan Pejabat Lelang Kelas Nendu Instructieyang masih
menyebut Pejabat lelang#dengan, istilah Juru Lelaegnbedakan Juru
Lelang menjadi Juru Lelang Kelas | danfJuru Lel&®ias Il. Vendu
ReglementlanVendu Instructienemakar istilah/endumeestdsukan Juru
Lelang, jstilah Juru_Lelang | itu terjemahan saj@rdasarkan Pasal 7
disebutkan“Juruslelang Kelas l/adalah Pejabat Hetakryang diangkat
khusus,untuk-itu. Juru’Lelang Kelas | juga merupasenerima uang kas
Negara, ‘yang kepadanya ditugaskan sebagalJurind.eRengertian
mengenal Juru Lelang .Kelas 1|_Jjuga diatur~dalam IP&a yang
menyebutkan pahwa Juru Lelang adalahikepala laggdan Juru Tulis
Lelang dan (bilasdi _kantor=lelang.ada pemegang bykga dari lain
pegawai kantor lelang. Yangstermasuk Juru Lelanigde adalah Pejabat
Negara, selain yang disebut dalam ayat (1) Pasalyang menjabat
pekerjaan, yang diikatkan jabatan Juru Lelang sertamg-orang yang

khusus diangkat untuk jabatan ini.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/201Mtdregy
Pejabat Lelang Kelas | mengenai pembagian Pejaddang diatur dalam
Pasal 3 dan 4. Pejabat Lelang dibedakan dalaminigieat yaitu: Pejabat
Lelang Kelas | adalah pegawai Direktorat Jendrdtaff@aan Negara, yang
selanjutnya disebut DJKN yang diangkat untuk jab#ia Pejabat Lelang
Kelas | berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang K#lasau Balai Lelang.

Yang termasuk Pejabat Lelang Kelas Il adalah omagg tertentu yang
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diangkat untuk jabatan itu. Orang-orang tertentiseteut berasal dari
Notaris, Penilai atau Pensiunan Pegawai Negerl BipiKN diutamakan

yang pernah menajadi Pejabat lelang Kelas 1.

Perbedaan yang tampak dari uraian di atas adajahd®é.elang Kelas
| merupakan Pegawai Negeri Sipil sedangkan Pejabkng Kelas I
bukanlah Pegawai Negeri Sipil melainkan orang-oraegentu yang
diangkat untuk jabatan itu. Perbedaan lainnya &dadari tempat
kedudukannya. Pejabat Lelang Kelas | berkedudukanKEKNL
sedangkan Pejabat Lelang Kelas Il berkedudukaradidt Pejabat Lelang
Kelas Il atau di balai lelang.

2.2.3 Tugasdan Fungs Pejabat L elang

Tugas dan._fungsi Pejabat |lelang “diatur dalam PematMenteri
Keuangan.Nomor 174/RMK.06/2010"Tentang Pejabatnigekeelas |, dan
mengenai_pelaksanaannya secara teknis diatur dadsaturan Direktorat
Jenderal_Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 Tenizetunjuk

Teknis Pejabat Lelang.

Tugas Pejabat Lelangamempunyaltugas melakukamateagpersiapan
lelang, pelaksanaan.lelang dan=kegiatan setela@mgelTugas Pejabat
Lelang secara lebih terperinci disebutkan dalamatBean Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara“Nemor-PER-03/KN/2010,| Bagaputusan
DJKN disebutkan tugas Pejabat Lelang, yakni :

a. Dalam persiapan lelang Pejabat Lelang :

1) Meminta dan menerima dokumen persyaratan lelangg yan
berkaitan dengan obyek lelang ;

2) Meneliti kelengkapan dan kebenaran formal dokumensyaratan
lelang;

3) Memberikan informasi lelang kepada pengguna jasadeantara
lain; tata cara penawaran lelang, Uang Jaminamnpshn Uang
Hasil Lelang, Bea Lelang dan pungutan-pungutan ks@suai
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peraturan perundangan, obyek lelang, dan atau pangan
lelang;

4) Membuat bagian Kepala Risalah Lelang; dan

5) Mempersiapkan bagian Badan dan bagian Kaki Ridaddng.

. Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang :

1) Membaca bagian Kepala Risalah Lelang;

2) Memimpin pelaksanaan lelang agar berjalan tertinarg dan
lancar;

3) Mengatur ketetapan waktu;

4) Bersikap tegas, komunikatif dan berwibawa;

5) Menyelesaikan | ecara adil dan bijaksa
6) Menghentik {( } )uk sementarauvagiabila
terjadi -k nan dalamakseinaan

l *!|f

7) Mengesahka

8) Me tbag B3 salah Lelang
. Dalam kegiatan s ) ﬁ Peje tLeIa

1) Memt ian Kak ah | ang,

& h Lelang;

2) Menutu
ang Hasil Leglgang

3) Pejab
a%rawan Penerima Rekening
n Negara dan Lelang.

diterima d ﬂ@
Kantor Pelayanan Kekay.

4) Pejabat Lelang Kelas Il yang berkedudukan di karRejabat
Lelang Kelas Il Menyetorkan Bea Lelang, Uang Miskisam PPh
(apabila ada) ke Kas negara serta Hasil Bersihngelee Kas
Negara/Penjual.

5) Pejabat Lelang Kelas Il yang berkedudukan di Balalang
menyetorkan Biaya Adminstrasi dan PPh (apabila &#aXas
Negara serta Hasil Bersih Lelang ke pemilik barang.
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Untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya Pejalaaiglehempunyai

fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mét@aangan Nomor
174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas | yakbagai:

a.

Peneliti dokumen persyaratan lelang, yaitu Pejdlsng meneliti
kelengkapan dokumen persyaratan lelang;

Pemberi Informasi Lelang, yaitu Pejabat Lelang menilklan informasi
kepada pengguna jasa lelang dalam rangka mengdidima
pelaksanaan lelang;

Pemimpin Lelang, yaitu Pejabat Lelang dalam memmigiang harus
komunikatif, adil, tegas dan berwibawa untuk menfarketertiban,

keamanan dan kélancaran pelaksanaan lelang; dan

. Pejabat Umum, yaitu Pejabat yang membuat aktaiktbatdasarkan

undang-undang di wilayah Kerjanya.

Juri ‘atau_Hakim™Dalam pelaksanaan lelang, Pejale&#ng harus

bertindak adil'dan bijaksana untuk menyelesaikasgreketaan yang
mungKin_timbul dalam pelaksanaan, lelang:

Saksiy.sebagai Pejabat Umum,, Pejabat lelang. juumgae saksi untuk
menjamifa’ kepastian iukum ‘dari*masyarakat;

Bendahara; wdalam ‘pelaksanaan lelang, Pejabat Leftamgerima,

menyetorkan dan'mempertanggungjawabkan uang khsig.

Fungsi Pejabat Lelang “yang disebutkan dalam PakaPdraturan

Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang lpsjalelang
Kelas | sudah terangkum dalam rincian tugas Pejdléng yang
dijabarkan dalam Pasal 6 Peraturan DJKN Nomor B&RN/2010.
Perbedaannya adalah dalam Pasal 11 Peraturan Meatangan tersebut

disebutkan bahwa salah satu fungsi Pejabat Leldalpla sebagai Pejabat

Umum.
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2.3 Tinjauan Umum Tentang Pejabat L elang
2.3.1 Pengaturan Pegjabat Lelang

Menurut Pasal 1 Nomor 15 Peraturan Menteri Keuaniyamor
93/PMK.06/2010, Pejabat Lelang kelas | adalah Rejaklang pegawai
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenaetpksanakan
Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, danahgl Non eksekusi
sukarela. Sedangkan Pasal 1 Nomor 16 menyatakabd®djelang Kelas
Il adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenangksaakan lelang Non

Eksekusi Sukarela.

Dalam Vendu Reglememembagian mengenai Pejabat Lelang hanya
ditentukan secara luas dalam Pasal; 3 yakni bahwalklang dibedakan
dalam dua  dingkat. Pengaturan/yang lebih térpenmengenai Pejabat
Lelang terdapatydalaraendu InstructiepadasPasal.7 disebutkan bahwa
terdapat"Jurugktelang Kelas' |- dan;Juru “kelangfKéla¥ang dimaksud
dengan’JururLelang Kelas I"adalah PejabatsPemeriyaag diangkat
khusus' uintuk itu sérta penefima ‘uang kaShNégarag yeepadanya
ditugaskan'sebagai JurwLelang. Pengaturan mengenalelang Kelas |
juga diatur tersendiri.dalam Pasal26.sampai deRgaal 31 dalariendu

Instructie

Pengaturan mengenai Pejabat’ Lelang kelas | jugdapgat dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nemor 174/PMK.06/2010tdrey Pejabat
Lelang Kelas I, yang merupakan Peraturan Menteruakgan yang
terbaru mengenai Pejabat Lelang. Dalam PeraturantdvleKeuangan
tersebut pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwhaPéjalang Kelas |
adalah pegawai DJKN yang diangkat untuk jabatan itintuk
melaksanakan ketentuan Pasal-Pasal dalam Perddl@ateri Keuangan
Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelasmaka
ditetapkanlah Tentang Petunjuk Teknis Pejabat Igelan
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2.3.2 Syarat-Syarat Pengangkatan Pegabat L elang

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK@B2
Tentang Pejabat Lelang Kelas |, pada Pasal 3 dkant syarat-syarat

untuk dapat diangkat sebagai Pejabat lelang Kelzkhi:

a. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengaat &eterangan
dari dokter pemerintah;

b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1)ndakan Sarjana
Hukum, Sarjana Ekonomi Manajemen/Akuntasi, sarfeailai:

c. Berpangkat serendah-rendahnya Penata Mudah (Gaoloh@g:

d. Lulus Pendidikan dan Latihan (diklat) Pejabat Lglabiklat Lelang II,
Diklat Lelangqlllyatau DRT Il PPLN; dan

e. Tidak pernah. mendapat peringatan tertulis atau ngedaenjalani
hukuman disiplin=yang“dinyatakan=dalam’ surat. ketgaa dari atasan
setingkatieselon 111 dalam unit kerja yang-bersSamak.

Sedangkan = dalam v Peraturan. Menteri# Keuangan  Nomor
175/PMKI06/2010 Téntang Pejabat’ Lelang Kelas Iterdukan syarat-
syarat untik diangkat'sebagai Pejabat Lelang KElgakni:

a. Sehat jasmani dan rehani;

b. Berpendidikan+serendah-rendahnya’Sarjana (S1)ndalkan Sarjana
Hukum, Sarjana EkenomiManajemen/Akuntasi;

c. Tidak pernah dijatuhifhukuman pidana;

d. Tidak pernah terkena sanksi administrasi beratndemiliki integritas
yang tinggi, khusus untuk Pensiunan Pegawai Neguil $PNS)
DJPLN/DJKN dengan pangkat/golongan terakhir patemgdah Penata
(Ilic);

e. Memiliki kantor Pejabat Lelang Kelas Il paling knga36 m?;

f. Tidak memiliki kredit macet dan tidak termasuk daldaftar orang
tercela (DOT);

g. Lulus pendidikan dan pelatihan untuk Pejabat Lel&edps 1l yang
diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatikamangan
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Kementrian Keuangan, kecuali pensiunan PNS DJPLKIDJang
pernah menjadi Pejabat Lelang atau menguasai tplekamg;

Telah mengikuti prektik kerja (magang), kecuali gianan PNS
DJPLN/DJKN yang pernah menjadi Pejabat Lelang ateaung
menguasai tentang lelang, dan

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Mengenai kelengkapan persyaratan yang harus dikikanpudiatur

secara lebih terperinci dalam Peraturan Direktarandral Kekayaan
Negara Nomor PER-03/KN/2010 Tentang Petunjuk TekRisjabat
Lelang.

2.3.3 Pembebastugasan dan Pemberhentian Pejabat L elang

Pejabat| Lelang” dibebastugaskan apabila ada indikasiakukan

pelanggaran bertupa=

a. Melayanigpermohonan lelang diluar kemampuannya;

b. DenganmSengaja; tidak hadir dalam pelaksanaan lejamg telah

dijadwalkan;
Membeli“barang yang' dilelang,dihadapannya baik reet@ngsung

maupun tidak langsung;

. Melakukan pungutamslain di luaryang telah diteatukialam peraturan

perundang-undangan;

Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kegratiebagai
Pejabat lelang;

Menolak permohonan lelang yang telah memenuhi itegaformal

subjek dan objek lelang yang telah dilengkapi dodmmyang

dipersyaratkan, dan atau;

melibatkan keluarga sedarah, dalam garis lurust&e @an kebawah
derajat pertama, suami/isteri serta saudara kandRejgbat Lelang

dalam pelaksanaan lelang yang dipimpinnya.
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Ketentuan mengenai hal tersebut terdapat dalaml R4seraturan
Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Ija_elang
Kelas I. Pejabat Lelang sudah dapat dibebastugasgahila sudah ada

indikasi melakukan salah satu dari pelanggaraeberts

Ketentuan mengenai Pemberhentian Pejabat Lelamapatr dalam
Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMROI® Tentang
Pejabat Lelang Kelas I, yakni dalam hal Pejabaahe!:

. Meninggal dunia;

a

b. Mundur atas permintaannya sendiri;

c. Pensiun dari Pegawai Negesi Sipil;

d. Tidak mampu ;Secara jasmani dan/atau rohani untulaksemakan
tugas jabatan Pejabat Lelang/Kelas | secara teemnems lebig dari 1
tahunidan atau;

e. Berstatusprsebagai “terdakwas dalam -perkara pidana tdeh
dibebastugaskan selama 18 (delapan belas-bulan).

Ketentwa mengenai Pemberhentian Pejabat®LelangsKi¢éldalam
Pasal 9"Pératuran Menteri Keuwangan Nomor "175/PMR® Tentang
Pejabat Lelang Kelas ll,secara ‘keseluruhan samgadeketentuan yang
diatur diatastetapi‘terdapat 1 perbedaan-yaitlapat batas usia, apabila

telah mencapai usta_65s(enam puluhdima)tahun.

2.4 Tinjauan Tentang Wewenang dan Wewenang Pegjabat L elang

241 Wewenang

Wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampaag diberikan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlakuk umenimbulkan
akibat-akibat hukurf.

Philipus M. Hadjon, dalam tulisannya yang berjudiiéntang

Wewenang PemerintahafBestuursbevoeghdidyang dimuat di dalam

14 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentagmadian Tata Usaha Negara
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991). hal: 68.
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Majalah Hukum Pro Justitia, Membagi cara memperolelvenang atas

dua cara utama yaitu :

a. Atribusi;

b. Delegasi dan juga terkadang maridat

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputuseslit)
yang langsung bersumber kepada undang-undang @atemateriil. Dari
pengertian tersebut di atas tampak bahwa kewenagygag didapat
melalui atribusi adalah kewenangan asli, karenaekewgan itu diperoleh
langsung dari peraturan perundang-undangan (utaan&iyD 1945),
dengan kata lain dengan atribusi berarti timbul deeangan baru yang
sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki, oleh orgaemerintah yang
bersangkutanDelegasidiariikan sebagal penyerahan wewenang untuk
membuat besluit,eleh=pejabat pemerintahan (Pejdhia Usaha Negara)
kepada, pihakelain tersebut. Demgan kata, pemyerahaterarti adanya
perpindahanstanggungjawab dari; yang memberi dedle(@aslegan®

kepada yang'menerima delegasi (delegetaris).
Suatu delegasi harus memenuhi Syarat-syarat. teréetara lain :

a. Delegasi harus definitif, » artinya i delegans tidak pata lagi
menggunakan sendirrwewenang-yang telah dilimpaltkan

b. Gelegasi harus berdasarkan Ketentuan peraturandasrg-undangan,
artinya delegasi hanya dimungkinkan lalai ada Kketam untuk itu
dalam peraturan perundang-undangan ;

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungerarki
kepegawaian tidak diperkenankan adanya hirarki ;

d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), arting@legans
berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksawewenang

tersebut ;

5 Philipus Hadjon M, Fungsi Normatif Hukum Adminas Dalam Mewujudkan
Pemerintahan yang BersiljPidato peresmian Jabatan Guru Besar dalam llmkui pada
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 8 9%al: 91
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e. Peraturan kebijakan artinya delegans memberikanuks (petunjuk)
tentang penggunaan wewenang tersiéut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.
Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepadeaHzan untuk
membuat keputusan atas nama Pejabat Tata UsahaaNggag memberi
mandat’. Dari pengertian tersebut maka tampak bahwa tamggwab
tidak berpindah mandataris, dengan kata lain tamgjgwab tetap berada
di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihati data atas nama
dengan demikian semua akibat hukum yang ditimbulkleh adanya

keputusan yang dikeluarkan oleh mandaritas adaalgguingjawab si

pemberi mandat. Un memberik gambaran yandn |gdas tentang
perbedaan antt ( ) t (ko bagan di bawah
ini:

—\[/—i
Al'\\‘ ANSEE
a. Prosedur an rutin - Darissuatu organ
pelimpahan pemerintahan kepada

i’ l‘;" Ji:;“ organ lain : dengan

peraturan perundang-

undangan

b. Tanggungjawab . ."M‘o'F peri | Tanggungjawab dan
dan tanggung gugatmandate tanggung gugat beralih

kepada delegataris

c. Kemungkinan si | Setiap saat dapat Tidak dapat
pemberi menggunakan sendiri | menggunakan
menggunakan wewenang yang wewenang itu lagi
wewenangan itu | dilimpahkan itu kecuali setelah ada
lagi pencabutan dengan

' Ibid.
YIbid. hal 95.
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berpegangan pada asas

“contraries actus”

Suwoto Mulyosudarmo, dalam bukunya yang berjuédralihan
Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap RaddNawaksara,
dalam bab Ill tentang Pembagian Tanggung Jawalyatdikan bahwa

perolehan kekuasaan dibagi atas :

a. Perolehan kekuasaan yang sifatnya atributif,

b. Perolehan kekuasaan dengan cara atributif

Bersifat asli karena berasal dari keadaan yangibella menjadi ada,
sedangkan kekuasaansyang Sifatnya.derivatif dissdlo@gai pelimpahan
kekuasaan, karena dari kekuasaan yang telah alilskdrakepada pihak
lain. Perolehan"kekuasaan yang;sifatnya derivatiiat berbentuk delegasi
dan mandat. Pada pendelegasian kekuasaan delegetataksanakan
kekuasaan atasgnama sendiri dan dengan tangguiap jsendiri, oleh
karenanya disebut pelimpahan kekuasaan dan tanggwady®. Mandat
berasal 'dari"bahasa/ latmandatumyang berasal“dari kata mandatum
yang artinya melimpahkaneyerdragel, di dalam “mandat, mandataris
bertindak atasgnama "pemberi ‘'mandat, s karena itutidek memiliki
tanggungjawabisendiri-"Di_samping itt"dikemukakayej apa yang disebut
sub delegatie dan.sub'mandaPembagian lebih rinci lagi disampaikan
oleh Indroharto, yaitu: atribusi, -delegasi, mandatb delegasi, mandat

kepada bukan bawahan, delegasi dan mandat wewtsgisigtif 2°

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang teaths sekurang-

kurangnya tiga komponen, yaitu :

a. Pengaruh
b. Dasar hukum

18 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan Kajiaor{tes dan Yuridis terhadap Pidato
Nawaksara(Jakarta: Gramedia, 1997), hal:42.

2 Ibid. hal. 49.

2 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tenfemdilan Tata Usaha Negara
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991). hal: 68.
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c. Konformitas hukum

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewemnaadgsldkan
untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Kompodasar hukum,
ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat dikud@sar hukumnya dan
komponen komformitas hukum mengandung makna adastgadar
wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewendag) standar

khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dimilikinya wewenang oleh organ pemerintahan bulararti dia
dapat bertindak sekehendaknya, karena wewenarsegritiri dibatasi oleh
beberapa hal yaitu: materi, tempat dan waktu, gejaran terhadap batas-
batas tersebut’ ; merupakan * “tindakan melanggar wawgna

(inbevoegdheéid

Philipus'™M. Hadjon dengan imengutip‘pendapat Wateagemukakan
ada tiga “bentukenbevoegdheid/aitu: onbevoegdheid ratione materie;

onbevoegdheid ratio“foclanonbevogdeheid ratione temparis

Utreeht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hulkaministrasi
Negara Indonesia.--menyebutkan *dengan._ istlidiak berkuasa ratione
materiane; tidak f berkuasa wrationel “loci dan tidak rkeasa

rationetemporis?
2.4.2 Wewenang Pgabat L elang

Kewenangan Pejabat Lelang dal&®ndu Instructietidak disebutkan
secara terperinci dalam satu Pasal, namun dapatpdikkan bahwa yang

menjadi kewenangan Pejabat Lelang adalah :

a. Berwenang untuk dan atas nama Gubernur Jenderal akiew
Indonesia menerima piutang yang dijadikan jaminadappelelangan
berupa hipotik atas barang tak bergerak, turutndgl@mbuatan akta

ZLE. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negadohesia Cet. 9, (Bandung: Universitas
Padjajaran, 1960), hal. 87.
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tentang hal itu, menandatangani dan selanjutnyakakhn semua hal
yang bersangkutan yang diperlukan.

b. Berwenang untuk dan atas nama Gubernur Jenderalakiliew
Indonesia, untuk memberikanonsent bentuk roya piutang yang
diberikan dengan jaminan hipotik atas barang taigdyak dalam
pelelangan.

c. Berwenang untuk dan atas nama Gubernur Jenderal akiiew
Indonesia, menerima barang gadai sebagai jaminan.

d. Berwenang untuk menghentikan pelelangan sementakéuvapabila
hal itu dipandang perlu untuk kepentingan ketertiba

e. Berwenang menjadifpembell barang-barang bergenady gidelangkan
dihadapannya.

Kewenangan Pejabaty Lelang dalam™ Peraturan Menteuakgan
Nomor Nomor 174/PMK.01/2010. diattrdalam PasalysBni :

a. Menolaksmelaksanakan lelang dalam hal tidak yakianakebenaran
formaliberkas perSyaratan lelang;

b. Melihattbarang yangsakan: dilelang;

c. Menegur-dan/atau mengeluarkan, peserta“dan/atawmeng lelang
jika menggangusjalanya pelaksanaan-lelang danfa@anggar tata
tertib lelang.

d. Menghentikan pelaksanaan” lelang untuk sementarauwapabila
diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaandel

e. Meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperluka

f. Mengesahkan pembeli lelang dan/atau;

g. Membatalkan pengesahan pembeli Lelang yang wamagiedengan

membuat pernyataan pembatalan.

Terdapat perbedaan antara kewenangan Pejabat Leddaug Vendu
Intructie dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMROD,
terlihat dalamVendu Instructie kewenangan Pejabat Lelang terutama

dalam hal mewakili Gubernur Jenderal untuk menerjarainan yang
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akan dipergunakan dalam pelelangan. Jadi Pejadbagl&ewenangannya
merupakan kewenangan dari Gubernur Jenderal yadgledasikan
kepadanya. Serta dalaviendu Instructiglisebutkan bahwa Pejabat Lelang
boleh membeli barang bergerak yang dilelang di paxiaya, hal tersebut
tidak disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangaromdt
174/PMK.06/2010. Sedangkan kewenangan Pejabat deldalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010rupekan
kewenangan yang dimiliki sendiri oleh Pejabat Lglaalam pelaksanaan
lelang di bawah pimpinannya dan bukan merupakanekangan yang
didelegasikan dari Pejabat di atasnya.

2.5 Tinjauan Umum.Tentang Pembeli Lelang
25.1 Pengertian Pembell L elang

Pengertian pembeli-lelang atau siapa.saja yang da@ajadi pembel
lelang tidakmdisebutkan, Secaral terperingi digdaliendu Reglement
Pengertianmmengenal pembeli lelang terdapatspacal Pa angka 22
PeraturansMenteri Kéuangan Nomor 93/PMK106/2010tdrem Petunjuk
Pelaksanaan Lelang, ditentukan yang dimaksud' depegambeli dalam
lelang adalah” orang atau badan,yangsmengajukanwpesa tertinggi
yang mencapal “ataus-melampaui--nilai=imit yang disah sebagai

pemenang lelang‘oleh,Pejabat Lelang.

Pembeli lelang dapat bertindak untuk dirinya sendén dapat pula
bertindak selaku kuasa, apabila pembeli lelangrukk untuk orang lain
atau badan dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Nétgaangan Nomor
93/PMK.06/2010 ditentukan bahwa pembeli lelangeieus harus disertai
dengan surat kuasa. Penjelasan lebih lanjut terddpam Pasal 17
Peraturan Direktorat Jendral Kekayaan Negara NdpiiR-03/KN/2010
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, ditantibahwa sebelum
pelaksanaan lelang, peserta lelang dapat membeékikasa kepada orang
lain untuk mengikuti lelang/mengajukan penawardanig dengan bukti

Surat Kuasa yang bermaterai cukup dengan dilanipidcopy Kartu
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Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)f@aspemberi

kuasa dan penerima kuasa. Meskipun demikian addatasannya yakni
penerima kuasa tidak diperbolehkan menerima ledrhshtu kuasa untuk
barang yang sama. Bank sebagai suatu badan jugadiapggap sebagai
pembeli. Hal tersebut terjadi sebab Bank sebagaditar dapat membeli
agunannya melalui lelang, dengan menyatakan balewdgian tersebut
dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemamddalam jangka
waktu 1 (satu) tahun. Apabila jangka waktu terseéblaih terlampaui maka
bank dianggap sebagai pembeli. Hal tersebut di@dlam Pasal 70 ayat
(1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/F0K010 Tentang

Petunjuk Pelaksanaanftelang.

Tentang siapa‘saja yang dapat menjadi peserta/ficielbag, yakni
perorangan maupun_Badan usaha dapat menjadi gpeertzeli lelang,
kecuali yang nyata-nyatadilarangoleh peraturamgyiaerlaku seperti :
Pejabat Lelang;, Pejabat Penjual,/Pemandu Lelangntidaksa, Panitera,
Juru Sita, Pengacara/Advokat, Notaris, PPAT, .Pendan Pegawai

DJKN, yangterkait dengan pelaksanaan lelanggghamenjadi pembeli.

2.5.2 Hak-Hak dan'K ewajthan.Peserta/RPembeli L elang
Hak-hak peserta/pembeli lelang dalam meliputi :

a. Melihat dokumen-dokunten-tentang kepemilikan bardag meminta
keterangan/penjelasan tambahan.

b. Melihat/meneliti barang yang akan dilelang.

c. Meminta salinan Risalah Lelang dalam hal yang Ingjlsatan menjadi
pemenang lelang.

d. Meminta kembali yang jaminan lelang/kelebihan ugamginan.

e. Mendapatkan barang dan bukti pelunasan serta dokdolamen

apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang.

Kewajiban pembeli lelang terdapat dalam Pasal #ate&an Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, yakni pembeli lelangmpunyai
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kewajiban atas pembayaran harga lelang, Bea Ledlangpungutan lain
yang diatur berdasarkan perundang-undangan yarakwePenjelasan

mengenai kewajiban peserta/pembeli lelang yangritelati :

a. Menyetor uang jaminan lelang kepada KPKNL Kelasafabila
diisyaratkan untuk itu.

b. Hadir dalam pelaksanaan lelang atau kuasanya.

c. Mengisi surat penawaran di atas materai dengarf ang jelas dan
tidak ada coretan (dalam hal penawaran lelang aeegutup/tertulis)

d. Membayar Pokok Lelang dan Bea Lelang secara tuatand hal
menjadi pemenang/pembeli lelang.

e. Mentaati tata tertib pelaksanaanilelang.

Peserta lelang yang. sudah ditetapkan: sebagai pelalaglg apabila
tidak memenuhikewajibannya /makawakan dikenakarkssarSanksi
tersebut 'ditegaskan dalam Pasal 41 ayat.(4)pPamatdenteri Keuangan
Nomor 174/PMK.06/2010"yakni tidak diperbolehkan wi&nti lelang di

seluruh’wilayah Indonsia dalam waktu 6 (enam)saulan

2.6 Pengertian,dan Penggolongan: Benda
2.6.1 Pengertian Benda

Pengertian benda.menurut Kamus Umum Bahasa Indoraekilah
barang selain itu diartikan pula-Sgbagai segalaases/ang berwujud atau
berjasad (bukan rohy?

Pengertian benda menurut Sri Soedewi adalah bdrarvgujud yang
dapat ditangkap oleh panca indera tapi barang tialvujud termasuk
benda juga. Sedangkan pengertian benda secarasyaddlah segala
sesuatu yang dapat menjadi obgggendomhak milik). Pengertian benda
menurut hukum terdapat pada Kitab Undang-UndangukiulPerdata

%2 W.J.S.,Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indar@siarta: Balai Pustaka, 1976),
hal. 117.
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Pasal 499, disebutkan kebendaan yaitu tiap-tiapnigadan tiap-tiap hak
yang dapat dikuasai oleh hak mifik.

Subekti mengemukakan bahwa pengertian yang palirag Idari
perkataan “benda”’z@ak ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh
orang. Dalam Kamus Istilah Hukum Kataakdiartikan dalam arti luas
adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan obyelbheang-barang dan
hak, setiap obyek hak: kadang-kadang hanya bendaujuel, barang-
barang, tapi hanya sepanjang dapat dikuasai olelusieadan mempunyai

harga/nilai.
2.6.2 Penggolongan Benda

Utrecht dalam bukunyaPengantar ' Dalam Hukum Indonesia
menyebutkan bahwa menurut hukum-erepa yang bedakiegara kita,
benda dibagi menjadi 2 (dua) macam : 1) benda hedxdan benda tidak
berwujud;*2) benda materiil atau fidak materild®aUHPerdata Pasal
504 benda dibagi menjadi benda bergerak dan bétalatiergerak®

Menurut_.Vollmar, pembedaan/penggolongan_sbenda dajplaagi
menjadi 2 kelompokgsyaiter:

a. Menurut hukum . benda+dibedakan berdasarkan keterfraaal 503,
504 dan 505'Kitab_Undang-Undang Hukum Perdata. Bgrab benda
yang ditentukan dalam Pasal-Pasal tersebut meliputi
1) Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasd{BbHPerdata)
2) Benda dapat dipakai habis dan benda tidak dapakaihabis

(Pasal 505 KUHPerdata)
3) Benda bertubuh dan benda tidak bertubuh (Pasakb®8 erdata)

b. Pembagian benda yang tidak disebutkan dalam undiagigng, terdiri
atas:

1) Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak agati

% Sri Dewi, Hukum Perdata : Hukum Bendet. 4, (Yogyakarta: Librty ,1981) hal. 13.
*_E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negadohresia Cet. 9, (Jakarta: Ichti.1966).
hal. 242.
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2) Benda yang sudah ada dan benda yang masih akargdBenda
yang masih akan datang dibedakan menjadi 3 (dut) shsolut
dan relatif.

3) Benda dalam perniagaan dan benda di luar perniagaan

4) Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak diipad?.

Menurut sistem Hukum Perdata Barat sebagaimanard@ddlam

KUHPerdata benda-benda dapat dibedakan menjadrdpmbé&elompok,

yaitu :

® a0 T p

Benda yang berwujud dan yang tidak berwujud

Benda yang dalam perdagangan dan yang di luar ggandan
Benda yang dapat dipakal habis dan tidak dapakdipeabis

Benda yang sudah ada.dan barang yang masih akan ada
Benda yangibergerak. dan tidak bergétak

Pembagian benda_dalagurgerlijk Wetboek (BW)menurut Moch.

Isnaeni dapat dibedakan menjadi :

a.

Benda berwujud dan ‘benda tidak berwujfitichamelijke zaken —
onlichamelijk zaken*Rasal 504*BW);

Benda bergerak dan” benda tidak. ‘berge(aloerende zaken -
onroerendezaken’Rasal 504 bwy)

Benda habis habis pakardan‘benda tidak habis gakebruikbare
zaken onverbruikbare zakerPasal 505 BW)

. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagdizgken in

de handel — zaken buiten de handétasal 1334 BW)

Benda yang sudah ada dan benda yang masih akdft@ekomstige
zaken — tegenwoordige zakeRasal 1334 BW)

Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak aipadi(“deelbare
zaken — ondeelbare zaKeRasal 1163 BW)

% H.F.A Vollmar, Hukum Bendadisadur oleh Tarsito Chidir Ali, (Bandung, 1978l: 54-

55.

% Sri Soedewi, Hukum Perdata: Hukum Ben@at. 4, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 19.
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g. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dajpgdnti
(“vervangbare zaken — onvervangbare zakePdsal 1694 BWj'.

Dari pembagian-pembagian kelompok benda tersebudtali, yang
paling penting ialah pembagian benda bergerak eéadatidak bergerak,
sebab pembagian ini mempunyai akibat-akibat yangtime dalam
hukunf®. Menurut Sri Soedewi bahwa akibat yang sangatimgmtalam
hukum dari pembagian tersebut berkaitan erat demgapat hal yaitu

bezit penyerahan, kadaluarsa dan pembetf@@nan

Benda bergerak dan tak bergerak masih dibedakan ntesmjadi
beberapa macam jenis. Benda tak bergerak dibedakamadi tiga

macam :

a. Benda tak bergerak karena sifatnya
Pada’ pokoknya adalah tanah™dan“segala sesuatu myaleiat di
atasnya.

b. Benda tak bergerak karena ketentuan undang-undang.
Didasarkan pada Pasal 508 KUHPerdata,”misalnya rhakungut
hasil atas benda tak'bergerak, hak'memakai atamlak bergerak.

c. Benda tak bergerak'karenatujuan’'pemakaiannya
lalah segalasapa yang.meskipun tidakssungguh-simdmabungkan
dengan tanah/bangunan dimaksudkan untuk mengdadahtbangunan
itu untuk jangka waktu“yang {ama, misalnya mesirsimealam suatu
pabrik*

Pembagian benda bergerak dibedakan menjadi 2 ydita):

a. Benda bergerak karena sifatnya

2 Moch. Isnaeni, Hipotik Pesawat Udara di Indonegsarrabaya: CV, Dharma Muda, 1996),
hal 115.

2 Spebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdatzt.14, (Jakarta: Internusa, 1992), hal. 61.

2 Sri Soedewi, Hukum Perdata: Hukum Ben@at. 4, (Yogyakarta: Liberti, 1981), hal.22.

30 Surini Ahlan Sjarif, _Intisari Hukum Benda MenurBtigerlijk Wetboek (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1984), hal. 9.
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lalah semua barang yang dapat dipindahkan darigesgiu ke tempat
lain, terkecuali barang dalam Pasal 507 KUHPerdamatohnya meja,
kursi.

b. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang
Adalah segala hak atau benda yang bergerak tedkéeakakepunyaan
yang oleh undang-undang disamakan dengan obyekBygsar
hukumnya adalah Pasal 511 KUHPerdata, misalnyarhakungut
hasil (hasil yang dipungut dari benda bergerak)

Pitlo mengemukakan bahwa pembagian benda bergarabehda tak
bergerak memang merupakan pembagian yang palingngemanum
dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Nederlakatasy ini dikenal
pembedaan benda atas'nama dan benda tidak atasBemda atas nama
adalah bendawyang terdaftar di dalam register geebdtkan atas nama
yang berhak. Benda=benda, yang tidakybergerak tarddlam register
umum digkanter-kantorshipotik, sedangkan benda-Bemergerak hampir

semuarya merupakan benda tidak atas riama

Drion“mengemukakan bahwanudi Nederland®berkembanglgpat-
pendapat modern yangscenderung.tntuk membedakata mas benda
atas nama dan_tidak.atas"namas-atau benda-bert#dtdaerdan benda-
benda tidak terdaftar dari pada pembedaan atasabmrderak dan benda
tak bergerak. Benda terdaftar‘ialah benda-bendg ysmmindahan dan
pembebanannya disyaratkan harus didaftarkan dalegister yang

bersangkutafi.
2.7 AsasHukum

Asas hukum merupakan sebagian dari hidup kejivkatan Dalam setiap
asas hukum manusia melihat suatu cita-cita yangldkedicapainya, sebab

bukankah tujuan hukum itu adalah kesempurnaan mastaitu merupakan

3L E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negadoiresia Cet. 9, (Bandung: Universitas
Padjajaran, 1960), hal. 242.

32" Sri Soedewi, Hukum Perdata: Hukum Ben@at. 4, (Yogyakarta: Liberti, 1981), hal 21.

*bid. hal.21-22.
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suatu cita-cita, sebaliknya kaidah hukum itu siathistoris. Dalam hubungan
antara asas hukum dan kaedah hukum yang konktéhitterdapat sifat
hukum?*

Asas hukum itu dibagi menjadi dua : 1) asas hukumum, yaitu yang
berhubungan dengan seluruh bidang hukum; 2) adasrhkhusus, berfungsi
dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidarigim perdata, pidana

dan sebagainya yang sering merupakan penjabareasdarhukum umum.

2.7.1 Pengertian Asas Hukum

Mengenai pengertian asas_hukum ada berbagai pendigataranya
adalah pendapat Bellefroid, yang berpendapat bahsas hukum umum
adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukumipdait yang oleh ilmu
hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturarmg yebinh umum. Asas
hukum fitu,_“merupakan “ypengendapan, hukum positif dalaoatu
masyarakat®>

Pendapat’ lainnya dikemukakan' oleh vangEikema Hommgasg
mengekakan bahwa'

“Asas hukum .tu tidak boeleh'dianggap ‘sebagai nonmema hukum

yang konkrit,“tetapi_perit dipandang sebagai ddaaar hukum atau

petunjuk-petunjuksbagi” hukum=yang®berlaku. Pembdertuhukum

praktis perlu .berorientasi /pada 'asas-asas hukuselut. Dapat

dikatakan bahwa asas *hukumuialah dasar-dasar ataunjpk arah
dalam pembentukan hukum positif.”

Paul Scholten memberikan definisi asas hukum seébagakut :
“pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam diinbelakang sistem
hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-atupanundang-
undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkerBangannya
ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan indivdapat dipandang

sebagai penjabarannya”.

3 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukuf¥iogyakarta: Liberti, 1996), hal. 35.
% Ibid, hal. 5.
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Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat bahwa as#&sim
bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupaggiran dasar
yang umum dan abstrak, atau merupakan latar bejgbaraturan konkrit
yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistémnh yang menjelma
dalam peraturan perundang-undangan dan putusam lyakig merupakan
hukum positif dan dapat diketemukan dengan merstfart sifat atau ciri-

ciri umum yang terdapat dalam peraturan konkrgebut.

2.7.2 Sifat Asas Hukum

Asas hukum mempunyai beberapa sifat, yang secanmamumakan

diuraikan menjadi beberapa Sifatyang.utama, yaitu

a. Bersifat abstrak
Sifat asas. hukum adalah abstrak; yaitu tidak dgkan dalam
peraturan atau tidaksdituangkan.dalam suatu PRsabmping itu juga
tidaksdapat' langsung' diterapkan® pada peristiwarefalgpun sudah
dituangkan dalamibentuk PRasal. dadi asas itustil#gdat diterapkan
dalam_suatu peristiwa konkritnya.

b. Bersifatumum
Asas hukumiitu‘bersifat umum, yang,artinya tidakysaberlaku untuk
suatu peristiwastertentu  saja~Karena “bersifat umomaka ada
kemungkinan diadakan! penyimpangan atau pengecutdia@nadap
asas hukum tersebut. Namun penyimpangan dan peageciiu yang
menyebabkan ketentuan umumnya menjadi kuat damnsistkumnya
menjadi luwes dan tidak kaku.

c. Bersifat dinamis
Asas hukum bersifat dinamis yakni mengikuti perkandan kaedah
yang berubah mengikuti perkembangan masyarakat ggsgngaruhi
oleh tempat dan waktu. Perubahan mengikuti tempatwidaktu juga

dikenal dengan istilathistorisch bestimmt”
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d. Bersifat universal
Sifat asas hukum yang universal, dikemukakan olefolgen, yang
menyatakan meskipun asas hukum bersifat dinammunaada asas
hukum yang berlaku kapan saja dan tidak terpehgaleh tempat dan
waktu>®,

2.7.3 Fungs Asas Hukum

Fungsi asas hukum pada umumnya adalah untuk pemyéktor riil
(berakar dalam kenyataan masyarakat) dan ideahkaepada nilai-nilai

yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersafha

Pendapat mengenai fumgsi asas dikemukakan diaggarareh
Bruggink, yangs menyatakan bahwa fungsi asas huktum adalah
“merealisasikan ukuran. nilal sebagai mungkin:dakaidah-kaidah dari
hukum positif dangpenerapannya. Namungimewujudkaman nilai itu
secara sepenuhnya sempurna dalam Suatugsistem hodsitif adalah

tidak mungkin®.

Klanderman berpendapat fungsisasas hukum dapadakbe menjadi
fungsi dirdalam hukum™dan fungstdi dalam fimu hekuFungsi asas
hukum adalahg#hukum=untuk \melengkapi “sistem hukuemgyartinya
membuat sistem, hukum_menjadi_[Uwes. Selain itu juguk memberi
ikhtiar yang akangmempermudah “dalam mempelajaru ilmkum dan
fungsi lainnya adalah “bersifat“'mengesahkan atau pedmat dan
mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat pdrak. Sedangkan
dalam ilmu hukum asas hukum bersifat mengatur daspli&atif
(menjelaskan). Dalam kaitannya dengan kaidah perilasas hukum
adalah kaidah yang memuat ukuran (kriteria) nilsas hukum itu
berfugsi sebagai meta kaidah terhadap kaidah kerikarena menentukan
interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan itayah penerapan

aturan tersebut, tetapi asas hukum juga pedomarpbataku, walaupun

% Ibid hal. 7-9.
37 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukumlih Bahasa oleh Arief Sidharta, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1999). Hal. 122-123.
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a7

dengan cara yang kurang langsung jika dibandingtangan kaidah
perilaku.

Asas hukum dalam hubungannya dengan sistem huksas, lukum
mengemban fungsi ganda, sebagai pondasi dari skstiéom positif dan
batu uji kritis terhadap sistem hukum positif. MartuPaul Scholten, asas
hukum merupakan pondasi dari sistem hukum sebabhaaim berfungsi
di dalam dan di belakang sistem hukum positif. iladisebabkan karena
asas hukum berisi ukuran nilai dan sebagai kaidatilgian, asas hukum
mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sisteokum. Asas
hukum terlalu umum untuk_dapat berperan sebagaiorpad dari
perbuatan karena itd'perlu di konkritisasi. Jikagk@nkritan sudah terjadi
dan ditetapkan dalam. aturan-aturan: hukum positif gatusan-putusan
hakim, maka asas masih‘tetap memiliki Sifat seblajdiah penilaian. Saat
itulah fungsi asas huktum ‘sebagai battruyjl Kritix k@ permukaan, sebab
ukuran ‘nilai yang diberikan asas hukum itu; sulitukrdiwujudkan secara

sepenuhnya.

Peraturan Pepundang-Undangan Republik 1ndenesia

2.8.1 Pengertian/Per aturan Perundang-Undangan

A. Hamid"Attamimi~dalam ceramahrilmiah“dengan jutieéndidikan
Hukum dan Perundang-undangan yang disampaikanfsddtas Hukum
Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tanggalri11988, mengatakan
bahwa “kata ‘perundang-undangafivetgeving, Gesetzgebunglapat
berarti kegiatan atau fungsi, yaitu perbuatan merikeperaturan negara,
baik pusat maupun daerah, dan dapat pula berasili &tau produk dari

kegiatan atau fungsi tersebut..3%

Dalam bukunya llmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan
PembentukannyaMaria Farida Indrati Soeprapto memberikan pemayert

mengenai peraturan perundang-undangan yakni parap@raturan yang

3 CST, Kansil, dkk, Kemahiran Membuat Perundang-ngda (Jakarta: Perca, 2003), hal 1.
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dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DewawaRégan Rakyat,
yaitu Undang-Undang dan peraturan perundang-undafeganya yang
dibentuk oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalaatysan perundang-

undangan lainnya.

Pengertian normatif tentang peraturan perundangiuyeh terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 TentangbBetukan
Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal 1 amteb2itkan :

“Peraturan perundang-undangan adalah peraturaruligertyang
dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang elpamg dan
mengikat secara umum?”

Dari pengertian tersebut Jdapat = ditarik. unsur-ungugraturan
perundang-undangan=yaituPeraturan=testulis, dibuat oleh lembaga
negar a atau'pegrabat ' yang berwenang, danmengikat secara umum.

Pengertian tersebut ‘hampir Sama dengan pengertematupan
perundang=undangan yang diberikan cleh MafiasFdndeati Soeprapto,
hanya ‘sa@ja" tidak "dijelaskan, pengertian |lembaga petak yang
dimaksud, apakah.dilingkungan ‘eksekutit. Saja aanasuk juga lembaga
pemerintah dalam”asti-luas (diluardembaga, eksgkutan juga tidak
disebutkan unsur-mengikat umumgdart-peraturan gEmgundangan

tersebut.

2.8.2 Jenis-JenisPeraturan Pada Masa Hindia Belanda

Peraturan LelangVendu Reglementdan Instruksi lelang endu
Instructi@ dibentuk pada tahun 1908, karena itu pembahasastypan
perundang-undnagan yang berlaku pada masa Hindandge pada sub
bab ini dibatasi pada masa tahun 1855 — 1926. Akpmrubahan
Grondwet (Undang-Undang Dasar) Belanda, terjadi perubahsatens
pemerintahan Belanda untuk Indonesia, yakni Rajaktilagi mutlak
kekuasaannya tetapi harus diatur bersama ddbgeBtaten Generaaltau
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Parlemen belanda. DalanGrondwet 1948 disebutkan bahwa Tata
Pemerintahan di Indonesia harus diatur dengéet (Undang-Undang)
yang menyebabkan lahirny@egerings Reglementang disingkatR.R
yang mulai berlaku sejak 1855 di dal&rRdisebutkan bahwa ada empat
soal yang harus diatur dengd/et yakni 1) tentang pertanggungjawaban
keuangan; 2) tentang mata uang; 3) tentang pertagaba 4) tentang
bank. Selain keempat hal tersebut di atas, Rajéhndapat mengatur soal-

soal lainnya secara beb&s

Pada masa 1855-1926 peraturan-peraturan yang betlakidonesia
adalah Koninkljk Besluitatau KB (Keputusan Raja) yang dibuat oleh
Kroon (Raja dan gmenteri-menteri) Saja. Berlaku puladonnantie
(Undang-Undang di Hindia'Belanda), itu' dibuat oféhbernur Jenderal
bersama-sama. dengaRaad, van Nederlands Indie (R.y.IDewan
pertimbangan Agungbelanda. Ordennantie dibuat Glebernur Jenderal

melalui'dua jalan':

a. Denganspertolongan atau bantuan: dari Kroen' yangpaeizin atau
pengeSahan kemudian;
b. Tanpa ‘pertolongansdar [ Kroens, jadi “Gubernur Jeriddenambuat

Ordonnantie hanya.dengan advise.atau nasehatsgja.|

Sebelum 8 Maret Tahun 1942, peraturan-peraturannurtarmuat
dalam lembaran yang diterbitkan“foleh PemerintahdHBelanda, yang
bernama “Staatsblad” beserta “Bijblad” nya. Staatbpertama kali terbit
tahun 1816°

Peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belaaddrada yang
tetap berlaku di negara kita sampai saat ini. Beatperundang-undangan

tersebut diantaranya :

a. Wet

¥ |bid. hal. 169-171.
% Kusumadi, Pudjosewojo, Pedoman PembelajaranHigtam IndonesidJakarta: Aksara
Baru, 1986), hal.27.
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Wetmerupakan suatu peraturan perundang-undnagan yaegiuk di
negeri Belanda, olelRegering dan Staten Generaabersama-sama
dengan nasihat daRaad van StateWet ini berlaku untuk wilayah
Belanda dan Hindia Belanda. Beberay&et yang masih berlaku
diantaranya adalahWetboek van Strafrechiyang diterjemahkan
menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidan&yetboek van
Koophandel yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Terjemahan-teriemahan tersebut masiupa
terjemahan oleh para ahli dan belum ada terjemaleami dari
Pemerintah.

. Algemene Maatrégelvan Bestuur (AMvB)

AMvB adalah, ‘peraturan perundang-undangan yang tlikeoleh
Krooni (Raja)sdan=Menteri-menteri~dengan mendapatkarhatslari
Raad vangStatéPeraturan ini dibentukidi Belanda, tetapi diderkan

untuk Negeri Belanda dan Hindia Belanda.

. Ordonnantie

Ordonnantieadalahsperaturan perundang-undnagan yang dibetebk
GouveneuriGeneraalGubernur:Jendetal) dawolksraad (Dewaan
Rakyat), di Jakarta~dan. berlaku=bagi"wilayah HinBelanda. Bagi
Ordonnantieyang masih berlaku di Indonesia kedudukannya gledin

dengan Undang-Undang.
. Regeringsverordening (Rv)

Rv adalah perundang-undangan yang berlaku di wilakthdia
belanda. Pembentukanya adal@ouverneur Generaal(Gubernur
Jendral) di Jakartd&®v merupakan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di wilayah Hindia belanda. Pembentukanyaadsouverneur
General (Gubernur Jendral) di Jakart®®v merupakan peraturan

pelaksanaan daWet, Algemene Maatregel van Bestuur (AMwE)N
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Ordonnantie Rv kedudukannya setingkat deengan peraturan

Pemerintah®!

28.3 Stufenbau Theory dan Teori Die Stufenordnung Der
Rechtsnormen

Stufenbau theoryatau dikenal juga dengan teori tangga merupakan
teori jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans dfeld¢eorinya

menyatakan :

“bahwa tertib hukum/legal order itu merupakansystem of norms
yang berbentuk seperti tangga piramid. Pada te@piangga terdapat
kaidah-kaidah (nomms)fdan dipuncak piramid terdagmtah yang
disebut kaidah dasar (Grundnorm). Di bawah kaidedadini terdapat
kadiah yang disebut 'Undang-Undang Dasar; di bawatabg-Undang
Dasar terdapat.katdah“yang disebut’ peraturan, diabbaperaturan
terdapat kaidahryang, disebut ketetapan. Maka dasdakunya dan
legalitas, suatu kaidah terletakipadakaidah yaagladtasnya”.

Istilah wnorms oleh Hans' Kelsen diartikan sebaganperatief
voorschriffiyaitu peraturan hukum yang harus dittruti damdungi oleh
sanksi.Narms dibedakanslagigmenjadi 2 (dua), yakni : dgneraal-norms
atauabstrakte nermeryang dibentukgelebsbadanlegislative, yakni kaidah
yang berlakugumtms=mengikat “uomum, “sepetri kaidakaidaUndang-
Undang Dasar, "Undang-Undang “dan. peraturan-perat@jamdividual
norms atau concrete normeryangidibentuk oleh badan eksekutif, yaitu
kaidah-kaidah yang berlaku khusus yang mengikaosasg tertentu yang

diketahui identitasny&?

Teori die Stufenordnung der Rechtsnormdikemukakan oleh Hans
Nawaiasky yang merupakan murid dari Hans KelseoriTiei merupakan
pengembangan dari Stufenbau theory, hans Nawiaskymd bukunya
Allgemeine Rechtslehifgerpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis

dan berjenjang norma hukum dari suatu negara juegaelmmpokkan

* Maria Farida Indrati Soeprapto, lImu Perundang-U@a Dasar-Dasar dan
PembentukannyaCet. 11, (Yogyakarta: Kanisius,1998. Hal, 104-105
*2_Bachsan Mustafa. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Ramadja Karya. hal. 8.
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norma-norma hukum suatu negara menjadi empat kekrbpsar, yang

terdiri atas :

Kelompok |  : Staatsfundamentalnorflorma Fundamental Negara)
Kelompok Il : Staatsgrundgese{Aturan Dasar/POkok negara)
Kelompok Ill : Fornell Gezet{Undang-Undang formal)

Kelompok IV : Verordnung & Autonome Satzsufgturan pelaksana

& aturan otonom).

Kelompok-kelompok norma hukum itu hampir selalu gquala tata

susunan norma hukum tiap-tiap negara walaupurahisthaupun jumlah

norma hukum da

284 TataUruta dang-WnddnganRenablik 1ndonesia

Pada awalnye N[ . £ Mng-uadnﬁgzpublik
Indonesiay ditetapkan dalar e RS_NomorMeRS/1996,
Ketetapuntang s ewan Wilan takyatong
Royonhgenai 1 m Rew Indand®an Tata
Urutan P 3 *__? Repub ] ﬁi‘,‘: bpun uatgannya adalah

sebagai berik

a. Undang-Undang,Basar Repub donesia Tahun 1948X 1945);
. Ketetapan Majelis P sya tan Rakyat (Ketet ;

b. K Majeli Auv‘ﬁ Rakyat (KetetR2R)

c. Undang-Undang (UU);

d. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undnng-gr{@&RPU);

e. Peraturan Pemerintah (PP);

f. Keputusan Presiden (KEPPRES);

g. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti :

. Maria Farida Indrati Soeprapttimu Perundang-Undangan Get.1, (Yogyakarta:

Kanisius, 2007), Hal: 71.

* Ibid, Hal: 71.
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1) Peraturan Menteri,
2) Instruksi Menteri;

3) Dan lain-lainnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan terselbutdapat diubah
kedudukannya sebab disusun berdasarkan tinggi magda badan
penyusun peraturan tersebut dan menunjukkan tireggglahnya tingkat
kedudukan masing-masing peraturan negara tersabtirtya peraturan
yang lebih rendah isinya tidak boleh bertentangamgen peraturan yang
lebih tinggi.

Ketetapan MPRS _Non XX/IMPRS/1966 telah dicabut dan
dinyatakan tidaks k ) PRS tauseelah diganti
dengan Ke 1 RakyatibRlegndonesia
Nomor I 2000 Te \be an, Tatatéin Peraturan
Perundba i : - aJing rNtnd ahun

2011 Te ’em : daptiae jenis dan
hierarkb'urutan °ra A i ulBlik Indonesia
adalah ' . i

a. Undang-ﬁ1 D3 - '45;

b. KetetapadlMajeli§"Permusyawaratan Rakyat Repubtikriesia;
tudra intah Pengganti ngaAdadan
%Pﬂ gganti rig g

d. Peraturan Pemerintah;

c. Undang-Unda
(Perpu);

e. Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
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285 Analisis Mengenai Penyelesaian Ketidakharmonisan Pengaturan
Kewenangan Pejabat L elang Untuk Membeli Barang Yang Dilelang
di Hadapannya Dalam Pasal Perundang-Undangan Dibidang
Lelang.

Pada sub bab ini dibahas tentang problematika iguridengenai
kewenangan Pejabat Lelang untuk membeli barangelstgdalam bidang
lelang non eksekusi. Dari hasil telaah pustaka yRemulis lakukan mengenai
hal tersebut problematika yang timbul adalah addwyalik norma tentang
pengaturan Kewenangan Pejabat Lelang Kelas | umbeknbeli barang
bergerak dalam lelang non eksekusi. Konflik norergati antara pengaturan
mengenai hal tersebut’dalafendu Reglemerdan Vendu Instructie serta
dalam Peraturan: Mentert. Peraturan sNomor ,93/PMK@BI2 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan__Lelang,  Peraturan _Menteri hggama Nomor
174/PMK.06/2010 Tentang, Pejabat Leltang, Kelas I éanaturan Menteri
Keuangan Nomor#175/PMK.06/2010 Tentang Pejabatnigelaelas Il yang
merupakangperaturan pelaksanaan yang terbaru_daildamg lelang. Ada
perbedaanipengaturan'mengenai kewenangan Pejdbag Lieelas | dalam
peraturan peruntdang-undangan tersebutidi-atas.Vaadu Reglemerdan
Vendu InstructiePejabat Lelang mempunyaiiskewenangan untuk membeli
barang bergerak” yang=dilelang dihadapannya,  sedangiada Peraturan
Menteri Keuangan Nomer 174/PMK.06/2010 Tentang Rjaelang Kelas |
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.0@Z0Ddntang Pejabat
Lelang Kelas Il ditentukan dengan jelas bahwa lijhelang Kelas | tidak
berwenang untuk membeli barang bergerak yang dieldihadapannya
disertai dengan sanksi yang akan dijatuhkan apai@langgar ketentuan yang
telah ditetapkan. Hal tersebut menyebabkan timbwblpmatika yuridis
mengenai kewenangan Pejabat Lelang, sebab kedughekaturan-peraturan
tersebut tidak sejajar dan isinya bertentangan, unarmeskipun isinya
bertentangan dengan Surat Peraturan Menteri Kenarygag mengatur
mengenai lelang dan Pejabat Lelang tersebut di ratsh tetap mendasar

padaVendu ReglementanVendu Instructie
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Vendu Reglementlan Vendu Instructiemeskipun merupakan produk
hukum zaman kolonial tetap masih berlaku sebadairupositif di Indonesia
berdasarkan pada Pasal | Aturan Peralihan Amandedretang-Undang
Dasar 1945 perubahan keempat. Dalam Pasal | AtBemalihan tersebut

ditetapkan:

“Segala peraturan Perundang-undangan yang ada netsip berlaku

selama belum diadakan yang baru menurut UndangfignBasar ini.”

Berdasarkan uraian yang telah saya bahas, kedud{é@iu Reglemment
adalah setingkat dengan Undang-Undang d#&ndu Instructie yang
merupakan pelaksana daendu Reglemermtedudukannya setingkat dengan
Peraturan Pemerintah. Kedudukeendu /Reglemerdan Vendu Instructie
lebih tinggi dari “Peraturan “yang  dikeluarkan ' olehertéri Keuangan.
Meskipun dalam pembentukannya jPeraturan Menteri akg@an Nomor
174/PMK.06/2010 _Tentang' Rejabat’ Lelangs Kelas" | atean Menteri
Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabatnceldelas 11, dan
Peraturan Nomor 93/PMKz06/2010 Tentang Petunjukak3anaan Lelang
didasarkan pada/endu Reglemendan VVendu Instructiedengan Peraturan
Menteri Keuanganitersebut' maka timbulah prebleradtikkum.

Problematika yuridissyang timbul-dapatidipecahki@mgan dilandaskan
pada 3 (tiga) hal. Tigahal tersebut yang pertadaah teori hukum, dalam
hal ini adalah Stufenbau theory dari Hans Kelsem téari die Stufenordnug
der Rechtsnormen dari Hans Nawiasky, yang kedualadsas Hukum yakni
asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, hal katigang dapat kita gunakan
adalah hukum positif yakni Undang-Undang Nomor d42uh 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Stufenbau theory dari Hans Kelsen merupakan temmgenai jenjang

norma yang berbunyi:

“bahwa tertib hukum/ legal order itu merupakan stey of norms yang
berbentuk seperti tangga piramid. Pada tiap-timggda terdapat kaidah-
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kaidah (norms) dan dipuncak piramid terdapat kaigaimg disebut
Undang- Undang Dasar di bawah Undang-Undang Dasdagat Kaidah
yang disebut peraturan, di bawah Undang-undangrDas#apat Kaidah
yang disebut ketetapan. Maka dasar berlakunyaetgiitas suatu kaidah
yang terletak pada kaidah yang ada di atasnya”.

Stufenbau theory menjelaskan bahwa dasar berlakuledmlitas norma
yang kedudukannya lebih rendah didasarkan padaangamg kedudukannya
lebih tinggi. Hans Kelsen dalam bukunya yang besjuceori Hukum Murni
Dasar-Dasar Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Emgdeskriptif
menjelaskan bahwa hukum mempunyai khas yakni dgembentukannya
hukum mengatur sendiri pembentukannya. Norma hulsampai derajat
tertentu menentukan' sendiri cara pembentukan, daarisnorma hukum lain.
Hal itu disebabkan suatu horma hukam.dapat/dikatakéid apabila dibentuk
sesuai dengan cara,pembentukan yang-ditentukamolema hukum lainnya
yang kedudukannyai lebihy tinggi | dan noermamghukum nign tersebut
pembentukannya juga didasarkan pada norma:hukuig ledih tinggi lagi.
“Hubungan antara norma yang mengatur pembéntukamandain dengan
norma yang lainnya dapat digambarkan‘dengan hubtegara superordinasi

dan subordinanst.

Hans  Nawiasky. “mengembangkan _.Stufenbau theory denga
mengemukakan Teorigdie Stufenordnungider Rechtsmridans Nawiasky

membagi norma-norma hukum suatu Negara ke dalanel@mipok besar,

yakni:

1. Kelompok I . Staatsfundamentalnorm (Norma Fumnelatal Negara)
2. Kelompok I . Staatsgrundgesetz (Aturan DasaréRdkegara)

3. Kelompok I . FormellGezets (Undang-undang Fd)ma

4. Kelompok IV : Verornung & Autonome Satzsung (AtarPelaksana

& aturan otononf¥.

*_ Maria Farida Indrati Soeprapto. lImu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan
Pembentukannya. Cet. 11. Yogyakarta: Kanisius.1998. Hal. 27.
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Teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky ini karemerupakan
pengembangan dari Stufenbau theory maka ada peasayaag jelas yakni
menunjukkan jenjang-jenjang dari norma hukum. Kalmmpok norma yang
berada di bawah tidak boleh bertentangan denganangang ada di atasnya,
sebab norma-norma hukum yang ada di atasnya mempakasar
pembentukan dari norma hukum yang ada di bawahkglbompok norma
hukum yang dibuat oleh Hans Nawiasky menunjukkamwaa aturan
pelaksana berada dalam kelompok yang terakhir, iyieddlompok keempat
yang berada di bawah kelompok Undang-undang foridali pembagian
kelompok tersebut terlihat bahwa aturan-aturanksel@a harus didasarkan
pada Undang-Undang .yangiada di. atasnya, yang niemipdasar dari

pembentukannya.

Berdasarkan Stufenbauy, theory™ dari” Hans Kelsen daori tdie
Stufenordnung, der Rechtsnormen dari~Hans Nawiaskiansuatu aturan
pelaksana ' dari_undang-undang tidaks#boleh™ berteatardgngan undang-
undang yang. .menjadis dasar pembentukannya. Jikaitldika dengan
problematika hukum antardendu Reglemerdan Vendudinstructiedengan
Peraturan Menterl Keuangan yang terkait"denganikamgan Pejabat Lelang
Kelas | untuk membeli barang bergerak yang dileldifttadapannya maka
seharusnya ketentuan yang.ada dalam~Peraturan ivKeteangan tersebut
tidak boleh bertentangan dengéendu, ReglememtanVendu Instructieyang
kedudukannya setingkat dengan Undang-undang.

Hal lain yang dapat dijadikan dasar untuk memeaahfeoblematika
hukum di atas adalah asas hukum. Pengertian meangeas hukum telah
diuraikan dalam sub-sub sebelumnya, dari berbagaggrtian mengenai asas
hukum, penulis sependapat dengan pengertian ydrggildan oleh Sudikno
Mertokusumo. Mengenai pengertian asas hukum, ia beskan pendapat
bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkriginkgln merupakan
pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupd&tr belakang
peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belgksetiap sistem hukum
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yang terjelma dalam peraturan perundang-undangarpdtusan hakim yang
merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengamcari sifat-sifat atau
ciri-ciri umum yang terdapat dalam peraturan kantaisebuf® Asas hukum

akan menjadi latar belakang bagi pembentukan hugasitif, maka hukum

positif yang terbentuk semestinya sesuai dengas laskum yang menjadi
landasan bagi pembentuknya.

Pendapat dari beberapa sarjana mengenai fungsihakam yang telah
diuraikan sebelumnya. Dalam penulisan ini saya,ggenakan pendapat yang
dikemukakan oleh J.J.H Bruggink, dengan argumendgigsibila dikaitkan
dengan problematika yuridis mengenai jenjang nohmkum maka fungsi
asas hukum yang dikemukakan oleh “Bruggink dalamutoyk Refleksi
Tentang Hukum, ‘/memberikan’ gambaran yang jelas memdengsi asas
hukum dalam' tatanan _norma™hukum. Bruggink berpestd@sas hukum
mempunyai, fungsi sebagai imeta Kaidahyterhadap kapldaku, sebab
menentukanginterpretasi terhadap aturan hukum atu.dengan itu wilayah
penerapansaturan tersebut, ‘'walaupun ‘dengan. Cam@duiangsung jika
dibandingKan.dengan kaidah/ prilakuFungsi'asas hukum'yang dikemukakan
oleh Bruggink-menempatkan asas"hukum di-atasSineonaa hukum positif
yang akan mengatuf prilakd manusia. Hal itu besarébila dikaitkan dengan
fungsinya sebagai metarkaidah dari-kaidah prilalakan norma hukum yang
berlaku harus berdasarkan' kepada asas hukum yamgadnelasar dari
pembentukannya.

Asas hukum yang terkait dengan jenjang norma hu#angan asas Lex
Superior Derogat Legi Inferiori. Asas hukum ini &er bahwa peraturan yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan paratyang lebih tinggi.
Berdasarkan asas hukum tersebut maka dalam perkbentwrma hukum,
norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertgggandengan norma

hukum yang lebih tinggi, dengan kata lain normaumkyang lebih tinggi

*® Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukufogyakarta: Liberti, 1996), hal. 5-6.
7 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukuslih Bahasa oleh Arief Sidharta, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1999). Hal.123.
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harus dijadikan dasar bagi pembentukan norma hukang lebih rendah.
Sesuai dengan Lex Superior Derogat Legi Inferioaka Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk KRalzaan Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010htdreg Pejabat
Lelang Kelas I, dan Peraturan Menteri Keuangan Noh7®/PMK.06/2010
Tentang Pejabat Lelang Kelas I, yang kedudukarelyix randah tidak boleh
bertentangan dengarvendu Reglementdan Vendu Instructie yang

kedudukannya lebih tinggi karena setingkat dengatadg-undang.

Hal ketiga dapat dijadikan dasar bagi penyelesprablematika yuridis
tersebut di atas adalah menggunakan hukum posi§ yerlaku, dalam hal
ini adalah Undang-undang® Nomor: 12 “tahun 2011 TentBembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Pengertian’ PeraReamdang-undangan
telah dijelaskan pada sub sebelumnya. Dari peagestang terdapat dalam
Undang-Undang Nomer~12 “tahun' 20¥1unsur-unsur WearatPerundang-

undangan adalah.sebagai berikut:

1. Peraturanitertulis
2. Dibentuk@leh LembagaiNegara atau Pejabat yangenamg
3. Mengikat secarasumum

Pada Undang-undang Nomerid2.tahtun 2034 diaturjugiagenai hierarki
Peraturan Perundang-WUndangan, yang diatur padatikete Pasal 7 ayat (1)
sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabdb
Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti dgndadang
Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

ok~ 0N PR

Peraturan daerah

Peraturan Perundang-undangan selain yang disebdédtam Pasal 7 ayat

(1) di atas diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Pemati?arundang-Undangan
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lainnya secara lebih rinci terdapat pada penjeldsal 8 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011, yang berbunyi:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebaggindimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yantaplit@n oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyataDe”erwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Ba®ameriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Mentéradan, lembaga,
atau komisi yang setingkat yang dibentuk denganadgeJndang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan RaawaRakyat
Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Raky2aerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa ataogysetingkat.*

Penjelasan Pasal 8 ayat (I)mmenyebutkan Peratumamell termasuk
dalam Peraturan Perundang-undangan lainaya. Sebélogdang-Undang
Nomor 12 tahumr2011 'ditetapkan, figur hukum:/Pegatienteri substansinya
dapat dibedakan menjadi=2.(dua) macammyaitu:

1. Peraturan; yangsbiasa digunakan untuk“menyebutleaati®an Menteri
yang bersifat mengatuRggeling.

2. Keputusan; penetapan yang sifatnya khusus, incaidu

Peraturan Menteri_ dibentuk oleh ‘Menteri-Menteri yanemegang suatu
Departemen yakni:Menteri Koordinator.dan Menterghla yang hanya dapat
membentuk Keputusan.yang berlaku=secara interdak(tmengikat secara
umum). Setelah Undang-Undang”Noemor 12 tahun 20fdtagkan, terjadi
pergeseran pengertian antara Peraturan dan KeputiB@am Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 istilah Peraturan tewmmakalam Peraturan
Perundang-Undangan sedangkan Keputusan termasark @ategori regulasi
yang merupakan penjabaran dari Peraturan. Istiutisan identik dengan
Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini dikeawnadieh Menteri.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010taren Petunjuk
Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri KeuangaomoN
174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas | ipa&kan Peraturan
Menteri yang bersifat mengaturefeling, sebab dalam kedua Peraturan

Menteri Keuangan tersebut diatur mengenai hal-aagybersifat umum dalam
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kaitannya dengan pelaksanaan lelang dan Pejabahnd.ePeraturan Menteri
Keuangan tersebut dibuat sebelum ditetapkannya ngndadang Nomor 12
tahun 2011, maka meskipun bersifat mengatwgdling) tetapi masih

mempergunakan isi Keputusan. Berdasarkan mateg tgdapat didalamnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010htdieg Pejabat
Lelang Kelas |, Peraturan Menteri Keuangan Nomob/RWMK.06/2010

Tentang Pejabat Lelang Kelas Il, dan Peraturan &temteuangan Nomor
93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Letiapat dikategorikan
sebagai Peraturan Menteri, yang sebagaimana ditetagialam Pasal 8 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 termasuk &and Peraturan

Perundang-Undangan lainnya:

Pembahasan, iMengenai .Problematika yuridis adanyaflikonorma
mengenai kewenangan Pejabat Lelang Kelas'| untuklyak barang bergerak
antara ketentuan dalawendu Reglemeserta,peraturan pelaksananya yakni
Vendu Instructiedengan’ ketentuan yang terdapat dalam Peraturariehen
Tentang Pejabat.Lelang Kelas tentang Pejabat Lelangiidasarkan pada 3
(tiga) hal yakni:

1. Stufenbau “theaory .dariHans Kelsen“.dans teort diefeBardnung der
Rechtnormen,dari*Hans-Nawiasky;

2. Asas Lex SuperiorDeregat Legi Inferiort;

3. Huhum Positif yang beflakt=saat ini yakni, Undangdang Nomor 12
tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perurdfaaagan.

Ketiga hal yang dijadikan dasar pembahasan prohikanguridis secara
garis besar memberikan pedoman bahwa suatu peratang kedudukannya
lebih rendah harus didasarkan peraturan yang lehggi, yang merupakan
dasar pembentukannya. Hal itu berarti peraturamnomg-undangan yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan paratgang lebih tinggi dan
kekuatan berlakunya suatu peraturan apabila tedshas dengan peraturan
yang ada di atasnya atau dengan kata lain tiddkriangan dengan peraturan
yang menjadi dasar pembentukannya, apabila haltersidak dapat dipenuhi
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maka Peraturan Perundang-undangan tersebut diayatiddak mempunyai
kekuatan berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010tdrey Pejabat
Lelang Kelas |, Peraturan Menteri Keuangan Nomob/RNK.06/2010
Tentang Pejabat Lelang Kelas Il, dan Peraturan &temteuangan Nomor
93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lekauydukannya lebih
rendah darMendu Reglememtan Vendu Instructiesebab Peraturan Menteri
Keuangan tersebut merupakan Peraturan pelaksandeatatu Reglemermtan
Vendu Instructie dan dalam pembentukannya kedua Peraturan Menteri
Keuangan tersebut berdasarkan pedadu ReglemertanVendu Instructie
Sesuai dengan pembahasan mengenai konflik norreabtdr di atas, maka
Peraturan Menteri Keuangan' tersebut’ dapat dikataidak mempunyai
kekuatan yang berlaku, sebab'secara substansntaergan dengavVendu

ReglementlanVendu Instruetiggang menjadisdasar pembentukannya.

Untuk menyelesaikan konflik norma tersebut agatipéanya kesesuaian
dalam normashtikum yang mengatur mengenai kewenaRgmbat Lelang
Kelas | untukfmembeli“barang.bergerak yang dileldilgadapannya, maka
perlu diadakan“perubahan,terhadap,salah,satu nbukam tersebut baik
Vendu ReglememianVendu-lnstructienaupun-Peraturan Menteri Keuangan.
Menurut pendapat Penulissyang sebaiknya diubahahd&ndu Reglement
danVendu Instructiesebab Kedua-aturan tersebut merupakan peratanaanz
Hindia Belanda. Peraturan mengenai lelang terutaeragenai Pejabat Lelang
sebaiknya dalam Undang-Undang yang telah disesuailengan situasi,
kondisi dan perkembangan zaman yang terjadi dingidalang di Indonesia
sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsmekid sehingga
peraturan tersebut lebih mencerminkan rasa keadif@syarakat sehingga

diharapkan keberlakuannya pun akan lebih efektif.

Perbedaan pengaturan mengenai kewenangan Pejadnag Keslas | untuk
membeli barang bergerak antdfandu ReglememtanVendu Instructieyang

merupakan peraturan zaman kolonial dengan Peratdemteri Keuangan
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Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kel&eraturan Menteri
Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabatnigeldelas 1l dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 taremn Petunjuk
Pelaksanaan Lelang yang merupakan peraturan peéaldiabidang lelang
yang berlaku saat ini membuat penulis tertarik knmiengetahui bagaimana
pelaksanaan dilapangan kewenangan oleh Pejabahd é{@las | dalam

pembelian barang bergerak pada lelang non eksdlndelang eksekusi.

2.8.6 Analisis Mengenai Kewenangan Pejabat Lelang Membeli Barang
Bergerak Yang Dilelang di Hadapannya

Pada Sub bab ini akan’ dibahassmengenai pelaksqasabelian barang
bergerak oleh Pejabat Lelang dalam lelang eksekasipun non eksekusi.
Pembahasan ditekankanpada,adaatau tidaknya pamibarang bergerak
oleh Pejabat Lelang yang. dilelang/di"hadapanny& s#asannya, peraturan
yang dijadikan*"dasar .pelaksanaan lelang.w Hal" tatsdbrkait adanya
problematika yuridis antard/endu Reglementan Vendu Instructiedan
Peraturan Menteri Keuangan Nomorm 93/PMK.06/2010 tare;n Petunjuk
Pelaksanaan Lelang, 174/PMK.06/2010 Tentang. Pejaddahg Kelas | dan
Peraturan Menteri’ Keuangan JNemor 175/PMK.06/2010tdreg Pejabat
Lelang Kelas Il yang. merupakan—peraturanspelaksdadam pelaksanaan

lelang.

Dalam pembahasan ini, Penulis meneliti dengan mewearai Pejabat
Lelang KPKNL Jakarta V. Pelaksanaan lelang pada tdfaiPelayanan
Keuangan dan Lelang Negara (KPKNL) Jakarta V mélifglang eksekusi
dan lelang non eksekusi.

Berdasarkan wawancara terhadap Pejabat LelangP#INK Jakarta V,
Vendu Reglementlan Vendu Instructiemasih menjadi dasar pelaksanaan
lelang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMRKROBD Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Mentetakgan Nomor
174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas | &amaturan Menteri
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Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabatnigeléelas Il serta
Peraturan Direktorat Jendral Kekayaan Negara NoRBR-03/KN/2010
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Paratudirektorat Jendral
Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/200€ntang Petunjuk Teknis Pejabat
Lelang merupakan peraturan pelaksana yang dijadikasar dalam
pelaksanaan lelang. Peraturan pelaksana tersefiahta@mgan dengaviendu
Reglementdan Vendu Instructiemengenai pembelian barang bergerak oleh
Pejabat Lelang yang dilelang di hadapannya, namudathm prakteknya
meskipun bertentangan namun semua peraturan térsedsih dianggap
peraturan yang menjadi dasar dari pelaksanaarglelan

Kewenangan dari péjabat lelang untuk. membeli lwptaergerak dalam
lelang yang dipimpinnya .seperti yang diatur dal®endu Reglemendan
Vendu Instructie berdasarkan ‘wawancara kepada para Pejabat Lelang
KPKNL Jakarta V tidak*pernah. digunakanyHal tergdmerarti bahwa para
Pejabat Lelang di KPKNL Jakarta 'V tidak pernahkekan pembelian
barang bergerak dalams lelang yang “dipimpinnya, ipesk hal tersebut
diperbolehkan..sPembelian _.terhadap. barang bergerakg ydilelang di
hadapannya dalam .elang=eksekusimaupun nen- eksekeimang tidak
pernah dilakukan“eleh para Pejabat Lelangidi KPKMlkarta V, namun
pendapat mereka ‘'mengenai-berwenang atau tidaknghaPd elang untuk
membeli barang bergerak dalam Telang berbeda-beda.

Perbedaan Pendapat dikemukakan oleh Pejabat LeiatigKNL Jakarta
V dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, ygkng berpendapat
bahwa Pejabat Lelang tidak berwenang untuk mentiaelng bergerak dan
pendapat yang lain menyatakan bahwa Pejabat Letemgenang untuk
membeli barang bergerak yang dilelang di hadaparitgpala Bagian Umum
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negartdo ESunaryanto,
menyatakan bahwa Pejabat Lelang tidak berwenangkumembeli barang
bergerak dalam lelang eksekusi ataupun lelang n&sekesi yang
dipimpinnya, dimaksudkan untuk menjaga obyektifitpenjualan dalam
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lelang. Pejabat Lelang di KPKNL Jakarta V, Mardantubagyo dan Agus
Rodani mendasarkan ketidakwenangan tersebut padatkan yang terdapat
dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Keuahgemor 93/PMK.06/2010
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan PasalrtificilPeraturan Menteri
Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat nigel&elas |
ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menterakgan tersebut dianggap
sudah cukup untuk membatasi kewenangan Pejabahd.-elatuk membeli
barang bergerak yang dilelang di hadapannya. Tasldari KetentuaWendu
Reglementdan Vendu Instructie yang memberikan kewenangan untuk
melakukan hal tersebut, namun karena dalam pragetksanaan lelang
Peraturan Menteri Kewangan tersebut yang dijadikdasar untuk
pelaksanaannya dan| adanya | sanksi yang tegas dataatu@dn Menteri
Keuangan tersebut, maka“isi“ketentuan dalam ParatMienteri Keuangan
Nomor 93/PMK:06/2010 TJentang Petunjuk“Pelaksanaelang ditaati dan
dipatuhi. Bendapatibahwa pejabat: lelang. berwenatigkumembeli barang
bergerak yang dilelang dishadapannya, dikemukakaml@ejabat Lelang yang
lain KPKNL"Jakarta V, Guonardi, "befpendapat didasaripada ketentuan
dalam Vendu Reglemendan.Vendu lnstructieyang ‘memperbolehkan hal

tersebut dilakuikani

Pada Pasal 1469 ayat+(2)Kitab,LUndang-Undang HuRerdata diberikan
pengecualian bagi Pejabat Umum untuk'membeli babangerak yang dijual
dihadapan mereka sekedar dilakukan demi kepentingaam dan atas izin
Presiden. Kepentingan umum belum memiliki pendsitam secara jelas
dengan pasti, menurut Pejabat Lelang di KPKNL Jaka kepentingan
Umum tersebut dapat diartikan sebagai hal-hal yaagyangkut hajat hidup
orang banyak. Di KPKNL Jakarta V meskipun ada peungkan dalam Pasal
1469 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdatajumabelum pernah
dilakukan pembelian barang bergerak oleh Pejabdinge dalam lelang
eksekusi dan lelang non eksekusi demi kepentingaunnu Pejabat Lelang
KPKNL Jakarta V, Mardanius Subagyo, berpendapatvadbasal 1469 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan prodikunh zaman
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Hindia Belanda dapat memberi kesempatan pada pgedd@® umum untuk
melakukan penyelundupan hukum dengan mengatasnamei@entingan

umum, guna mendapatkan sesuatu untuk kepentingzadprya.

Pembelian barang oleh Pejabat Lelang yang dileldittadapannya
diperbolehkan hanya untuk barang bergerak. Menperidapat Pejabat
Lelang, Yanuar Edi Purwoko, terhadap barang bekgpum masih terdapat
pembatasan. Barang bergerak yang dimaksudkan omtakpermudah proses

pergantian kepemilikan.

Penjualan barang melalui lelang dimaksudkan umtekdapatkan harga
tertinggi yang akan menguntungkan bagi penjuahtelaipabila ada Pejabat
Lelang yang ikut turut serta dalam ‘proses pembdiarang bergerak yang
dipimpinnya dalam proses ‘lelang stersebut  apakam akarugikan para
pembeli lelang lainnya?=dawaban atas-pertanyaaebigr oleh para Pejabat
Lelang di KPKNimdakarta Vi Kepala'Seksi Pelayanalahg mengemukakan
bahwa karenagPejabat Lelang mengetahui hargaglimereka mempunyai
akses langsungke penjual, sertalmempunyai kékuasstak memutuskan
dalam penentuan pemenang .lelangysmaka dengan sertanya Pejabat
Lelang dalam™pembelian ;barang. yang.dilelang “tetskbmungkinan akan
dapat merugikangpesertaslelang lainnya-Pejabadnigel Bambang Sulistyo
mengungkapkan halyangssama bahwaturut sertangdd®d elang dalam
pembelian barang yang dilelang-tersebut kemungkakam dapat merugikan
peserta lelang lainnya. Pejabat Lelang, YanuarFtmwoko mengungkapkan
hal yang sama bahwa turut sertanya Pejabat Lelatuk unembeli barang
dalam pelelangan yang dipimpinnya akan dapat mieaagpeserta lelang
lainnya. Menurut pendapatnya dari sisi kepatutdmaga seorang Pejabat
Lelang, Pejabat Lelang tidak akan mampu menjalankergsinya yang
menurut peraturan tersebut adalah Pejabat Lelang ladependen. Hal lain
yang menjadi alasan utama hal bahwa Pejabat Leidak boleh turut serta

sebagai pembeli dalam lelang yang dipimpinnya ddedaena filosofi Pejabat
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Lelang adalah sebagai Hakim, Juri yang mengambputkesan untuk
menetapkan pembeli lelang dengan adil.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Gunardiunmependapatnya
pembelian barang bergerak oleh Pejabat Lelang alak merugikan Pembeli
lelang lainnya sepanjang pelaksanaanya dilakukaocarae transparan,
kompetitif, aman, maka terhadap hal tersebut tidédan ada masalah.
Siapapun yang menawar dengan harga tertinggi kerfemjadi pemenang
lelang. Sepanjang lelang tersebut dilaksanakarrae@nsparan dan terbuka
untuk umum, karena penentuan pemenang lelang agalawaran tertinggi

yang telah mencapai atau melampaui nilai limit.

Perbedaan ketentuan mengenai wewenang atau taldkepabat Lelang
untuk membelit barang bergerak Jsyang dilelang dihadapa, menurut
pendapat sebagiansPejabat, Lelang /KRKNIgJakartacjgbat Lelang dalam
kedudukannyawsebagai Pejabat Umum Sebaiknya diverbkewenangan
sebagai pembelirlelang. Hal"ini dimaksudkan “unteéngoptimalkan harga
dan kopetensinyang sehiat. Pada prinsipnya Lelaibgika untuk umum dan
diupayakanantuk mendapatkan,peserta yang " Sebdayalaknya guna
tercapainya harga yang-optimal s Untuk.itu, «dibark@&sempatan yang sama
pada Pejabat Lelang-untuk-membeli~barang-bergeanl dilelang di bawah
pimpinannya. Selain“kedudukannya “sebagal Pejabainmynadapula yang
berpendapat bahwa bahkan.dalam kedudukannya sepdbadi, Pejabat
Lelang hendaknya diberi kesempatan untuk menjathbeé lelang dalam
lelang yang dipimpinnya. Seyogyanya dapat ment@ting bergerak dalam
jumlah yang terbatas sepanjang untuk memenuhi kbbhohya dan bukan
untuk keperluan bisnis. Hal tersebut perlu diatebil lanjut dengan
mengsinkronisasikan aturan Pasal 1469 KUHPerd&adu Reglemerdan
Vendu Instructiedengan aturan pelaksananya, baik dalam bentukuPama
Menteri Keuangan, Peraturan Direktorat Jendral Ke&a Negara. Apabila

pembelian oleh Pejabat Lelang dalam kedudukannpagse pribadi agar
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menunjuk kuasa untuk melakukan penawaran, yang kiewajabat Lelang
dalam proses pembelian dalam lelang.

Sebagian pejabat di KPKNL Jakarta V berpendapatwvbasebaiknya
Pejabat Lelang tidak diberi kewenangan untuk membatang bergerak
dalam lelang yang dipimpinnya. Menurut Yanuar Edivibko Sementara
sebaiknya para Pejabat Lelang tidak diberi keweamangntuk menjadi
pembeli dalam lelang yang dilelang di hadapannyealsenelihat situasi saat
ini, hal tersebut untuk menghindari kecurigaan raeslyat yang saat ini masih
tinggi terhadap Korupsi yang dilakukan oleh Pejdbgabat Pemerintahan
dan dengan tidak diberikannya kewenangan terselturapkan dapat
meningkatkan kepercayaan® masyarakat terhadap ReateriSebab Pejabat
Lelang harus Independen.agar dapat melaksanakgsifya sebagai Pejabat
Lelang.

Problematikamyuridis antafdendu ReglemerdanVendu Instructieyang
memberikan kewenangan bagi Pejabat Lelang untukb@keimarang bergerak
pada lelanghyang dipimpinnya serta Peraturan®Melmfeuangan Nomor
93/PMK.06/2010 Tentang :Petunjuk Pelaksanaan”Eel®esgaturan Menteri
Keuangan Nomor 174/PMK«06/2010. lentang, Pejabat nigeldelas | dan
Peraturan Menterl. Keuangan Nomer.Ll/5/PMK.06/2010tdreg Pejabat
Lelang Kelas Il yang tidakememberikan, kewenangaseteut pada Pejabat
Lelang. Sebagaimana yang diuraikan dalam bab atiwia kedudukaWendu
ReglementianVendu Instructidebih tinggi dari Peraturan Menteri Keuangan,
sehingga berdasarkan hierarki peraturan Pejabaiangel mempunyai
kewenangan untuk membeli barang bergerak yangaddedi hadapannya.
Para Pejabat Lelang di KPKNL Jakarta V memberikandapat mengenai
masih relevan atau tidaknysendu ReglememtanVendu Instructiedijadikan
dasar hukum bagi pelaksanaan lelang di Indonesiataima berkaitan dengan
kewenangan Pejabat Lelang untuk membeli barangetstgdalam lelang
eksekusi dan non eksekusi di bawah pimpinannyaalkiepPKNL Jakarta V
berpendapaivendu Reglemerdan Vendu Instructiemasih relevan untuk
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dijadikan dasar hukum pelaksanaan lelang, namunestérga Vendu
ReglementanVendu Instructiedibuatkan aturan yang jelas dengan peraturan
Pemerintah, terutama untuk menegaskan bahwa Péjalbaig boleh membeli
barang bergerak khususnya kendaraan dan invekimier. Pendapat yang
berbeda dikemukakan oleh Pejabat Lelang KPKNL Jak& Mardanius
Subagyo dan Agus Rodani, menurut mer&endu Reglemerdan Vendu
Instructie sudah tidak relevan lagi sebagai dasar hukum gatelan lelang di
Indonesia, sebab jika dikaitkan dengan kewenangarg ydiberikan pada
Pejabat Lelang untuk membeli barang bergerak dalefang yang
dipimpinnya sebaiknyaVendu Reglementdan Vendu Instructie tidak
diberlakukan lagi untuk jmenghindaritkeeurigaan rasakat terhadap korupsi
yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan parnabBe Lelang di
KPKNL Jakarta V dipesolehiinformasi sebagai berikut

1. Terdapat perbedaan pendapat di antara PejabatgléladtPKNL Jakarta
V tentanguboleh atad tidaknyal Pejabat Lelangum@nizebng bergerak
dalam lelang eksekusindan.lelangenon eksekusi® yponpinnya, ada
yang menyatakan boleh.dan adapula‘pendapat yabhgdae menyatakan
tidak boleh;

2. Bahwa pembelian” barang bergerak, yang dilelang dipechya oleh
Pejabat Lelang tidak pernah-“dilakukan dalam praktakdi KPKNL
Jakarta V;

3. PeraturarVendu ReglememanVendu Instructianasih merupakan aturan
hukum yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan ledohgjam praktek,
besama-sama dengan aturan pelaksananya yang lbé&rbBataturan
Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Halun
Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomo
174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas | Earaturan Menteri
Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabatngeldelas I,
serta Peraturan Direktorat Jendral Kekayaan Negadamor
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PERO03/KN/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanadang, meskipun
ada perbedaan substansi antara aturan pokok dsan gpelaksananya

tersebut.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dataakteknya,
pembelian barang bergerak yang dilelang di hadaj@anteh Pejabat Lelang
tidak dilaksanakan, meskipun diperbolehkan olehdmgedUndang. Dari hasil
wawancara yang dilakukan oleh Pejabat Lelang tatsdapat disimpulkan
bahwa tidak dilaksanakannya Peraturan Lelagn@u Reglementfan
Instruksi Lelang {Yendu Instructipyang merupakan peraturan zaman kolonial

karena dapat menimbulkan:

1. Conflict of interest,
2. Kesadaran masyarakat dalam hal'keterbukaan sasrghir, dan

3. Korupsi.

Terkait idalam# Kewenangan Pejabat, Lelang untuk mémibarang
bergerak yang dilelang dihadapannya; jika dilihatiéegi profesi notaris,
Notaris adalah_Pejabat Umum yang berwenang untukbuat akta otentik
dan kewenangan yangglainnya sebagaimana yang dichadaam Undang-
Undang Jabatan Netaris (UUJN) «Nemor 30, Tahun 2064tang Jabatan
Notaris. Dalam "kewenanganfiya dalamwmembuat aktatilotdapat dilihat

dari:

Akta yang dibuatnya,
Untuk siapa akta itu dibuat,
Tempat kedudukan,
Waktu.

P wDbdp PR

Dapat dilihat untuk siapa akta itu dibuat, dalantekeuan UUJN pada
Pasal 52 yang berbunyi:

“Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta ukintdiri

sendiri/isteri/suami/atau orang lain yang mempunyaubungan
kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawmampun hubungan
darah dalam garis keturunan lurus ke bawah darkataatas tanpa
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pembatasan derajat ketiga, serta menjadi pihakcuiitusendiri, maupun

dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraaa’ku

Peraturan di atas menyatakan bahwa Notaris dalamjalaekan
jabatannya, dibatasi dengan peraturan di atas. Maklen tujuannya dari
ketentuan di atas bahwa dalam menjalankan tugasoigais harus bersikap
netral, tidak boleh berpihak, maka ketentuan irbudi untuk mencegah

terjadinya sikap memihak dan penyalahgunaan jabatan

Begitupun dengan Pejabat Lelang, seharusnya dalamatankan tugas
dalam jabatannya, Pejabat Lelang tidak boleh manblaeing bergerak yang

dilelang dihadapannya karena _dapat terjadi pengalzmn kewenangan.

Sebab, dalam me : i akta lotentiuk pemenang
lelang, berarti Re t Lelang ! inkyé sendiri. Hal ini
harus dihindg genangan dan sikap
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BAB 3
PENUTUP

3.1 Simpulan.

1. Problematika yuridis antara Vendu Reglement dan Vendu Instructie dan
aturan pelaksananya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang
Kelas | terkait dengan Pegabat Lelang Kelas | dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 175/PMK:06/2010. Tentang Pejabat Lelang Kelas 11
untuk membeli barang bergerak dalam |elang jeksekusi dan non eksekusi
yang dipimpinnya dapat “disimpulkan bahwa karena kedudukan Vendu
Reglement dan Vendu,_lnstructie lebift tingg dari pada Peraturan Menteri
Keuangan maka secarayuridis Pgéebat Lelang berwenang untuk membeli
barang \bergerak yang /dilelang 'di hadapannya ™ Tetapi dilihat dalam
praktek,, ternyata tidak ada Pgjabat lelang yang melakukan pembelian
barang bergerak yang dilelang di hadapannya. Dengan demikian ketentuan
Vendu Reglement (dan Vendu dnstructie tersebut kurang efektif. Pejabat
Lelang cenderungsmematuhi-Peraturan_Mentert Keuangan. Mengingat
hasil penelitian tersébut, Penulis berpendapat sebaiknya yang diubah
adalah Vendu Reglement dan Vendu Tnstructie, sebab kedua aturan tersebut
merupakan peraturan zaman Hindia Belanda. Peraturan mengena lelang
terutama mengenai Pegjabat Lelang sebaiknya diatur dalam Undang-
Undang yang telah disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan
zaman yang terjadi di bidang lelang di Indonesia sesuai dengan
kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sehingga peraturan tersebut
lebih mencerminkan rasa keadilan, masyarakat sehingga diharapkan
keberlakuannya pun akan lebih efektif.
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2. Pembelian barang bergerak olen Pegabat Lelang yang dilelang
dihadapannya, dalam prakteknya di KPKNL Jakarta V tidak pernah
dilakukan, mesikipun dimungkinkan oleh Vendu Reglement dan Vendu
Instructie yang kedudukannya lebih tinggi dari aturan pelaksananya yakni
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan  Lelang, Peraturan  Menteri  Keuangan ~ Nomor
174/PMK.06/2010 Tentang Pegjabat Lelang Kelas | dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas Il
yang melarang Pegjabat Lelang untuk membeli barang bergerak dalam
lelang yang dipimpinnya. Hal ini berarti dapat disimpulkan pula, bahwa
Pejabat Lelang KPKNLJekarta V dalamipel aksanaan lelang lebih condong
mempergunakan’ ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ».93/PMK:06/2010 Tentang ;/ Petunjuk Pelaksanaan
Lelang, Peraturan Menteri ‘K euangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang
Pejabat [yl elang 4Keas. | "dan Peraturan Mentert Keuangan Nomor
175/PMK"06/2010 Tentang Pgabat L elang Kelas 11

3.2 Saran

1. Sebaiknya segera’ iditetapkan Undang-Undang mengenai petunjuk
pelaksanaan lelanggyang..sesda dengan_kondisi yang masih ada masa
sekarang ini yaitu menggantikans\Vendu Reéglement dan Vendu Instructie
yang mempergunakan produk zaman Hindia Belanda dengan Undang-
Undang yang baru, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan
peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan lelang di  Indonesia
dan dapat menghilangkan konflik yuridis yang ada dalam peraturan
pelaksanalelang di Indonesia.

2. Pegabat lelang sebaiknya tidak diberikan kewenangan untuk membeli
barang bergerak dalam lelang yang dipimpinnya. Hal ini sesuai dengan
filosofi dari Pgabat Lelang yang bertindak sebagai Hakim, Juri yang
seyogyanya tidak terlibat dalam lelang yang dipimpinnya, untuk tidak
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mengurangi kesempatan kepada Negara untuk membeli barang melalui
lelang, maka di dalam Undang-Undang yang baru dalam ketentuan yang
mengatur mengenai pembeli lelang, sebaiknya disebutkan secara tegas
bahwa instansi pemerintah dapat menjadi pembeli lelang, terutama untuk
mewakili kepentingan Negara untuk mendapatkan barang-barang bergerak
yang berkualitas bagus dengan harga yang pantas dan dapat dipergunakan

untuk kepentingan umum.
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5234.

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. LN RI
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-ul.}
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. (Vendu Instructie Staatsblad 1908: 190 sebagai mana telah diubah dengan
Saatsblad 1930:85).
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PERATURAN LELANG
PERATURAN PENJUALAN DI MUKA UMUM DI INDONESIA
(Ordonansi 28 Pebruari 1908, S. 1908-189, berlaku sejak 1 April 1908)

(Dg. S. 1940-56 jo. S. 1941-3, pasal 1 Peraturan ini telah diganti dengan pasal 1, la, Ib.)

Pasal 1. Untuk penerapan peraturan ini dari peraturan pelaksanaan yang telah dan akan ditetapkan
berdasarkan peraturan ini, yang dimaksud dengan "peniualan umum" (openbare verkopingen) adalah
pelelangan atau peniualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga
yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada
orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau peniualan itu, atau
diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar barga, menyetujui harga yang
ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup. (Vendu-regl. Ib, 94.5.)

la. Tanpa mengurangi ketentuan alinea berikut dalam pasal ini, peniualan di muka umum tidak
boleh dilakukan selain di hadapan juru lelang.

Dengan peraturan pemerintah, penjualan umum dapat dilakukan tanpa carnpur tangan juru lelang.
(S. 1940-503; S. 1941-546.)

Barangsiapa berbuat bertentangan dengan ketentuan pasal ini, akan didenda sebanyak-banyaknya
sepuluh ribu gulden; tindak pidananya dipandang sebagai pelanggaran.

Bila perbuatan termaksud dalam alinea yang lalu dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan
pidana akan diaiukan dan hukuman akan dijatuhkan terhadap anggota-anggota pengurusnya yang ada
di Indonesia, atau jika anggota-anggota itu tidak ada, terhadap wakil-wakil badan hukum itu di Indonesia.

Ketentuan alinea yang lalu berlaku juga terhadap badan-badan hukum yang bertindak sebagai
pengurus atau sebagai wakil badan hukum lain.

1b. Cara menyelenggarakan pelelangan ditentukan oleh peniual. (Vendu- regl. 94.5.)
Mengenai barang-barang yang sudah dilelang tetapi belum acta penawaran harga yang disetujui,
peniual dapat meminta agar cara pelelangannya diubah.

2. (s.d.u. dg. S. 1917-262; S.1940-56jo. S. 1941-3.) Lelang yang diadakan oleh orang yang
dikuasakan oleh juru lelang, dianggap dilakukan oleh juru lelang sendiri.

3. (s.d.u. dg. S. 1940-56jo. S. 1941-3.) Juru lelang terbagiatas dua kelas.

Orang-orang dari golongan jabatan mana yang termasuk masing-masing kelas, hal itu ditetapkan
oleh pemerintah (Gubemur Jenderal).

Tempat kedudukan para juru lelang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Directeur van Financien),
dernikian pula tempat-tempat yang juga dianggap sebagai tempat kedudukan para juru lelang, sejauh
mengenai pelaksanaan daftar biaya termaksud dalam pasal 44 peraturan ini, Selanjutnya, harus
ditentukan pula termasuk golongan manakah para pejabat terrnaksud dalam alinea kedua di atas, yaitu
para juru lelang yang berkedudukan ditempat-tempat tersebut, di mana batas daerah masing-masing,
dan para pejabat manakah yang ditugaskan untuk mengawasi setiap daerah tersebut.

4. (s.d.u. dg. S. 1940-537 jo. S. 1941-3.) Kecuali dalam hal yang ditetapkan pada alinea berikut,
tagihan yang tirnbul dari penjualan yang dilakukan di hadapan juru lelang atas beban pembeli harus
dibayar kepada pemerintah, yang wajib membayar basil penjualan kepada penjual, dengan
memperhatikan ketentuan pasal 34.

Jika penjual mengadakan ketentuan di antara syarat-syarat penjualan, bahwa pembayaran oleh para
pembeli tidak akan dilakukan kepada pemerintah, maka pemerintah tidak wajib membayar hasil lelang
kepada penjual. (Vendu-regl. 19 dst., 21, 25, 31, 34, 42.)

5. Barangsiapa ingin mengadakan penjualan umum, wajib memberitahukan hal ini kepada juru
lelang, atau di tempat-tempat di mana ditempatkan pemegang buku, kepada pemegang buku, dengan
memberitahukan pada hari atau hari-hari apa penjualan hendak diadakannya.

Permohonan-permohonan untuk itu harus ditulis dalam suatu daftar, yang dapat dilihat oleh orang-
orang yang berkepentingan atas permintaan mereka.

Penjualan sedapat mungkin diadakan pada hari atau hari-hari yang diminta, dengan memperhatikan
peraturan-peraturan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai hal itu. Bila dalam suatu hari
permohonan yang diajukan lebih banyak daripada yang dapat dilaksanakan, maka perrnohonan-
perrnohonan untuk hari tersebut dilaksanakan menurut urutan waktu; peniualan eksekusi dan peniualan
perabot rumah tangga (inboedel) orang yang akan pindah mempunyai hak didahulukan, jika
perrnohonan untuk itu diajukan sekurang-kurangnya delapan hari sebelum hari yang dikehendaki.
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(s.d.u. dg. S. 1940-56 jo. S. 1941-3.) Urituk penjualan-penjualan selain penjualan harta kekayaan
dan penjualan yang diadakan berdasarkan alinea kelima pasal 9, tak seorang pun dapat memperoleh
lebih dari satu hari lelang atau penjualan dalam jangka waktu empat belas hari, jika karenanya penjualan
yang lainnya harus diundurkan.

Jika suatu penjualan tidak dapat dilaksanakan pada hari yang diminta, maka hal itu harus
diberitahukan secepat mungkin kepada pemohon.

(s.d.u. dg. S. 1935-453.) Semua persoalan yang tirnbul dalarn menerapkan pasal ini dan pada
umumnya pertanyaan mengenai penjualan manakah yang dipandang sebagai penjualan perabot rumah
tangga orang-orang yang akan pindah atau sebagai penjualan harta orang-orang yang meninggal,
diputuskan oleh pengawas kantor lelang negeri.

6. (s.d.u. dg. S. 1935-453.) Jika perlu, pengawas kantor lelang negeri boleh menentukan peniualan
barang-barang tidak bergerak, usaha-usaha pertanahan di atas tanah sewa, kapal yang isinya dua puluh
meter kubik atau lebih, dan efek (surat-surat berharga) pada suatu hari tertentu dalam satu rninggu.
(Vendu- regl. 204.)

Penjualan tidak boleh dilakukan pada hari Minggu dan hari besar.

7. Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan
penjualan umum di daerahnya.

8. (s.d.u. dg. S. 1910-467; S. 1912-583; S. 1935-453.) Pengawas kantor lelang negeri harus
menentukan peraturan umum mengenai jarn berapa penjualan harus dimulai, dan jarn berapa penjualan
dapat dihentikan oleh juru lelang.

Dari peraturan tersebut, atas permintaan dari pemohon dan dengan persetujuan pengawas kantor
lelang negeri, dapat diadakan penyimpangan mengenai jam mulainya penjualan.

Jika penjualan dilanjutkan atas permintaan penjual sesudah dapat dihentikan oleh juru lelang atau
kuasanya, maka mereka, sarna seperti dalam mengadakan lelang di waktu malam seperti yang disebut
dalam alinea berikut, dapat meminta bayaran tambahan kepada penjual untuk diri sendiri dan untuk
pegawai lelang bawahannya menurut tarif yang ditentukan oleh kepala pemerintah daerah (1), tanpa
mengurangi ketentuan alinea terakhir dalam pasal ini Juru lelang dapat menagih pembayaran di muka,
kecuali jika penjualnya adalah pemerintah. (Vendu-regl.44.)

Untuk barang-barang tersebut dalam pasal 6, buku-buku dan barang-barang kesenian atau ilmu lain,
serta harta kekayaan, pengawas kantor lelang negeri dapat mengizinkan lelang pada malam hari,
dengan pengertian, bahwa izin untuk itu dapat diberikan hanya jika hal itu tidak memberatkan juru lelang
dan bawahannya, berhubung dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan pada siang hari.

Pembayaran tambahan terrnaksud dalam pasal ini hanya diperhitungkan untuk penjualan lanjutan
dan lelang malam yang diadakan di luar tempat kedudukan juru lelang atau tempat kediamanannya.

9. Pengawas kantor lelang negeri harus menentukan tawaran paling rendah untuk pelelangan
dengan harga meningkat dan tawaran paling tinggi untuk pelelangan dengan harga menurun.

Dalam hal penjualan dengan memasukkan tawaran dalam sampul tertutup, juru lelang atau
kuasanya akan menentukan kapan harga penawaran harus dimasukkan kepadanya. Penawaran harga
ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin dan berisi nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat
tinggal orang yang memasukkan tawaran tertulis; harga yang ditawar dibulatkan dalam rupiah dan sen,
ditulis dengan huruf menurut kebiasaan dan ditandatangani oleh orang yang memasukkan tawaran.

Juru lelang atau kuasanya dapat menolak seseorang yang mengajukan lebih dari satu sampul
penawaran untuk pelelangan yang sarna.

(s.d.u. dg. S. 1940-56jo. S. 1941-3.) Jikajuru lelang atau kuasanya, sesuai dengan ketentuan alinea
kedua pasal b, mengganti cara pelelangan dengan yang lain, maka batallah penawaran yang sudah
diajukan mengenai barang-barang yang bersangkutan, tanpa mengurangi ketentuan alinea kelima dalam
pasal ini.

(s.d.t. dg. S. 1940-56jo. S. 1941-3.) Jika dalarn syarat-syarat suatu penjualan termaksud dalam
alinea pertama pasal 6 ditentukan bahwa pelelangan dengan penawaran menaik dalarn satu bulan
sesudah mulai akan diikuti oleh pelelangan dengan penawaran menurun, atau sebaliknya, maka
penawaran atau persetujuan yang sudah dilakukan, sejauh belum diberikan sebelumnya atau dihentikan,
tetap mengikat sampai selesai penjualan, asal urutan cara pelelangan dan saat pelelangan yang kedua
disebut dalam syarat-syarat penjualan itu.

Barangsiapa telah memasukkan tawaran tertulis, tidak dapat lagi menarik diri.

10. (s.d.u. dg. S. 1935-453.) Untuk penjualan umum, upah lelang dihitung menurut ketentuan
peraturan pemerintah. Di samping itu, diatur pula penjualan yang diminta tetapi tidak dilangsungkan
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pada hari yang telah ditetapkan untuk itu, dalam hal mana pembatalan yang tidak pada waktunya
menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi. (S. 1935-454.)

11-17. Dicabut dg. S. 1935-453.

18. (s.d.u. dg. S. 1934-27,511.) Dari orang-orang miskin hanya dipungut uang miskin.
(s.d.u. dg. S. 1940-56 jo. S. 1941-3.) Tanpa mengurangi ketentuan alinea keempat pasal ini, jumlah
uang rniskin untuk penjualan barang-barang tersebut dalam alinea pertama pasal 6 adalah empat
perseribu dari jumlah harga penjualan.

Untuk penjualan barang-barang bergerak lain daripada yang disebut dalam alinea kedua pasal ini,
jumlah uang miskin adalah tujuh perseribu dari jumlah harga penjualan.

Jika barang-barang termaksud dalam alinea kedua dijual dalam satu bagian dengan barang-barang
termaksud dalam alinea ketiga, maka untuk semuanya, uang miskin harus dibayar menurut ketentuan
alinea ketiga.

19. (s.d.u. dg. 8. 1934-27,511; S. 1935-453.) Upah lelang, sejauh tidak ditentukan lain oleh
peraturan pemerintah termaksud dalam pasal 10, dibayar oleh penjual. (Vide Regelen vendusalaris
pasal 1-4, 9, 10.)

Uang miskin dibayar oleh pembeli, kecuali jika diperjanjikan bahwa harga pembelian tidak akan
dibayar kepada pemerintah, dalam hal pengecualian ini uang miskin dibayar oleh penjual.

Jika atau sejauh upah lelang yang harus dibayar oleh penjual tidak dapat diperhitungkan dengan
cara yang ditentukan dalam pasal 34, upah lelang, sebagaimana juga uang miskin yang harus dibayar
oleh penjual, harus dibayar dalam delapan hari sesudah penjualan.

Jika tidak membayar dalam jangka waktu tersebut, penjual didenda seperti menurut ketentuan pasal
23. (Vide Surat Keputusan Menteri Keuangan Rl No. Kep. 476/MKII/7/1972 tanggal 3 Juli 1972, ayat (1).)

20. (s.d.u. dg. S. 1935-453.) Penjualan dilakukan sebagai berikut:

1. untuk barang-barang bergerak yang tidak disebut dalam pasal 6, yang tidak dijual dengan contoh,
atau atas permintaan pemerintah, atau dengan perjanjian, bahwa harga pembelian tidak dibayar
kepada pemerintah, penjualan dilakukan di tempat barang-barang itu berada, kecuali bila pengawas
kantor lelang negeri memutuskan lain;

2. untuk semua barang-barang lain, penjualan dilakukan di tempat yang diinginkan oleh penjual.
Rumah-rumah lelang pemerintah, dengan izin pengawas kantor lelang negeri, dapat digunakan untuk

mengadakan penjualan.

Penjualan dengan contoh tidak boleh diadakan tanpa seizin pengawas kantor lelang negeri. Dalam
penjualan seperti itu, contoh-contoh harus disegel dengan cap oleh kantor lelang, oleh penjual dan satu
atau dua di antara para pembeli, dan jika mereka yang disebut terakhlr menghendaki, contoh-contoh itu
dapat disimpan di kantor lelang sampat dilakukan penyerahan.

(s.d.u. dg. S. 1916-583; S. 1935-453.) Barang-barang termaksud dalam pasal 6, dengan
pengecualian efek-efek atas tunjuk, tak boleh dijual kecuali sesudah juru lelang yakin, bahwa penjual
memang berhak menjualnya. Bukti-bukti tentang hak menjual ini harus disampaikan kepada juru lelang,
dan sekurang- kurangnya tiga hari sebelum penjualan, harus diperlihatkan kepada peminat di kantor
lelang. (S. 1916-517.)

(s.d.u. dg. S. 1916-583.) Efek alas tunjuk harus diserahkan pada waktu pelelangan; penjualan batal
jika tidak dilakukan penyerahan pada waktu termaksud.

Ketentuan-ketentuan ketiga alinea yang lalu tidak berlaku jika diperjanjikan bahwa harga pembelian
tidak akan dibayarkan kepada pemerintah.

(s.d.t. dg. 8. 1912-583jo. 8.1913-248; s.d.u. dg. S. 1940-56jo. S. 1941-3.) Penjualan karena
keputusan hakim berdasarkan pasal 197 Reglemen Indonesia, atau pasal 208 Reglemen Acara Hukum
untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, mengenai barang-barang tidak bergerak yang disita, tidak dapat
dilakukan kecuali jika kepada jum lelang diberikan bukti-bukti pengumuman penjualan, sekurang-
kurangnya tiga hari sebelum hari penjualan, atau yakin dengan cara lain bahwa pengumuman telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan undang- undang. (Vendu-regl. 37 alinea | a nomor 3° dan alinea
kedelapan.)

21. Syarat-syarat penjualan ditentukan oleh penjual.

(s.d.u. dg. 8. 1935-453.) Perjanjian termaksud dalam alinea kedua pasal 4 hanya dapat dibuat dalam
penjualan barang-barang tersebut dalam pasal 6 dan penjualan barang-barang dagangan dari tangan
pertama seisin kayu. Perjanjian itu harus dibuat sedemikian rupa, sehingga sebelum penjualan, sudah
ada kepastian, apakah penjualan itu dilakukan menurut ketentuan alinea pertama atau alinea kedua
pasal 4.

Jika perjanjian tersebut tidak diadakan, maka berlaku ketentuan dua pasal berikut ini.
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Ketentuan alinea yang lalu tidak berlaku untuk penjualan barang-barang pemerintah.

22. (s.d.u. dg. S. 1910-257; S. 1935-453.) Kecuali dalam hal termaksud dalam alinea pertama pasal
28, para pembeli harus membayar harga pembelian dan biaya yang menjadi beban mereka dalam waktu
tiga bulan sesudah hari penjualan. Tetapi jika penjualan dilakukan dengan penangguhan pembayaran
selama sepuluh hari hal ini hanya dapat diperjanjikan oleh penjual dalam penjualan barang dagangan
dari tangan pertama seisin kayu atau dengan perjanjian pembayaran tunai, maka pembayaran harus
dilakukan dalam jangka waktu yang diperjanjikan atau pada waktu penjualan.

(s.d.t. dg. S. 1916-583.) Tanpa memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran
dalam alinea pertama pasal ini, tagihan pemerintah terhadap pembeli dengan segera dapat dituntut:

a. jika pembeli tidak membayar tunggakan dari satu utang lelang alan lebih pada teguran pertama yang
ditujukan untuk itu;
b. jika harta kekayaan atau barang-barang tidak bergerak kepunyaan pembeli dijual di muka umum,

entah karena kehendaknya sendiri, atau karena keputusan hakim. (Vendu-regl. 232.)

Dalam penjualan barang gadai, pengawas kantor lelang negeri yang bersangkutan harus
menentukan apakah akan dilakukan dengan pembayaran tunai atau tidak.

(s.d.u. dg. S. 1916-583; S. 1940-56jo. S. 1941-3.) Apa yang hams dibayar oleh penjual sendiri
sebagai pembeli barang-barang gadai, sedapat mungkin diperhitungkan dengan penghasilan yang
diterimanya.

(s.d.u. dg. S. 1935-453.) Jika penjualan dilakukan di depan juru lelang kelas Il atau di depan orang
yang dikuasakan olehnya, barang-barang yang tidak termasuk harta kekayaan orang yang
meninggalkan tempat atau meninggal dan tidak dijual untuk pemerintah, atas perintah pengadilan atau
atas perintah atau dengan izin halai harta peninggalan, harus dijual dengan pembayaran tunai, kecuali
bila pengawas kantor lelang negeri memberikan izin tertulis untuk memperjanjikan, bahwa penjualan
akan dilakukan dengan kredit.

Pemerintah (Gubernur Jenderal) dapat menentukan bahwa di daerah atau bagian-bagian daerah
tertentu penjualan barang-barang termaksud dalam alinea yang lalu harus dilakukan dengan
pembayaran tunai, tanpa membedakan di hadapan siapa dilakukan penjualan tersebut, kecuali jika di
sini pengawas kantor lelang negeri memberikan izin untuk memperjanjikan bahwa penjualan akan
dilakukan dengan kredit.

Izin tertulis seperti yang dimaksud dalam dua alinea yang lalu dan permintaan untuk itu bebas dari
meterai.

Pembayaran pada saat penjualan harus dilakukan kepada juru lelang atau kuasanya. Semua
pembayaran lain juga harus dilakukan kepada juru lelang, kecuali jika pegawai lain ditunjuk untuk
menerimanya.

23. (s.d.u. dg. S. 1929-491; S. 1930-354.) Jika tidak dilakukan pembayaran dalam jangka waktu
yang ditentukan, debitur yang bersangkutan akan didenda 2 % dari apa yang harus dibayarnya, dan bila
sesudah satu bulan utang itu belum juga dibayar, denda akan dinaikkan menjadi 5%.

(s.d.t. dg.8. 1916-583.) Dalam hal-hal termaksud pacta pasal 22 alinea kedua, denda mulai berlaku
sesudah lampau jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam alinea pertama pasal tersebut.

Denda tidak dihitung lagi sejak hari meninggalnya debitur, hila harts peninggalannya diterima
dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta kekayaan; juga denda tidak bertarnbah
selarna harta kekayaan debitur diurus oleh balai harta peninggalan.

24. Di atas hak istirnewa seperti dirnaksud dalarn pasall 139 nornor 3° Kitab Undang-undang
Hukurn Perdata, rnengenai tagihan terhadap para pernbeli, pernerintah rnernpunyai hak istirnewa atas
sernua barang bergerak dan tidak bergerak rnilik debitur dalarn urutan tingkatan sesudah utang-utang
yang dalarn pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukurn Perdata diberi hak istirnewa.

Hak istirnewa ini hapus setelah larnpau satu tahun sejak hari penjualan.

25. Kecuali dalarn hal penjualan yang disertai perjanjian, bahwa pernbayaran tidak akan dilakukan
kepada pernerintah, apakah pernbayaran secara kredit diizinkan atau tidak, itu diserahkan kepada
kebijaksanaan juru lelang. Dalarn pada itu, ia harus rnengurus pernbayaran kredit yang belurn lunas,
yang diizinkan olehjuru lelang sebelurnnya, dan jika di ternpat yang bersangkutan terdapat lebih dari
seorangjuru lelang, ia juga harus rnengurus pernbayaran kredit-kredit yang diizinkan oleh rekan-rekan
sekerjanya itu, seolah-olah kredit-kredit itu diizinkannya sendiri. Setiap juru lelang bertanggungjawab
atas pernbayaran secara kredit yang diizinkannya sendiri atau oleh kuasanya.

Pembayaran secara kredit, kecuali dalarn keadaan yang ditentukan dalarn pasal berikut, harus
ditolak :

1. untuk mereka yang bekerja tetap sebagai pernbeli barang-barang lelang;
2. untuk rnereka yang belurn rnembayar lunas utang lelangnya;
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3. untuk rnereka yang selarna dua belas bulan terakhir perlu diberi tindakan khusus supaya rnernbayar
utang lelangnya.
(s.d.t. dg. S. 1929-147.)Juru lelang tidak berwenang untuk rnengizinkan kredit bagi dirinya sendiri,
dan sejauh rnengenai pelelangan di kantor lelang kelas 1, bagi pegawai kantor tersebut.

26. Kepada mereka yang rnenurut pendapat juru lelang tidak rnenunjukkan jarninan yang cukup
untuk pelunasan utang, dan kepada orang-orang terrnaksud dalarn pasal 25 alinea kedua, izin kredit
biasa dapat diberikan jika juru lelang yakin bahwa rnereka akan rnernenuhi kewajiban rnereka.

Jarninan harus terdiri dari hipotek atas barang tidak bergerak, yang harganya tidak dibebani,
sedikitnya sepertiga lebih dari jurnlah kredit, atau jarninan satu orang atau lebih yang rnenurut pendapat
juru sita adalah orang yang terpandang, di luar orang-orang terrnaksud dalarn pasal 25. Setiap penjarnin
barus rnengikatkan diri secara perorangan dengan rnelepaskan hak istirnewa akan hasil penjualan, dan
jika lebih dari seorang rnenyatakan diri sebagai penjarnin, juga hak istirnewa akan pernbagian utang.
Penjarnin dapat ditentukan dengan akta khusus atau dengan lisan sewaktu penjualan dilakukan.

(s.d.u. dg. S. 1929-147.) Penjarninan dapat juga dilakukan dengan penyerahan buku tabungan pos
sebagai gadai, asal saja jurnlah tabungan tersebut paling tidak sarna besar dengan jurnlah kredit, atau
surat-surat berharga atas tunjuk oleh atau berdasarkan peraturan pernerintah, yang nilainya harus
rnelebihi jurnlah kredit sekian persen rnenurut ketentuan peraturan pernerintah tersebut. (Vendu-instr.
13b, 13c; S. 1930-84.)

(s.d.u. dg. S. 1929-147.)Penggadaian buku tabungan pos harus segera diberitahukan oleh juru
lelang kepada direktur tabungan pos.

27. Kepada siapa pun tidak akan diberikan kredit blangko yang lebih dari dua puluh lima gulden.
Barangsiapa rnenginginkan kredit yang lebih besar, barus rnelalui cara yang ditentukan dalarn pasal 26,
yaitu rnengadakan jarninan untuk seluruh kredit. Ketentuan dalarn kedua alinea di atas tidak berlaku
untuk penjualan hasil-hasil perusahaan pernerintah.

28. (s.d.u. dg. S. 1916-538.) Jika blangko kredit ditolak pacta seseorang yang kepadanya penjualan
diizinkan, ia harus rnernberikan jarninan sesuai dengan ketentuan pasal 26 atau rnernbayar pada waktu
penjualan. (Vendu-regl. 221.)

Jika hal itu tidak dipenuhinya, rnaka tidak boleh turut rnenawar untuk selanjutnya, dan yang telah
dilelangkan barns dilelang kernbali.

la bertanggung jawab terhadap penjual atas kekurangan, jika tawaran yang terjadi pacta pelelangan
yang kedua kurang dari tawaran pada pelelangan yang pertarna.

29. Yang dianggap sebagai penawar tertinggi dalarn penawaran tertulis adalah orang yang
rnernasukkan tawaran tertinggi yang diakui sah oleh juru lelang atau kuasanya, dan yang dianggap
dapat diberi kredit oleh juru lelang atau kuasanya itu, atau jika tidak rnenghendaki kredit, yang
rnernbayar secara tunai atau rnernberikan jarninan rnenurut ketentuan pasal 26.

30. Jika beberapa orang sarna-sarna rnernasukkan penawaran tertinggi atau sarna-sarna
rnenyetujui harga tertinggi, atau jika di antara tawaran-tawaran yang sah acta dua atau lebih yang sarna-
sarna rnerupakan tawaran tertingi, juru lelang atau kuasanya akan rnenentukan siapa penawar tertinggi.

31. Dalarn penjualan yang rnernuat perjanjian bahwa pernbayaran harga pernbelian tidak dilakukan
pada pernerintah, pernberian atau penolakan kredit, penilaian jarninan para pernbeli dan pengarnbilan
keputusan terrnaksud dalarn pasal.30, diserahkan kepada penjual.

32. (s.d.u. dg,.S. 1935-453; S. 1940-56j0. S. 1941-3.) Penjualan barang- barang terrnaksud dalarn
alinea pertarna pasal 6, dilakukan sejauh dengan syarat, bahwa pernbeli berhak rnenerangkan dengan
akta notaris, untuk siapa ia rnernbelinya. Keterangan sernacarn itu, agar dikuatkan oleh orang yang
untuknya dilakukan pernbelian, berakibat bahwa orang yang diberi keterangan itu dipandang sebagai
pernbeli, jika keterangan tersebut, dalarn tiga bulan sejak hari diberikan, diperlihatkan kepada dan
ditandatangani sebagai tanda diketahui oleh juru lelang, atau jika di kantor lelang acta pernegang buku,
kepada dan oleh pernegang buku itu; dan dalarn hat acta peliarnin, keterangan itu hanya berakibat
dernikian jika disetujui oleh penjarnin itu.

Pernbeli pertarna dan penjarninnya tetap bertanggung jawab atas harga pernbelian dan biaya-biaya.

33. (s.d.u. dg. S. 1918-187.) Jika tagihan pernerintah yang tirnbul dari penjualan urnurn belurn

dilunasi pada akhir tahun tirnbulnya tagihan, atau sejak dulu dianggap tidak dapat ditagih lagi, rnaka
penagihan dilakukan sebagai berikut:
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a. sejauh rnengenai tagihan terhadap pernbeli, kepada juru lelang yang di hadapannya atau di
daerahnya dilakukan penjualan, dan sejauh penagihan utang ditugaskan kepada pegawai-pegawai
lain, kepada rnereka hila rnereka lalai dalarn rnelakukan tugas itu;

b. sejauh rnengenai tagihan terhadap penjual, kepada orang atau orang-orang yang lalai rnelakukan
penagihan.

Besarnya ganti rugi untuk rnasing-rnasing ditentukan oleh pernerintah. Jika tagihan yang rnenjadi
beban pernbeli tirnbul dari penjualan yang dilakukan oleh juru lelang kelas Il, padanya dikenakan
penggantian, jika hanya ia sendiri yang tersangkut dalarn penagihan.

Dalarn hal-hal lain, soal apakah dan sarnpai jurnlah berapakah rnenurut pasal ini dikenakan
penggantian, tidak diputuskan kecuali sesudah para pegawai yang bersangkutan, para ahli warisnya
atau rnereka yang rnernperoleh hak, atau, jika ia tak hadir, para pengurus harta peninggalan, diberi
kesernpatan untuk rnenunjukkan, bahwa para pegawai terrnaksud tadi dalarn rnenagih utang-utang, dan
rnengenai juru lelang kelas 1 dalarn rnengizinkan kredit, telah bekerja sesuai dengan kewajibannya. (S.
1889-192.)

34. Kecuali jika diperjanjikan bahwa pernbayaran harga pernbelian tidak akan dilakukan kepada
pernerintah, untuk hasil penjualan, dengan rnemperhatikan ketentuan alinea keempat pasal ini, diberikan
suatu surat petul\iuk pembayaran pacta kas negara atau surat perintah membayar uang: (Vendu-regl.
193)

a. (s.d.u. dg. S. 1935-453.) sesudah lampau empat minggu sejak hari penjualan, untuk penjualan
dengan kredit sepuluh hari dan penjualan dengan pembayaran tunai;
b. sesudah larnpau empat bulan setelah hari penjualan, untuk yang lain-lainnya.

Surat petunjuk pembayaran pada kas negara atau surat perintah membayar yang diberikan kepada
dan atas nama orang yang berhak atau wakilnya yang sah dan pacta kas negara di daerah tempat
kedudukan juru lelang yang melaksanakan penjualan.

Pengganti surat petunjuk pembayaran pada kas negara atau surat perintah membayar uang, jika
diminta, diberikan kepada yang berhak atau wakilnya yang sah, selekas-lekasnya sesudah penjualan
dalarn bentuk surat petunjuk pembayaran pada kas negara atau surat perintah membayar uang satu
atau lebih akseptasi atas namanya atau atas tunjuk, semuanya sejumlah yang harus dibayar, dan dapat
dibayar di kas negara yang dituniuk di atas dalam empat minggu atau empat bulan sesudah hari
pernjualan, tergantung pada jenisnya, apakah termasuk yang diuraikan dalam hurufe a atau b dari alinea
pertama pasal ini.

(s.d.u. dg. S. 1916-583; S. 1940-56j0. S. 1941-3.) Surat peturliuk pembayaran pada kas negara,
surat perintah membayar uang dan akseptasi diberikan untuk jumlah hasil perliualan, sesudah dikurangi
upah lelang dan biaya lelang dalam perliualan barang-barang gadai yang dibebankan kepada perliual,
juga setelah dikurangi utang yang harus dibayar penjual sebagai pembeli barang.

(s.d.u. dg. S. 1925-421; S. 1932-210; S. 1934-175.) Surat peturliukpembayaran pada kas negara,
surat perintah membayar uang dan akseptasi diberikan berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1)
"Peraturan Pengurusan Administrasi" (S: 1933-381) oleh pejabat yang berwenang untuk menilai,
membereskan. dan menentukan dapat tidaknya dibayar tagihan-tagihan atas beban pemerintah.

35. (s.d.u. dg. S.1940-56jo. S. 1941-3.)Dari tiap-tiap perliualan umum yang dilakukan olehjuru lelang
atau kuasanya, selama pernjualan, untuk tiap-tiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita
acara tersendiri.

36. Dicabut dg. S. 1912-583.

37. Berita acara berisikan:
a. di bagian pokok:

1. tanggal dengan huruf;

2. nama kecil, nama dan tempat kedudukan juru lelang, serta nama kecil, nama dan tempat
kediaman kuasanyajika penjualan dilakukan di hadapan kuasanya itu;

3. nama kecil, nama, pekerjaan dan tempat kediaman orang yang meminta perliualan dilakukan;
jika ia tidak bertindak atas namanya sendiri, juga uraian tentang kedudukan di mana ia meminta
diadakan penjualan, danjika berdasarkan pasal 20 juru lelang harus yakin bahwa pernjual
berhak untuk menjual, juga pendapatnya tentang hal itu;

4. tempat penjualan;

5. keterangan umum tentang sifat barang yang dijual; tetapi dalam menurliukkan letak dan batas-
batas barang-barang tidak bergerak, harus diterangkan bukti hak milik menurut bunyi kata-
katanya, dengan menyebut hak pengabdian pekarangan yang ada di atasnya dan beban yang
diletakkan pada barang-barang tersebut;

6. syarat-syarat penjualan;
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b. dibagian batang tubuh;

1. uraian tentang barang yang dilelangkan;

2. nama dan pekerjaan tiap-tiap pembeli; juga tempat kediamannya, jika ia tidak berdiam di tempat
penjualan;

3. harga yang dikabulkan dengan angka;

4. harga yang dihentikan dengan angka;

5. (s.d.t: dg. S. 1940-56 jo. S. 1941-3.) dalam penjualan yang dilakukan menurut ketentuan alinea
kelima pasal 9, tawaran atau persetujuan harga yang tetap mengikat, juga dengan angka; nama
dan pekerjaan penawaratau orang yang menyetujui harga yang bersangkutan, serta tempat
kediamannyajika tidak berdiam di tempat penjualan;

c. pada bagian penutup:

1. jumlah barang lelang yang laku, dengan hurtle dan angka;

2. jumlah yang dikabulkan dan jumlah yang ditahan untuk itu, semuanya dengan huruf dan angka.

Jika berdasarkan pemberian kuasa pembelian dilakukan untuk orang lain, maka dalam berita acara
harus disebut, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa.

Jika pemberian kuasa itu dilakukan seeara lisan, maka hal itu harus disebut dalam berita aeara dan,
jika pemberi kuasa tidak membayar pacta waktunya, maka penerima kuasa bertanggung jawab seolah-
olah ia membeli untuk diri sendiri.

Jika pemberian kuasa dilakukan seeara tertulis, maka surat kuasa harus dilekatkan pada berita
acara, kecuali mengenai beberapa penjualan, surat-surat harus disimpan di kantor lelang. Jika surat
kuasa dibuat di hadapan notaris dengan minut, maka cukuplah hal itu disebut dalam berita acara.

Jika seseorang dengan lisan menjadi penjamin pembeli, maka hal itu harus disebut dalam berita
acara. Jika penjaminan dilakukan seeara tertulis, maka akta penjaminan harus dilekatkan pacta berita
aeara, kecuali mengenai beberapa penjualan, yang akta-aktanya harus disirnpan di kantor lelang.
Pelekatan termaksud dalam dUB alinea yang lalu harus disebut dalam berita acara.

Tiap-tiap pembayaran yang dilakukan pacta waktu perliualan yang tidak berdasarkan perjarnjian
pembayaran tunai, juga harus disebut dalam berita acara.

(s.d.t. dg. S. 1912-583.) Dalam penjualan eksekusi termaksud dalam alinea terakhir pasal 20, dalam
bagian pokok berita acara harus dicantumkan bahwa bukti-bukti pengumuman termaksud dalam
ketentuan itu telah diberitahukan pada waktunya kepada juru lelang, atau dengan jalan lain ia telah yakin
bahwa pengumuman itu telah diberikan.

(s.d.u. dg. S. 1940-56jo. S. 1941-3.) Pada permulaan penjualan, juga dalam melanjutkan penjualan
yang terhenti di pertengahan pelelangan, bagian pokok berita acara harus dibacakan dengan suara
keras oleh atau atas nama juru lelang kepada hadirin. Hal pembaeaan ini harus disebut dalam berita
acara.

38. (s.d.u. dg. S. 1912-583.) Setiap halaman berita aceara, kecuali halaman terakhir, harus disahkan
dengan tanda tangan oleh juru lelang atau kuasanya.

Berita acara tersebut ditandatangani oleh juru lelang atau kuasanya, dan oleh orang yang untuknya
permohonan penjualan itu diadakan; jika ia tidak ingin turut-serta menandatanganinya atau tidak hadir
pada waktu penutupan berita acara, maka hal itu harus dinyatakan dalam berita acara.

Pencantuman bahwa penjual tidak mau melakukan penandatanganan atau tidak hadir, berlaku
sebagai penandatanganan

39. Tidak diperbolehkan membuat perubahan atau tambahan dalam berita acara, kecuali pada
bagian margin (pinggir) atau, jika di situ tidak terdapat tempat kosong, langsung sebelum tempat tanda
tangan berita acara, dengan menunjuk halaman dan baris yang bersangkutan.

Tidak boleh diadakan peneoretan atas kata-kata, huruf-huruf atau angka-angka yang tertera dalam
berita acara, kecuali dengan garis tipis sedemikian rupa, sehingga apa yang tadinya tertulis di situ tetap
dapat dibaca. Banyaknya kata, huruf dan angka yang digaris, harus dicantumkan di bagian margin
halaman kertas.

Semua yang menurut pasal ini ditulis pada bagian margin berita acara, harus ditandatangani oleh
para penandatangan berita acara. (Vendu-regl. 40.)

40. (s.d.u. dg. S. 1912-583; S. 1917-262; S. 1940-56jo. S. 1941-3.) Juru lelang bertanggungjawab
atas semua kerugian yang timbul akibat tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan pasal 37, 38 dan 39
tersebut di atas.

41. Berita aeara disimpan oleh juru lelang atau penggantinya; di tempat terdapat lebih dari satujuru
lelang, berita aeara disimpan oleh pemegang buku pacta kantor lelang. Juru simpan wajib
memperlihatkan berita acara tersebut dengan mengirimkannya kepada pengawas kantor lelang negeri
atas permintaannya.
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Kepada penjual dapat diberikan suatu grosse dari berita acara dengan pembayaran yang sarna, di
atas bea meterai, jika diperjanjikan bahwa pembayaran harga pembelian tidak dilakukan kepada
pemerintah; jika perjanjian demikian tidak diadakan, maka grosse hanya boleh diberikan kepada
pemerintah.

42. (s.d.u. dg. S. 1916-583.) Setiap orang yang berkepentingan dapat menerima salinan atau
kutipan berita cara yang diotentikkan mengenai penjualan dengan pembayaran atas bea meterai
sebesar dua gulden lima puluh sen untuk setiap salinan atau kutipan. (Vendu-regl. 452.)

Untuk setiap pembelian tersendiri atau untuk pembelian-pembelian yang dilakukan oleh satu orang
yang sarna atau orang-orang yang diizinkan seeara bersama-sama dengan pembayaran yang sarna
untuk menyerahkan suatu kutipan berita aeara sebagai grosse. Kutipan demikian harus berisikan bagian
pokok dan penutup, termasuk pula bagian batang tubuh berita acara, akan tetapi hanya sejauh
pembelian yang bersangkutan.

Grosse harus memakai kata-kata "Derni keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa" pada
bagian kepalanya dan kata-kata "dikeluarkan untuk grosse pertama" pada bagian penutup, dan memuat
nama orang yang menerimanya.

Grosse yang diserahkan secara demikian, baik kepada pembeli dan penjaminnya, maupun kepada
orang yang menyatakan diri membeli untuk orang lain atas kekuatan pemberian kuasa secara lisan,
diberi kekuatan yang sarna seperti grosse akta hipotek dan grosse akta notaris, berisikan kewajiban
untuk melunasi sejumlah liang, dibuat di Indonesia, danpada bagian pokoknya dicantumkan kata-kata
"Derni keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa" . (Rv. 435 dst., 440; JR. 224; RBg. 258.)
Salinan, kutipan dan grosse diberikan oleh juru simpan berita acara.

Untuk salinan, kutipan dan grosse yang diberikan untuk kepentingan pemerintah, tidak dipungut
biaya apa pun juga.

43. Untuk duplikat suatu rekening atau kuitansi yang diberikan kepada orang yang berkepentingan
atas permintaannya, dipungut biaya dua puluh lima sen. (Vendu-regl. 452.)

44, (s.d.u. terakhirdg. S. 1935-453.) Untuk penjualan yang dilakukan di luar daerah tempat
kedudukan atau tempat tinggal kuasanya, juru lelang atau kuasanya dan pegawai bawahan kantor lelang
dapat memperhitungkan biaya perjalanan dan biaya penginapan kepada penjual menurut daftar biaya
untuk itu, yang ditentukan oleh kantor perjalanan negara.

Dari jumlah yang harus dibayar, juru lelang dapat menagih pembayaran dimuka, kecuali jika
penjualnya adalah pemerintah.

Untuk penerapan daftar biaya termaksud dalam pasal ini, pemerintah dapat menetapkan peraturan
khusus mengenai penjualan harta kekayaan.

45. (s.du. dg. S. 1919-450; S. 1929491 jo. S. 1930-354; S. 1935-453.)
Bagian mana dalam upah lelang termasuk santi rugi yang harus dibayar kepada juru lelang kelas Il
karena membatalkan penjualan tidak pada waktunya, itu ditentukan oleh pemerintah, juga dalam hal
tidak dibayamya bagian tersebut.

Pembayaran-pembayaran tersebut dalam pasal 42 dan 43, yang diterima oleh juru lelang termaksud
di atas, seluruhnya untuk juru lelang.

((s.d.t. dg. S. 1929-491jo. S. 1930-354; s.d.u. dg. S. 1940-56jo. S. 1941-3.) Juru lelang kelas I
menerima upah persepsi menurut persentase yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dari jumlah harga
pembelian, upah lelang dan uang miskin yang dibayar oleh debitur dan dibukukan.

(s.d.t. dg. S. 1929-491jo. S. 1930-354.) Pengurangan upah tidak boleh dilaku- kan berhubung
dengan tagihan termaksud dalam pasal 33.

(s.d.t. dg. S. 1929-491 jo. S. 1930-354.) Kepada juru lelang kelas Il, untuk pembayaran gaji pegawai-
pegawai yang diperlukannya, dapat diberikan pem- bayaran di muka, sejauh ditunjukkan pentingnya hal
itu, semuanya menurut peraturan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

46. (s.d.u. dg. S. 1917-262,558; S. 1918-187; S. 1940-56jo. S. 1941-3.) Sejauh tidak ditentukan
sebaliknya, ketentuan-ketentuan yang lalu dari peraturan ini tidak berlaku terhadap peliualan yang
dilakukan berdasarkan ketentuan alinea kedua pasal la tanpa perantaraan juru lelang.

(s.d.u. dg. S. 1935-453.) Sejauh mengenai perijualan hasil-hasil pemerintah, ketentuan-ketentuan
itu, tanpa mengurangi apa yang ditentukan berdasarkan atau dalam pasal 10, 21 alinea terakhir, dan 27,
hanya diterapkan sejauh sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku bagi peliuailm-penjualan tersebut.

Dalam hal penjualan kayu pemerintah, jika untuk pembayaran ditentukan jangka waktu yang lain dari
jangka waktu yang ditentukan dalam alinea pertama pasal 22, maka dalam penerapan pasal 33, kata-
kata "tahun timbulnya tagihan" yang terdapat dalam pasal tersebut terakhir, hams diganti dengan kata-
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kata "tahun, dalam tahun mana tagihan sudah harus dilunasi menurut syarat-syarat penjualan”
Alinea keempat dihapus berdasarkan S.1940-56jo. S. 1941-3.

47. Dicabut dg. S. 1918-187.
48. (s.d.u. dg. S. 1940-56 jo. S. 1941-3.) Pengertian "juru lelang" dalam peraturan ini mencakup juga
pemegang buku atau pembantu pemegang buku (ajung pemegang buku) yang ditugaskan oleh

pengawas kantor lelang negeri untuk melakukan penjualan umum.

49. (s.d.t. dg. S. 1916-583.) Peraturan ini dapat dinamakan "Peraturan Lelang" .
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INSTRUKSI LELANG
(Intructie voor de ambtenaren, belast met de toepassing van het reglement op de openbare
verkoopingen in Nederlandsch-Indie)
Oed. 28 Februari 1908 No.4, S. 1908-190, s.d.u. dg. S. 1908-537, S. 1910-258
dan 468, S. 1912-584, S. 1914-648, S. 1915-530, S. 1916-584, S. 1917-263
dan 559, S. 1919-448, S. 1925-426, S. 1929-148
dan 492, S. 1930-85, S. 1931-373jo0. 423 dan S. 1940-57.

PENGAWAS KANTOR LELANG NEGERI

Pasal 1. (s.d.u.dg. S. 1929-148.) Pengawas kantor lelang negeri adalah kepala langsung dari juru
lelang, pemegang buku dan kasir, dan memberikan kepada mereka perintah-perintah yang dipandang
perlu untuk kelancaran pekerjaan. la wajib mengusahakan agar ketentuan mengenai lelang, ditaati,
khususnya dalarn memberi kredit. la wajib mengawasi, agar ketentuan berita acara semua pelelangan
memenuhi syarat-syarat.

la wajib memberi perintah yang diperlukan agar perlawanan yang diberitahukan kepada kantor
lelang mengenai pembayaran uang pembelian (kooppenningen), surat keputusan yang memuat perintah
termaksud dalarn pasal 487 dan pasal 015 Reglemen Acara Perdata, atau perdamaian termaksud
dalam pasal- pasal 483, 547, dan 1011 reglemen tersebut, selekas mungkin disampaikan kepada juru
lelang yang bersangkutan.

la wajib menjaga dengan segala daya yang ada padanya agar tidak terjadi keterlambatan dalam
penagihan uang yang harus dibayar kepada kantor lelang.

2. (s.d.u.dg. S. 1940-57.) Jika ada permintaan untuk mengadakan lelang yang lebih daripada apa
yang dapat dilakukan oleh juru lelang, maka pengawas kantor lelang negeri akan menugaskan
pewegang buku dan pemegang-buku pembantu untuk melakukan lelang, sejauh pekerjaan pemegang
buku, pemegang buku pembantu dan kasir pembantu mengizinkan.

3.  (s.d.u. dg. S. 1925-426 dan S. 1940-57.) Pengawas kantor lelang negeri harus mengirimkan
surat yang diterirnanya berdasarkan pasal 16, setelah diperiksa dan diberi tanda tangan sebagai tanda
persetujuannya, dan surat-surat yang diterimanya berdasarkan pasal Pasal 21, 24, dan 40, kepada
pejabat ter maksud dalarn alinea terakhir pasal 34 Peraturan Lelang (Vendu-reglement).

4. Pengawas kantor lelang negeri yang bukan kepala daerah, segera setelah mengetahui adanya
ketidakberesan dalam pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada kepala daerah.

5. Pengawas kantor lelang negeri tidak akan memberikan izin untuk mengadakan lelang
berdasarkan contoh (monster), hila menurut pendapatnya penjual bermaksud menjual barang yang tidak
tersedia.

6. Pengawas kantor lelang negeri yang bukan kepala daerah, sebelum me- mangku jabatannya,
harus bersumpah di hadapan kepala daerah, "Saya ber- sumpah bahwa saya selaku pengawas kantor
lelang negeri akan melaksanakan kewajiban saya dengan saksama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
beserta saya".

JURU LELANG PADA UMUMNYA

7. (s.d.u.t. dg. S. 1908-537 dan S. 1919-448.) Yang termasuk juru lelang kelas I ialah:

1. pejabat pemerintah yang diangkat khusus untuk itu;

2. kepala kas negara yang ditugaskan untukmemegangjabatanjuru lelang sebagai jabatan tambahan.
Yang termasuk juru lelang kelas Il ialah:

1. pejabat negara, selain yang disebut dalam alinea pertama pasal ini, yang memegang jabatan yang
dirangkapkan dengan juru lelang;

2. orang-orang yang khusus diangkat untuk jabatan ini.

8. Juru lelang wajib mengurus daftar permintaan lelang termaksud pada pasal 5 Peraturan Lelang.
9. Juru lelang wajib menjaga ketertiban pelelangan, dan meminta bantuan kepala kepolisian
setempat hila perlu untuk itu. Demi ketertiban, pelelangan dapat dihentikan selama waktu yang

dianggapnya perlu. Bila digunakan wewenang ini, kepada orang-orang yang berkumpul, juru lelang akan
memberitahukan saat dimulai lagi pelelangan.
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10. Juru lelang boleh menjadi pembeli barang-barang bergerak yang dilelang di hadapannya.

11. Juru lelang wajib menyetorkan uang yang diterima dart penjualan barang pacta kas lelang
selama pelelangan berjalan, secepat-cepatnya setelah lelang selesai.

12. (s.d.t. dg. S. 1930-85.) la wajib mengurus buku-buku berikut:

daftar lelang menurut model A atau A-1 yang diperbarui;

daftar para debitur, untuk tiap lelang tersendiri, menurut model B atau B-1 yang diperbarui;

buku kas, menurut model C atau C-1 yang diperbarui;

daftar para debitur yang belum melunasi utang, satu per satu menurut model D atau D-1;

daftar jaminan seperti yang disebut dalam pasal26 Peraturan Lelang, sejauh hal itu diadakan
dengan akta khusus, menurut model yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Directeur van
Financien). Pada akhir triwulan, dalam buku kas diadakan rekapitulasi mengenai penerimaan
penerimaan dalamjangka waktu yang bersangkutan dengan penyetorannya ke kas negara dalam
triwulan tersebut.

agpwNE

13. la wajib menyimpan dengan teratur surat-surat resmi yang masuk dan minut surat-surat resmi
yang keluar, yang bersangkutan dengan tata usaha lelang, dan memberi nomor urut yang berlaku untuk
satu tahun pacta surat-surat keluar dan masuk. la wajib mengatur arsip sedemikian rupa sehingga
mudah dipergunakan.

13a. (s.d.t. dg. S. 1916-584.) Dalam lingkungan pekerjaan masing-masing, para juru lelang, atas
nama pemerintah sebagai wakil Indonesia, berwenang untuk menerima hipotek atas barang tak
bergerak sebagai jaminan bagi kredit yang diberikan pada pelelangan, turut dalam pembuatan akta
tentang hal itu, menandatanganinya dan melakukan hal-hal yang perlu.

Disamping itu dalam lingkungan pekerjaan masing-masing, para jurulelang atas nama pemerintah
sebagai wakil Indonesia, berwenang untuk memberikan consent untuk raya piutang yang diberikan
dalam pelelangan dengan jaminan hipotek atas barang tidak bergerak.

13b. (s.d.t.dg. S. 1930-85.) Dalam lingkungan pekeljaan masing-masing, para juru lelang, atas hama
pemerintah sebagai wakil Indonesia, berwenang untuk menerima barang gadai sebagaijaminan seperti
yang disebut dalam alinea ketiga pasal 26 Peraturan Lelang dan melakukan hal-hal yang perlu.

13c. (s.d.t. fig. S. 1930-85.) Mengenai penerimaan baranggadai sebagai jaminan termaksud dalam
alinea ketiga pasal 26 Peraturan Lelang, harus dibuat akta rangkap dua. Barang gadai yang diterima
sebagai jaminan harus diuraikan dalam akta itu sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin tertukar.

Satu eksemplar dari akta tersebut disimpan oleh juru lelang.

Kredit tidak akan diberikan sebelum akta termaksud dibuat dan barang-barang jaminan diterima,
sedangkan dalam pemberian barang gadai sebagai jaminan berupa buku tabungan dan surat-surat
deposito atas nama, sebelumnya harus telah diterima suatu surat pernyataan telah menerima
pemberitahuan, seperti yang dimaksud dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

14. Pemberian grosse pertama dart berita acara tentang pelelangan dicatat pada minut berita acara,
dengan menyebutkan, bila grosse adalah kutipan dari pembelian yang bersangkutan.

15. Pada bagian bawah berita acara setiap penjualan eksekusi, juru lelang yang melaksanakan
pelelangan harus mencatat apakah perlawanan termaksud dalam pasal berikut, yaitu terhadap
penyerahan uang pembelian, telah diberitahukan dengan resmi atau tidak dan bila telah diberitahukan,
dengan exploit mana pemberitahuan dilakukan.

16. Juru lelang wajib mengirimkan suatu petikan berita acara penjualan yang memuat kepala dan
penutup berita acara, termasuk jumlah-jumlah, untuk berapa dijual dan sampai berapa berhenti
penawaran, serta Catatan termaksud dalam pasal yang lalu, dengan formulir E atau E-1 yang diisi tanpa
surat pengantar kepada pengawas kantor lelang negeri; dalam kolom keterangan harus disebut apakah
akseptasi untuk rendemen bersih diminta atau tidak, dan hila diminta, sampaijumlah berapa; bila
mengenai alinea keempat pasal 34 Peraturan Lelang harus disebutkanjuga, berapa jumlah utang dart
penjual sebagai pembeli barang gadai. Juga harus disebut di mana mereka yang berkepentingan
hendak menerima akseptasi.

Pengiriman termaksud dalam alinea pertama pasal ini harus dilakukan sebagai berikut:

bila tidak ada perlawanan yang diberitahukan dengan resmi ke kantor lelang mengenai penyerahan
uang pembelian, dalam 24 jam setelah penjualan berakhir, sejauh penjualan ini dilakukan di hadapanjuru
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lelang sendiri, dan dalam 24 jam setelahjuru lelang menerima kabar tentang berakhirnya suatu penjulan,
sejauh penjualan tersebut dilakukan oleh seorang wakil juru lelang.

bila menurut ketentuan-ketentuan dalam Buku Kedua dan Keempat dart Reglemen Acara Perdata
perlawanan terhadap pembayaran uang pembelian diberitahukan dengan resmi pacta kantor lelang,
dalam 24 jam setelah diketahui oleh juru lelang, bahwa suatu perdamaian seperti yang dimaksud dalam
pasal- pasal 483, 547, dan 1011, reglemen tersebut telah terjadi, atau setelah perintah termaksud dalam
pasal 487 dan pasal 1015 reglemen tersebut diterima olehnya. Protes, surat yang menulijukkan adanya
perdamaian, dan surat perintahnya, dilekatkan pacta formulir E atau E-1.

17. Juru lelang wajib berusaha, agar perhitungan yang disusun menurut Model F dan F -l tentang
tagihan yang timbul dart penjualan disampaikan kepada para debitur secepat mungkin setelah pelijualan
berakhir, sedapat mungkindengan buku ekspedisi.

18. Tiap pembayaran seketika dicatat dalam buku kas, dalam daftar para debitur, dan dalam daftar
orang-orang yang belum melunasi utang; pembayaran termaksud dalam pasal 11, dapat dicatat dalam
buku kas mengenai tiap-tiap pembelian dalam satu.jumlah.

Untuk tiap-tiap pembayaran, juru lelang akan memberikan kuitansi, kecuali bila pembayar
menyatakan tidak menghendaki kuitansi. Bila utang hapus bukan karena pembayaran, hal ini dicatat
dalam daftar orang-orang yang belum melunasi utang.

19. Bila seorang debitur menunggak pembayaran, ia dipindahkan ke dalam daftar orang-orang yang
belum melunasi utang dan juru lelang akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menagih utang
tersebut. Bila harta seorang debitur diurus oleh balai harta peninggalan,maka juru lelang akan
mengajukan tagihan pacta waktunya, dengan permintaan untuk didahulukan sejauh hal itu
memungkinkan. Penagihan kekurangan pembayaran dicatat dalam daftar orang-orang yang belum
melunasi utang.

20. (s.d.u.t. fig. S. 1915-530 dan S. 1930-85.) Juru lelang menyimpan uang yang diterima dari buku
tabungan dan surat-surat berharga dalam brankas atau dalam kas atau dalam peti besi yang ditanam di
tanah atau tembok; hila juru lelang, dalam kedudukannya atau jabatannya yang lain, dapat
menggunakan kamar penyimpan uang, maka brankas atau peti besi itu ditempatkan dalam kamar
tersebut. Di bagian atas brankas atau peti itu harus dituliskan "uang lelang”, dan di dalamnya tidak boleh
disimpan uang atau kertas berharga apa pun selain yang diterima oleh juru lelang sebagai juru lelang.

Pada hari ke-I0 dan ke-20 dan hari terakhir tiap-tiap bulan, buku kas ditutup; jumlah penerimaan
dalam jangka waktu yang telah ditutup bukunya oleh juru lelang pada hari-buka-kas berikutnya, hila ia
tidak sekaligus meryadi penerima uang negara, harus disetor kepada penerima uang kas negara yang di
daerahnya terletak kantor lelang; bersama dengan itu ia harus melampirkan daftar setoran rangkap 3
yang disusun menurut model G atau G-1; satu eksemplar tinggal pada penerima uang negara, dua
eksemplar lainnya diberi tanda terima uang dan dikembalikan oleh penerima uang negara kepadajuru
lelang; satu eksemplar di- tinggalkan pacta kantor lelang, dan yang lainnya dilampirkan pacta
pertanggung- jawaban triwuianan.

Bilajuru lelang itujuga meryabat penerima uang negara, maka pada hari-hari yang disebut di atas ia
harus memindahkan jumlah penerimaan dalam jangka waktu yang telah lampau ke kas negara; jumlah
dari tiap-tiap macam penerimaan ditulis di bawah kepala (pembukuan), di mana penerimaan harns
dipertanggung- jawabkan.

21. (s.d.t. dg. S. 1930-85, S. 1940-57.) Pacta akhir tiap triwulan, daiamjangka waktu empat hari, juru
lelang wajib mengirimkan pertanggungjawaban rangkap dua mengenai triwulan yang teiah lewat, yang
disusun menurut model H atau H-1, kepada Menteri Keuangan tanpa surat pengantar melalui pengawas
kantor lelang negeri dan pejabat termaksud dalam alinea terakhir pasal 34 Peraturan Lelang.

Bersama dengan itu harus dilampirkan:

1. turunan daftar pelelangan (model A atau A-1) mengenai triwulan yang dipertanggungjawabkan itu;

2. daftar para debitur yang belum melunasi utangnya lebih dari 3 bulan, yang disusun menurut model J
atau J-1;

3. turunan daftar termaksud dalam pasal 12 alinea pertama nomor 50, sejauh mengenaijaminan-
jaminan yang masih beriaku, dengan menyebut jumlah uang yang masih harus dibayar bagi tiap
jaminan;

4. sejauh menyangkut juru lelang kelas dua, perincian triwulanan mengenai jumlah uang pembelian,
gaji leiang dan uang miskin, jumlah uang yang dibayarkan untuk mengurangi utang para debitur
yang terdapat pada folio 1 dari pertanggungjawaban, juga mengenai tahun-tahun sebelum tahun
yang sedang berjalan, yang menjadi dasar dari perincian yang digunakan juru lelang sebagai
penjelasan, dengan menyatakan apakah dalam jumlah uang yang dibukukannya dalam buku kas
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termasuk atau tidak uang yang telah diterima oleh juru lelang pendahulunya dari para debitur cq.
dengan menyebut jumlah-jumlah uangnya. Selain itu, pacta pertanggungjawaban mengenai triwulan
terakhir setiap tahun, dicantumkan suatu daftar pos-pos yang terbuka pada akhir Desember dari
tahun yang bersangkutan, secara terperinci mengenai sembiian buian pertama dan secara umum
mengenai tiga buian terakhir.

22. (s.d.u. dg. S. 1940-5.) Lembatan pertanggungjawaban yang dikirimkan kepadajuru lelang,
disimpan olehnya dalam arsipnya; teguran-teguran mengenai pertanggungjawaban pengawas kantor
lelang negeri dari penguasa termaksud dalam ayat terakhir pasal 34 Peraturan Lelang atau dari Menteri
Keuangan, harus dijawab secepatnya oleh juru lelang.

23. Dalam sepuluh hari setelah triwulari berakhir, kepada pejabat balik nhama barang-barang tidak
bergerak dan kapal-kapal, juru lelang wajib mengirimkan suatu keterangan mengenai barang-barang
tidak bergerak dan kapal-kapal yang telah dijual, dengan menyebut tanggal pelelangan dan hal-hal lain
yang berpengaruh dalam jangka waktu balik nama, mengenai peryual, pembeli, harga beli, dan
kewajiban keuangan lainnya yang dipikul oleh pembeli.

24. (s.d.u. Itg. S. 1930-85 dan S. 1940-57.) Dalam haljuru lelang mengundurkan diri, meninggal
dunia, sakit, hilang, cuti atau diganti untuk sementara waktu, berita acara serah terima kepada
pengantinya atau pengganti sementara harus dibuat rangkap empat menurut model K, satu eksemplar
untukjuru lelang yang mengundurkan diri dan satu eksempiar untuk juru lelang penggantinya; pengganti
wajib mengirimkan satu eksemplar kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan satu eksemplar melalui
pengawas kantor lelang negeri kepada Menteri Keuangan.

Pada tiap eksempiar berita acara harus dilampirkan satu daftar yang berisi tiap-tiap tagihan secara
tersendiri, juga suatu daftar terinci yang ditandatangani oleh kedua juru lelang dan komisi dan dibuat
berdasarkan daftar termaksud dalam pasall2 alinea pertama nomor 50 mengenai apa-apa yang masih
acta pacta saat serah terima, yakni akta-akta dan surat-surat dengan jaminan-jaminan yang masih
berlaku, buku tabungan dan surat-surat berharga lain yang digadaikan dan masih berlaku, dengan
menuryukkan bukti-bukti bunga yang acta mengenai surat-surat berharga tersebut.

Bila serah-terima itu mengenai kantor lelang kelas Il, pacta ketiga eksemplar berita acara yang
dibuat menurut model K -1, juga dilampirkan suatu perincian yang ditandatangani oleh kedua juru lelang
dan komisi, yang mencantumkan (sendiri-sendiri untuk tiap triwulan timbulnya suatu tagihan yang
bersangkutan dengan jumlah-jumlah yang dibayar) berapajumlah uang pembelian, upah lelang dan uang
miskin yang terdapat dalam jumlah yang disetorkan dalam triwuian terjadinya serah terima, dan
dalamjumlah penerimaan setelah penyetoran pacta kas negara, sekedar mengenai satu triwulan atau
lebih, yang mendahului triwulan terjadinya serah terima, belum diajukan pertanggungjawaban. Pada
perincian itu, yaitu untuk setiap triwulan tersendiri, ditujukan juga jumlah- jumlah gaji lelang dan uang
miskin yang termasuk dalam tiap folio | dari pertanggungjawaban yang diajukan mengenai triwulan-
triwulan sebelumnya atau pertanggungjawaban mengenai triwulan itu, dikurangkan dari jumlah yang
timbul dari debet.

Berdasarkan perincian itu, oleh juru lelang yang mengundurkan diri harus diberikan suatu
keterangan yang ditandatangani, yang menyatakan ada tidaknya uang yang diterimanya dari para
debitur tetapi belum dibukukan dalam buku kas lelang, Serta ada tidaknya uang demikian yang
diterimanya dari juru lelang yang digantikannya dan dibukukan seakan-akan diterima olehnya sendiri
dengan menyebutkan jumlah uangnya.

25. Juru lelang, sebelum memangku jabatannya, wajib bersumpah di depan kepala pemerintah
daerah sebagai berikut:

"Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagaijuru lelang dengan
saksama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa beserta saya".

Sumpah ini diangkat di depan kepala pemerintah setempat, bila hal ini - untuk tiap keadaan
ditentukan tersendiri - dikuasakan padanya oleh kepala pemerintah daerah.

JURU LELANG KELAS |

26. Selain buku-buku tersebut dalam pasal 12, juru lelang wajib membuat daftar mengenai
pembayaran seperti dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 Peraturan Lelang menurut model O.

27. Juru lelang adalah kepala langsung dari juru tulis lelang, dari penyeru lelang, dan hila di kantor
lelang tidak ada pemegang buku tersendiri, dari pegawai lain di kantor lelang.

TTinjauan yuridis..., Desintha Putri, FHUI, 20121



28. Juru lelang dapat menyuruh menagih utang yang belum dibayar oleh seorang tukang lelang,
tetapi wajib membayar biaya penagihan bila itu tidak dapat dibebankan kepada debitur dan ternyata
bahwa juru lelang dapat mengetahui hal itu sebelumnya.

29. Juru lelangtidak berwenang memberi kuasa kepada orang lain untuk mengadakan pelelangan.

30. Dalam penerimaan yang dibukukan dalam buku kas menurut pasal 18 dan disetor di kas negara
menurut pasal 20, sudah termasuk denda karena pembayaran terlambat dan pembayaran termaksud
dalam pasal 42 dan pasal 43 Peraturan Lelang.

Pembayaran tersebut terakhir dibukukan dalam buku kas pada hari terakhir tiap bulan sebagai satu
jumlah.

31. (s.d.t. dg. S. 1916-584 dan S. 1930-85.) Terhadap juru lelang di kantor lelang yang mempunyai
pemegang buku yang khusus, tidak berlaku ketentuan pasal-pasal 8, 12, 13, 13a alinea kedua, 13c
alinea ketiga, 14-23, 26, 28, dan 30; pada penggantian juru lelang tidak perlu dibuat berita acara
termaksud dalam pasal24. Juru lelang berhak melihat semua daftar dan surat dari arsip kantor segera
setelah selesai lelang, ia wajib menyampaikan berita acara yang dibuat kepada pemegang buku.

JURU LELANG KELAS II

32. (s.d.u.t. dg. S. 1910-468, S. 1914-684, S. 1917-263 dan 599, dan terakhir dg. S. 1940-57.) Di
dalam daerahnya di luar tempat kedudukannya, juru lelang, atas biayanya dan tanggung jawabnya,
boleh mengadakan pelelangan yang diwakilkan kepada orang yang diberi kuasa dengan persetujuan
pengawas kantor lelang negeri.

33. Juru lelang mengangkat pegawai yang diperlukan, menggaji dan memberhentikannya.

34. (s.d.u.t. dg. S. 1929-492.) Dalan penerimaan yang menurut pasall8 dibukukan dalam buku kas
dan menurut pasal 20 disetor ke kas negara, juga ter. masuk denda karena pembayaran terlambat.

Pembayaran termaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 Peraturan Lelang tidak boleh.dibukukan dalam
buku kas dan tidak boleh disetor ke kas negara.

Kepala Pemerintahan Daerah dapat mengizinkan, bahwa penyetoran pacta kas negara oleh juru
lelang, yang di tempat kedudukannya tidak acta kas negara, dilakukan dalam jangka waktu antara yang
lebih paryang daripada yang ditunjuk dalam pasal 20.

35. Dalam penagihan utang lelang, juru lelang yang masih dalam jabatannya pacta waktu
penagihan, bertindak atas nama pemerintah.

Bila penagihan, sejauh tidak dapat dibebankan kepada debitur, dibebankan kepada juru lelang, dan
bila pelelangan dilaksanakan oleh orang lain daripada orang yang melakukan penagihan dibebankan
kepada kedua orang itu, masing- masing separuh.

Bila lelang dilakukan oleh juru leiang lain daripada juru lelang yangmenagih utang, maka atas
pemintaan dan untukkepentinganjuru lelang tersebut terakhir, bagian yang telah dibayarnya lebih dahulu
untukjuru lelang sebelumnya harus dikurangkan dari jumlah yang akan diterima oleh juru lelang
sebelumnya itu, yang terdapat pada kas negara, berupa gaji lelang dan santi rugi atas pelelangan yang
diminta tetapi tidak jadi dilangsungkan.

36. Bila menurut pendapatnya kepentingan negara memerlukan,. kepala Pemerintah Daerah dapat
menagih utang lelang atas nama pemerintah.

Biaya penagihan, sejauh tidak dapat dibebankan kepada debitur, dibebankan kepada juru lelang
atau kepada para juru leiang yang harus melakukan penagihan atas biaya sendiri berdasarkan asas
pasal yang lalu. Untuk menuntut biaya penagihan, kepala daerah dapat menggunakan bagian upah
lelang yang ada pada kas negara dan santi rugi karena pelelangan dimohon tetapi tidakjadi dilaksana-
kan, yang akan diterima oleh juru lelang atau para juru lelang.

37. Semua buku tata usaha harus diserahkan oleh juru lelang pacta akhir jabatannya kepada
penggantinya.

38. Juru lelang harus mengadakan tata usaha tersendiri mengenai lelang, yang dilakukan selama
pengurusannya, dan yang dilakukan olehjuru lelang sebelumnya; mengenai tiap tata usaha, ia harus
membuat suatu pertanggungjawaban triwulan

Mengenai tata usaha yang dilakukanharus diadakan perhitungan triwulanan menurut model P.
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39. (s.d.t. dg. S. 1910-258jo.S.K. Menteri Keuangan No. 10012 L tanggal 22 Mei 1951.) Juru lelang,
selain menikmati apa yang ditentukan dalam alinea kedua pasal ini dan upah lelang dari lelang yang
dilakukan selama dalam pengurusannya, juga mendapatganti rugi mengenai lelang yang dimohon untuk
dilaksanakan, tetapi tidak jadi dilaksanakan, sebanyak tiga perlimanya.

Dalam hal tagihan yang timbul dari pelelangan dan diterima oleh juru lelang lain daripada yang
melakukan lelang, kecuali yang dimaksud pada alinea keempat, keduanya menikmati upah lelang yang
terdapat dalam jumlah yang diterima masing-masing tiga persepuluh.

Ketentuan-ketentuan alinea di atas tidak berlaku:

a. mengenai upah leiang yang terdapat dalam tagihan .yang uangnya telah disetor ke kas negara dan
dibukukan dalam buku kas lelang olehjuru lelang lain daripada juru lelang yang menerimanya dari
debitur, dengan pengertian bahwa bila juru lelang yang menerima uang dan yang membukukan itu
lain daripada juru lelang yang melakukan lelang, maka juru lelang tersebut terakhir ini menerima tiga
persepuluh dari upah lelang termaksud;

b. mengenai upah leiang yang terdapat dalam tagihan yang timbul dari pemberi- an kredit yang
bertentangan dengan ketentuan alinea keempat dan kelima pasal 22 Peraturan Lelang di Indonesia,
sejauh mengenai bagian dari gaji juru lelang yang melakukan pelelangan.

Kepala-kepala kantor lelang kelas Il yang diangkat dalam daerah yang ditetapkan menurut
keputusan Menteri Keuangan berhak menerima upah lelang 2/5 darijumlah bea lelang dari lelang-lelang
yang telah diadakannya, dan dari santi rugi pembatalan permintaan leiang, yang diterimanya mengenai
tata usahanya.

40. (s.d.u. dg. S. 1912-584.) Tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam alinea ketiga pasal 35
dan alinea kedua pasal36, kepadajuru lelang atau bekas juru lelang harus diberikan bagiannya dalam
upah lelang dari pelelangan yang diadakan dalam satu triwulan dan dalam santi rugi dari pelelangan
yang dimohon dalam triwulan itu tetapi tidak jadi dilakukan pacta permulaan triwulan kedua yang berikut.

Bila dari pelelangan atau pelelangan sebelumnya dilakukan olehnya masih ada utang lelang yang
bifum dilunasi, maka jumlah yang diberikan harus dikurangi dengan utang yang belum terbayar.
Tergantung pacta pelunasan utang lelang, jumlah yang ditahan akan dibayarkan pacta permulaan
triwulan setelah utang dilunasi.

Dalam hal termaksud pada alinea kedua yang lalli, bayaran kepada bekas juru lelang dan
penggantinya diberikan menurut jumlah bagiannya.

(s.d.u. dg. S. 1929-492.) Upah persepsi termasud dalampasal 45 Peraturan Lelang, dibayar kepada
yang berkepentingan secepat mungkin setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

PEMEGANG BUKU
41. Pemegang buku adalah kepala langsung para pegawai yang khusus diperbantukan kepadanya.

42. (s.d.u.t. dg. S. 1916-584 dan S. 1930-85.) Bagi pemegang buku bei-laku ketentuan-ketentuan
pasal-pasal 8, 12 alinea pertama nomor-nomor 1 ° 2 54°dan 5° pasal I3, 13a alinea kedua, 13c alinea
ketiga, 14, 15, 16, 17, 19, 21 alinea kedua dan ketiga, 23, 26, dan 28.

Selain membuat daftar-daftar tersebut dalam pasall2, ia hams mengadakan suatu rekening koran
dengan semua debitur kantor, dengan maksud agar ia dapat memberitahukan kepada para juru lelang,
bila diperlukan,berapa kredit yang diberikan kepada masing-masing pada saat tertentu. la wajib
memberitahukan kepada para juru lelang siapa-siapa yang diberi kredit melebihi seperdua dari
maksimum yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Lelang.

43. (s.d.u. dg. S.1940-57.) Pemegangbuku dan ajung pemegangbuku (pembantu pemegang buku)
mempunyai wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab terhadap pelelangan yang dilakukannya sarna
seperti juru lelang.

44. Pemegang buku bertugas mengurus keperluan lokal dan biro.

45. Kepada para juru lelang ia wajib memberi keterangan-keterangan, bila diperlukan, mengenai
pengurusan kantor.

(s.d.t. dg. S. 1929-492.) Persentase termaksud dalam alinea ketiga pasal 45 Peraturan Lelang
adaiah 0,5%.

46. (s.d.u. dg. S. 1940-57;) Pemegang buku wajib menaati ketentuan-ketentuan pasal-pasal 12
alinea pertama nomor 3918,20,21 alinea pertama, 22, 24, dan 30.

47. Dihapus dengan S. 1940-57.

TTinjauan yuridis..., Desintha Putri, FHUI, 20121



48. (s.d.u. dg. S. 1940-57.) Pemegang buku, juga ajung pemegang buku, sebelurn memangku
jabatan, harus bersumpah di depan kepala Pemerintah Daerah di tempat tugas masing-masing sbb.:
"Saya bersumpah akan menjalankan kewajiban sebagai pemegang buku (pembantu pemegang buku)
dengan saksama, semoga Tuhan Yang Maha Esa beserta saya”.

49, 50, 51, 52 (Tentang kasir; dihapus dengan S. 1940-57.)

CAMPUR TANGAN PEJABAT TERMAKSUD DALAM ALINEA PENUTUP PASAL 34
PERATURAN LELANG (s.d.u. dg. S. 1940-57.)

53. (s.d.u. dg. S. 1940-57.) Surat-surat termaksud dalam pasal 21 dan pasal 24 dikirimkan kepada
Menteri Keuangan oleh pejabat termaksud dalam alinea penutup pasal 34 Peraturan Lelang setelah
digunakan seperlunya; demikian pula pertanggungjawaban triwulanan setelah diisi dengan utang-utang
yang bersangkutan dengan tata usaha lelang.

Pada pertanggungjawaban mengenai triwulan terakhir dari tiap tahun, harus dilampirkannya daftar
utang-utang dari tata usaha lelang, yang terbuka pada akhir Desember.

54. (s.d.u. dg. S. 1940-57.) Selekasnya setelah menerima kutipan berita acara suatu pelelangan
bersama dengan formulir E atau E-I termaksud dalam pasal 16, pejabat termaksud dalam pasal 34
Peraturan Lelang harus membuat akseptasi yang diperlukan dan menyerahkannya kepada orang yang
berkepentingan dengan perantaraanjuru lelang atau pemegang buku, hila ada yang bertugas di situ,
atau penguasa setempat di tempat orang yang berkepentingan ingin menerimanya.

Bila tidak dikeluarkan akseptasi, maka setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam alinea
pertama pasal 34 Peraturan Lelang, kepada yang berhak atau wakilnya yang sah atas permintaannya,
harus diberikan mandat termaksud dalam alinea tersebut.

Pada kepala akseptasi harus ditulis "AKSEPTASI LELANG" dengan huruf yang mencolok. Pada
duplikat akseptasi atau mandat harus dilekatkan kutipan berita acara lelang.

55. (s.d.u. dg. S. 1940-57.) Pejabat termaksud dalam pasal 34 Peraturan Lelang wajib
mengumpulkan formulir E dan E-1 yang dikirimkan kepadanya; di atasnya ia hams mencatat akseptasi-
akseptasi mana yang dikeluarkan olehnya; rendemen yang atasnya tidak dikeluarkan akseptasi,
dinyatakan dapat dibayar.

56. la wajib mengadakan:

1. untuk tata usaha lelang, masing-masing suatu daftar rendemen menurut model L;

2. untuk juru lelang kelas Il, masing-masing suatu perhitungan triwulanan mengenai upah yang
terutang kepada juru lelang menurut model M; meng~nai upah penggantinya tidak perlu diadakan
perhitungan tersendiri;

3. untuk tiap kantor lelang kelas Il di mana ia bukan sebagai pengawas kantor lelang negeri,
perhitungan triwulan yang disusun menurut model P.

57. (s.d.u.t. dg. S. 1929-492 daD S. 1940-57.) Setelah berakhir suatu triwulan, pejabat termaksud
dalam pasal 34 Peraturan Lelang, wajib menyerahkan:

1. atas beban rekening pihak ketiga (rekening dengan parajuru lelang), suatu mandat atas nama
masing-masing juru lelang yang bersangkutan untuk jumlah yang dibayarkan seperti dimaksud
dalam pasal 40, kecuali upah persepsi;

2. atas beban rekening pihak ketiga (dana lelang), suatu mandat atas nama penerima uang negara
yang bersangkutan, untuk rendemen mumi yang dapat ditagih menurut pasal 34 Peraturan Lelang
atas rekening negara, dengan diterima kembali di bawah kepala, di mana rendemen itu seharusnya
dipertanggungjawabkan;

3. atas beban pasal anggaran belanja negara yang bersangkutan, suatu mandat atas nama tiap juru
lelang yang bersangkutan, untuk pembayaran upah persepsi termaksud dalam pasal 45 Peraturan
Lelang.

58. Dihapus dg. S. 1940-57.
INSPEKTUR DAN PEMBANTU INSPEKTUR KEUANGAN

59. Di bawah pengawasan inspektur dan pembantu inspektur keuangan termasuk juga pengawasan
atas daftar dan rekening-rekening termaksud dalam pasal 56.
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KETENTUAN PENUTUP

60. (s.d.t. dg. S. 1916-584.) Instruksi ini mulai berlaku bersama dengan Ordonansi 28 Februari 1908
(S. 1908-189) dan dapat disebut "Instruksi Lelang".

61. Dihapus dg. S. 1940-57.

62. Dihapus dg. S. 1940-57.
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Menimbang

Mengingat

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 93 /PMK.06/2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, serta

mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif,
transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum,
dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan
mengenai lelang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28

Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3687);

. Instruksi  Lelang (Vendu  Instructie, ~ Staatsblad 1908:190

sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir
dengan Staatsblad 1930:85);

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

10.

11.

Indonesia Nomor 4313);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 22 Tahun 2007;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara;

Keputusan Presiden Nomor 84 /P Tahun 2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada
Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan
atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUN]JUK
PELAKSANAAN LELANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
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10.

11

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum
dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang
semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga
tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual secara
lelang.

Pengumuman Lelang adalah  pemberitahuan kepada
masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk
menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak
yang berkepentingan.

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan
putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang
dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan.

Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan
penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan
diharuskan dijual secara lelang.

Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik
swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang
secara sukarela.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut
DJKN, adalah wunit Eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang
selanjutnya disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal
Kekayaan Negara.

.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, vyang

selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Kantor Pejabat Lelang Kelas II adalah kantor swasta tempat
kedudukan Pejabat Lelang Kelas II.

Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk
Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk
melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.

Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk
melaksanakan penjualan barang secara lelang.

Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan
Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang
Noneksekusi Sukarela.

Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang
berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu
Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang
dalam suatu pelaksanaan lelang.

Pengawas Lelang (Superintenden) adalah pejabat yang diberi
kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
kepada Pejabat Lelang.

Penjual adalah orang, badan hukum/usaha atau instansi yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian
berwenang untuk menjual barang secara lelang.

Pemilik Barang adalah orang atau badan hukum/usaha yang
memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.

Peserta Lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha
yang telah memenubhi syarat untuk mengikuti lelang.

Pembeli adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang
mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai
pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

Legalitas formal subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi
dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh
pemohon lelang/Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada
perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara
pemohon lelang/Penjual (subjek lelang) dengan barang yang
akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan Pejabat
Lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan
objek lelang dapat dilelang.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Lelang Ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk
mengulang lelang yang tidak ada peminat, lelang yang ditahan
atau lelang yang Pembelinya wanprestasi.

Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah uang yang disetor
kepada Kantor Lelang/Balai Lelang atau Pejabat Lelang oleh
calon Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat
menjadi Peserta Lelang.

Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang
dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang.

Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan
oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang
lelang oleh Pejabat Lelang.

Pokok Lelang adalah Harga Lelang yang belum termasuk Bea
Lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan
penawaran harga secara ekslusif atau Harga Lelang dikurangi
Bea Lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan
penawaran harga secara inklusif.

Hasil Bersih Lelang adalah Pokok Lelang dikurangi Bea Lelang
Penjual dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PPh Final)
dalam lelang dengan penawaran harga lelang ekslusif, dalam
lelang dengan penawaran harga inklusif dikurangi Bea Lelang
Pembeli.

Kewajiban Pembayaran Lelang adalah harga yang harus
dibayar oleh Pembeli dalam pelaksanaan lelang yang meliputi
Pokok Lelang dan Bea Lelang Pembeli.

Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, dikenakan kepada Penjual dan/atau Pembeli atas
setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak.

Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang
dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Minuta Risalah Lelang adalah Asli Risalah Lelang berikut
lampirannya, yang merupakan dokumen/arsip Negara.

Salinan Risalah Lelang adalah salinan kata demi kata dari
seluruh Risalah Lelang.

Kutipan Risalah Lelang adalah kutipan kata demi kata dari satu
atau beberapa bagian Risalah Lelang.
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36. Grosse Risalah Lelang adalah Salinan asli dari Risalah Lelang
yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.

Pasal 2

Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau
dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-
Undang atau Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, tidak dapat dibatalkan.

Pasal 4

(1) Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu)
orang peserta lelang.

(2) Dalam hal tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan
dan dibuatkan Risalah Lelang Tidak Ada Penawaran.

Pasal 5

Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang
Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi
Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit,
Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan
(UUHT), Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang
Rampasan, Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi
Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang
Dikuasai Negara-Bea Cukai, Lelang Barang Temuan, Lelang
Eksekusi Gadai, Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 6

Lelang Noneksekusi Wajib termasuk tetapi tidak terbatas pada:
Lelang Barang Milik Negara/Daerah, Lelang Barang Milik Badan
Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), Lelang Barang Yang
Menjadi Milik Negara-Bea Cukai, Lelang Benda Berharga Asal
Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT), dan Lelang Kayu dan
Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama.

Pasal 7
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Lelang Noneksekusi Sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada:
Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk Persero, Lelang harta
milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan, Lelang Barang Milik Perwakilan Negara
Asing, dan Lelang Barang Milik Swasta.

BABII

PEJABAT LELANG

Pasal 8

(1) Pejabat Lelang terdiri dari:
a. Pejabat Lelang Kelas I; dan
b. Pejabat Lelang Kelas II.

(2) Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk
semua jenis lelang atas permohonan Penjual / Pemilik Barang.

(3) Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang
Noneksekusi Sukarela atas permohonan Balai Lelang atau
Penjual /Pemilik Barang.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat
Lelang Kelas II dan Balai Lelang, diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
PERSIAPAN LELANG

Bagian Kesatu
Permohonan Lelang

Pasal 10

(1) Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan
barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat
permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk
dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen
persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.

(2) Dalam hal Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, permohonan
lelang diajukan dalam bentuk Nota Dinas oleh Kepala Seksi
Piutang Negara KPKNL kepada Kepala KPKNL.

(3) Penjual/Pemilik Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menggunakan Balai Lelang untuk memberikan jasa
pralelang dan/atau jasa pascalelang.
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Pasal 11

(1) Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan
barang secara lelang melalui Balai Lelang atau Kantor Pejabat
Lelang Kelas II, harus mengajukan surat permohonan lelang
secara tertulis kepada Pemimpin Balai Lelang/Pejabat Lelang
Kelas II, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan
jenis lelangnya.

(2) Dalam hal legalitas formal subjek dan objek lelang telah
dipenuhi dan Pemilik Barang telah memberikan kuasa kepada
Balai Lelang untuk menjual secara lelang, Pemimpin Balai
Lelang mengajukan surat permohonan lelang kepada Kepala
KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II untuk dimintakan jadwal
pelaksanaan lelangnya.

Pasal 12

Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak
permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen
persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas
formal subjek dan objek lelang.

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak
tanggungan dari pihak lain selain debitor/suami atau istri
debitor/tereksekusi, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan
titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan vyang
memerlukan fiat eksekusi.

(2) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 14

Dalam hal terdapat permohonan lelang eksekusi dari kreditur
pemegang hak agunan kebendaan yang terkait dengan putusan
pernyataan pailit, maka pelaksanaan lelang dilakukan dengan
memperhatikan Undang-Undang Kepailitan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan lelang dan
dokumen persyaratan lelang diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal.

Bagian Kedua
Penjual / Pemilik Barang
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Pasal 16

(1) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap:
a. keabsahan kepemilikan barang;
b. keabsahan dokumen persyaratan lelang;

penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak
bergerak; dan

d. dokumen kepemilikan kepada Pembeli.

(2) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan
perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak
dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

(3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti
rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan
barang dan dokumen persyaratan lelang.

(4) Penjual/Pemilik Barang harus menguasai fisik barang bergerak
yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, termasuk
tetapi tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak
cipta, merek, dan/atau hak paten.

(6) Dalam hal yang dilelang berupa barang tak berwujud
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjual/Pemilik Barang
harus menyebutkan jenis barang yang dilelang dalam surat
permohonan lelang.

Pasal 17

(1) Penjual/Pemilik Barang dapat mengajukan syarat-syarat lelang
tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti
secara fisik barang yang akan dilelang;

b. jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau

c. jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum
pelaksanaan lelang (aanwijzing).

(2) Syarat-syarat lelang tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampirkan dalam surat permohonan lelang.

Pasal 18
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(1) Penjual/Pemilik =~ Barang  wajib  memperlihatkan atau
menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang
paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang,
kecuali Lelang Eksekusi yang menurut peraturan perundang-
undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen
kepemilikannya tidak dikuasai oleh Penjual.

(2) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang menyerahkan asli dokumen
kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pejabat Lelang, Pejabat Lelang wajib memperlihatkannya
kepada Peserta Lelang sebelum lelang dimulai.

(3) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang tidak menyerahkan asli
dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Pejabat Lelang, Penjual/Pemilik Barang wajib
memperlihatkannya kepada Peserta Lelang sebelum lelang
dimulai.

Bagian Ketiga
Tempat Pelaksanaan Lelang

Pasal 19

Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau
wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada.

Pasal 20

(1) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:

a. Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk barang yang
berada di luar wilayah Republik Indonesia;

b. Direktur Lelang atas nama Direktur Jenderal untuk barang
yang berada dalam wilayah antar Kantor Wilayah; atau

c. Kepala Kantor Wilayah setempat untuk barang yang berada
dalam wilayah Kantor Wilayah setempat.
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(3) Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang
berada di luar wilayah kerja KPKNL atau di luar wilayah
jabatan Pejabat Lelang Kelas II, diajukan oleh Penjual kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan syarat
sebagian barang harus berada di dalam wilayah Kkerja
KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tempat lelang yang
dikehendaki.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan dan
dilampirkan pada Surat Permohonan Lelang.

Bagian Keempat
Waktu Pelaksanaan Lelang

Pasal 21

(1) Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau
Pejabat Lelang Kelas II.

(2) Waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL, kecuali untuk
Lelang Noneksekusi Sukarela, dapat dilaksanakan di luar jam
dan hari kerja dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor
Wilayah setempat.

(3) Surat permohonan persetujuan pelaksanaan lelang di luar jam
dan hari kerja diajukan oleh Penjual/Pemilik Barang.

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampirkan pada Surat Permohonan Lelang.

Bagian Kelima
Surat Keterangan Tanah (SKT)

Pasal 22

(1) Pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib
dilengkapi dengan SKT dari Kantor Pertanahan setempat.

(2) Permintaan penerbitan SKT kepada Kepala Kantor Pertanahan
setempat diajukan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang
Kelas II.

(3) Dalam hal tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang
belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat, Kepala KPKNL
atau Pejabat Lelang Kelas II mensyaratkan kepada Penjual
untuk meminta Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang
menerangkan status kepemilikan.
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(4) Berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II meminta
SKT ke Kantor Pertanahan setempat.

(0) Biaya  pengurusan SKT menjadi tanggung jawab
Penjual/Pemilik Barang.

Pasal 23

(1) SKT dapat digunakan berkali-kali apabila tidak ada perubahan
data fisik atau data yuridis dari tanah atau tanah dan bangunan
yang akan dilelang, sepanjang dokumen kepemilikan dikuasai
oleh Penjual.

(2) Dalam hal tidak ada perubahan data fisik atau data yuridis dari
tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang ulang,
Penjual harus mencantumkan dalam surat permohonan lelang.

(3) Dalam hal terjadi perubahan data fisik atau data yuridis dari
tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang ulang,
Penjual harus menginformasikan secara tertulis hal tersebut
kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II untuk
dimintakan SKT baru.

(4) Dalam hal dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh Penjual,
setiap dilaksanakan lelang harus dimintakan SKT baru.

Bagian Keenam

Pembatalan Sebelum Lelang
Pasal 24

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan
permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari
lembaga peradilan umum.

Pasal 25

(1) Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan pengadilan
disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh
Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai.

(2) Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penjual dan Pejabat Lelang harus
mengumumkan kepada Peserta Lelang pada saat pelaksanaan
lelang.

Pasal 26

(1) Pembatalan lelang atas permintaan Penjual dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang
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berlaku bagi Penjual.

(2) Pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis dan sudah harus diterima oleh
Pejabat Lelang paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum
pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penjual harus mengumumkan
pembatalan pelaksanaan, paling lama 2 (dua) hari sebelum
pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

(4) Pengumuman pembatalan pelaksanaan lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus diumumkan dalam surat kabar
harian yang sama dalam hal Pengumuman Lelang dilakukan
melalui surat kabar harian.

Pasal 27

Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat
Lelang dalam hal:

a. SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan
belum ada;

b. barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus
Lelang Eksekusi;

c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi
berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/suami
atau istri debitor/ tereksekusi;

d. barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita
eksekusi/sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi;

e. tidak memenubhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena
terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;

f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli
dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18;

g. Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang
yang dilakukan melalui internet;

h. Pengumuman Lelang vyang dilaksanakan Penjual tidak
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
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i. keadaan memaksa (force majeur)/kahar;

j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang
tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat
oleh Penjual/Pemilik Barang; atau

Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang

k. dilelang.

Pasal 28

Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 dan Pasal 27, Peserta Lelang yang telah menyetorkan Uang
Jaminan Penawaran Lelang tidak berhak menuntut ganti rugi.

Bagian Ketujuh

Uang Jaminan Penawaran Lelang
Pasal 29

Setiap lelang disyaratkan adanya uang jaminan penawaran

1) lelang.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak
diberlakukan pada Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari
tangan pertama dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Pasal 30
(1) Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang dilakukan:

a. melalui rekening KPKNL atau langsung ke Bendahara
Penerimaan KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas I untuk lelang
yang diselenggarakan oleh KPKNL;

b. melalui rekening Balai Lelang atau langsung ke Balai Lelang
untuk jenis Lelang Noneksekusi Sukarela, yang
diselenggarakan oleh Balai Lelang dan dilaksanakan oleh
Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Lelang Kelas II; atau

c. melalui rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang
Kelas II atau langsung ke Pejabat Lelang Kelas II untuk
lelang yang diselenggarakan oleh Pejabat Lelang Kelas II.

(2) Dalam setiap pelaksanaan Lelang, 1 (satu) penyetoran Uang
Jaminan Penawaran Lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang
atau paket barang yang ditawar.

Pasal 31

(1) Uang Jaminan Penawaran Lelang dengan jumlah paling banyak
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat disetorkan secara
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langsung kepada Bendahara Penerimaan KPKNL, Pejabat
Lelang Kelas I, Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II paling
lama sebelum lelang dimulai.

(2) Lelang dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang di atas
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus disetorkan
melalui rekening Bendahara Penerimaan KPKNL, rekening
Balai Lelang atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat
Lelang Kelas II paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum
pelaksanaan lelang harus sudah efektif pada rekening tersebut.

Pasal 32

Besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang ditentukan oleh
Penjual/Pemilik Barang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
Nilai Limit dan paling banyak sama dengan Nilai Limit.

Pasal 33

(1) Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan,
dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang
yang tidak disahkan sebagai Pembeli.

(2) Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang paling lama 1
(satu) hari kerja sejak permintaan pengembalian dari Peserta
Lelang diterima.

(3) Permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disertai penyerahan asli bukti setor dan fotokopi identitas
dengan menunjukkan aslinya serta dokumen pendukung
lainnya.

(4) Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Peserta Lelang yang
disahkan sebagai Pembeli, akan diperhitungkan dengan
pelunasan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan
lelang.

Pasal 34

(1) Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi
Wajib, jika Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran
Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan
Penawaran Lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Negara dalam
waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan
Pembeli oleh Pejabat Lelang.

(2) Dalam pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela yang
diselenggarakan oleh KPKNL, jika Pembeli tidak melunasi
Kewajiban Pembayaran Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi),
Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan sebesar 50% (lima
puluh persen) ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja
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setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang,
dan sebesar 50% (lima puluh persen) menjadi milik Pemilik
Barang.

(3) Dalam pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela yang
diselenggarakan oleh Balai Lelang bekerjasama dengan Pejabat
Lelang Kelas I, jika Pembeli tidak melunasi Kewajiban
Pembayaran Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang
Jaminan Penawaran Lelang disetorkan sebesar 50% (lima puluh
persen) ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah
pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang, dan
sebesar 50% (lima puluh persen) menjadi milik Pemilik Barang
dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan antara Pemilik
Barang dan Balai Lelang.

(4) Dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh Balai
Lelang bekerjasama dengan Pejabat Lelang Kelas II, jika Pembeli
tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sesuai ketentuan
(wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran Lelang menjadi milik
Pemilik Barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan
antara Pemilik Barang dan Balai Lelang.

(5) Dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan Pejabat Lelang
Kelas II, jika Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran
Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan
Penawaran Lelang menjadi milik Pemilik Barang dan/atau
Pejabat Lelang Kelas II sesuai kesepakatan antara Pemilik
Barang dan Pejabat Lelang Kelas II.

Bagian Kedelapan

Nilai Limit

Pasal 35

(1) Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit.

(2) Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual / Pemilik
Barang.

(3) Persyaratan adanya Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat tidak diberlakukan pada Lelang Noneksekusi
Sukarela atas barang bergerak milik orang atau badan
hukum/badan usaha swasta.

Pasal 36

Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit,
berdasarkan:

1)

a. penilaian oleh Penilai; atau
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b. penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir.

(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

(3) Penaksir/Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau
perusahaan Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan
metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator
untuk benda seni dan benda antik/kuno.

(4) Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang
bergerak milik orang, badan hukum/badan usaha swasta yang
menggunakan Nilai Limit ditetapkan oleh Pemilik Barang.

(5) Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang
Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus
ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.

Pasal 37
(1) Nilai Limit bersifat tidak rahasia.

(2) Untuk Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang
Non Eksekusi Sukarela atas barang tidak bergerak, Nilai Limit
harus dicantumkan dalam pengumuman lelang.

(3) Untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama
serta lelang Noneksekusi Sukarela barang bergerak, Nilai Limit
dapat tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang.

Pasal 38

Dalam hal pelaksanaan Lelang Ulang, Nilai Limit pada lelang
sebelumnya dapat diubah oleh Penjual/Pemilik Barang dengan
menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 39

Nilai Limit dibuat secara tertulis dan diserahkan oleh Penjual
kepada Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Nilai Limit diatur dengan
peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kesembilan

Pengumuman Lelang

Pasal 41
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(1) Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman
Lelang yang dilakukan oleh Penjual.

(2) Penjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuai
ketentuan kepada Pejabat Lelang.

Pasal 42
(1) Pengumuman Lelang paling sedikit memuat:
a. identitas Penjual;

hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang
dilaksanakan;

b.

c. jenis dan jumlah barang;

d. lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak
adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak
berupa tanah dan/atau bangunan;

e. spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;
f. waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang;

g. Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka
waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal
dipersyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang;

h. Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya
dari tangan pertama dan Lelang Noneksekusi Sukarela
untuk barang bergerak;

i. cara penawaran lelang; dan
j. jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli.

(2) Pengumuman Lelang diatur sedemikian rupa sehingga terbit
pada hari kerja KPKNL dan tidak menyulitkan peminat lelang
melakukan penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang.

Pasal 43

(1) Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian
yang terbit di kota/kabupaten tempat barang berada.

(2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat
kabar harian yang terbit di kota/kabupaten terdekat atau di
ibukota propinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah
kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II
tempat barang akan dilelang.
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(3) Pengumuman Lelang melalui surat kabar harian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai
tiras/oplah:

a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan
dengan surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten;
atau

b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika
dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota
propinsi; atau

c. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika
dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota
negara.

(4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian
yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang
diperkirakan mempunyai tiras/oplah paling tinggi.

(5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama/reguler dan
tidak dapat dicantumkan pada halaman
suplemen/tambahan/khusus.

(6) Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media
lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.

Pasal 44

(1) Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang
tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-
sama dengan barang bergerak, dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu
Pengumuman Lelang pertama ke Pengumuman Lelang
kedua berselang 15 (lima belas) hari dan diatur sedemikian
rupa sehingga Pengumuman Lelang kedua tidak jatuh pada
hari libur/hari besar;

b. pengumuman pertama diperkenankan tidak menggunakan
surat kabar harian, tetapi dengan cara pengumuman melalui
selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum,
dan/atau melalui media elektronik termasuk Internet,
namun demikian dalam hal dikehendaki oleh Penjual, dapat
dilakukan melalui surat kabar harian; dan

C. Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar
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harian dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari
sebelum pelaksanaan lelang.

(2) Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang
bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian
paling singkat 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang,
kecuali:

a. lelang barang vyang lekas rusak/busuk atau yang
membahayakan atau jika biaya penyimpanan barang
tersebut terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam)
hari tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja; dan

b. lelang ikan dan sejenisnya dapat dilakukan kurang dari 6
(enam) hari tetapi tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kerja.

Pasal 45

(1) Pengumuman Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak yang
Nilai Limit keseluruhannya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) kali lelang, dapat dilakukan
melalui surat kabar harian dalam bentuk iklan baris paling
singkat 6 (enam) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

(2) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus ditambahkan Pengumuman Lelang tempelan pada hari
yang sama untuk ditempel di tempat yang mudah dibaca oleh
umum atau paling kurang pada papan pengumuman di
KPKNL dan di Kantor Penjual, yang memuat hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

(3) Pengumuman Lelang dalam bentuk iklan baris melalui surat
kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat identitas Penjual, nama barang yang dilelang,
tempat dan waktu lelang, serta informasi adanya Pengumuman
Lelang tempelan.

Pasal 46

Khusus Pengumuman Lelang Eksekusi Pajak untuk barang
bergerak diumumkan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum
hari pelaksanaan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk pelaksanaan lelang dengan Nilai Limit keseluruhan
paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam 1
(satu) kali lelang, pengumuman lelang dapat dilakukan 1 (satu)
kali melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau
melalui media elektronik;

b. untuk pelaksanaan lelang dengan Nilai Limit keseluruhan lebih
dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) kali
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lelang, pengumuman lelang dilakukan 1 (satu) kali melalui
surat kabar harian.

Pasal 47

(1) Pengumuman Lelang untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi yang
diulang, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. lelang barang tidak bergerak atau barang bergerak yang
dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak,
dilakukan dengan cara:

1) Pengumuman Lelang Ulang dilakukan 1 (satu) kali
melalui surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh) hari
sebelum pelaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan
lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh)
hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak
pelaksanaan lelang terakhir; atau

2) Pengumuman Lelang Ulang berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), jika
waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih dari 60
(enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu
atau sejak pelaksanaan lelang terakhir.

b. lelang barang bergerak, pengumuman Lelang Ulang
dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2).

(2) Pengumuman Lelang Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus menunjuk Pengumuman Lelang terakhir.

Pasal 48

(1) Pengumuman Lelang untuk Lelang Noneksekusi Wajib dan
Lelang Noneksekusi Sukarela dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual
bersama-sama dengan barang tidak bergerak, dilakukan 1
(satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh)
hari sebelum pelaksanaan lelang;

b. barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar
harian paling singkat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan
lelang.

(2) Pengumuman Lelang untuk Lelang Noneksekusi Wajib dan
Lelang Noneksekusi Sukarela yang diulang berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 49

(1) Pengumuman Lelang untuk pelaksanaan Lelang Noneksekusi
Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela yang Nilai Limit
keseluruhannya paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah) dalam 1 (satu) kali lelang, dapat dilakukan 1 (satu) kali
melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau
melalui media elektronik, paling singkat 5 (lima) hari sebelum
hari pelaksanaan lelang.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam
hal ada permintaan tertulis dari Penjual dengan menyebutkan
alasan mengumumkan melalui tempelan yang mudah dibaca
oleh umum dan/atau melalui media elektronik dan disetujui
oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.

(3) Pengumuman Lelang untuk pelaksanaan Lelang Noneksekusi
Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela yang diulang dengan
Nilai Limit keseluruhan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga
puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) kali lelang, berlaku ketentuan
pada ayat (1).

Pasal 50

(1) Pengumuman Lelang untuk pelaksanaan Lelang Noneksekusi
Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela yang sudah terjadwal
setiap bulan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan,
dilakukan paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan
lelang pertama.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat identitas Penjual, barang yang akan dilelang,
tempat dan waktu pelaksanaan lelang, serta informasi mengenai
adanya  pengumuman  yang lebih  rinci = melalui
tempelan/selebaran/brosur atau media elektronik.

Pasal 51

(1) Pengumuman Lelang yang pelaksanaan lelangnya dilakukan di
luar wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang
Kelas II tempat barang berada, dilakukan di surat kabar harian
yang terbit di kota/kabupaten di tempat pelaksanaan lelang
dan di tempat barang berada.

(2) Dalam hal pengumuman lelang tidak dapat dilakukan di
tempat pelaksanaan lelang dan/atau di tempat barang berada,
karena tidak terdapat surat kabar harian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengumuman lelang dilakukan di satu
surat kabar harian nasional/ibu kota propinsi yang mempunyai
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peredaran di tempat pelaksanaan lelang.

(3) Terhadap pelaksanaan lelang yang objek lelangnya tersebar di 3
(tiga) kota atau lebih, pengumuman lelang dapat dilakukan di
satu surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional.

Pasal 52

(1) Pengumuman Lelang yang sudah diterbitkan melalui surat
kabar harian, atau melalui media lainnya, apabila diketahui
terdapat kekeliruan yang prinsipil harus segera diralat.

(2) Kekeliruan yang prinsipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyangkut waktu dan tanggal lelang, spesifikasi barang-
barang, atau persyaratan lelang seperti besarnya uang jaminan
dan batas waktu penyetoran.

(3) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan
dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. mengubah besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang;
b. memajukan jam dan tanggal pelaksanaan lelang;

c. memajukan batas waktu penyetoran Uang Jaminan
Penawaran Lelang; atau

memindahkan lokasi dari tempat pelaksanaan lelang
semula.

d.

(4) Rencana ralat Pengumuman Lelang diberitahukan secara
tertulis kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II
yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) hari kerja sebelum
pelaksanaan lelang.

(5) Ralat Pengumuman Lelang harus diumumkan melalui surat
kabar harian atau media yang sama dengan menunjuk
Pengumuman Lelang sebelumnya dan dilakukan paling singkat
1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang.

BAB IV
PELAKSANAAN LELANG

Bagian Kesatu
Pemandu Lelang

Pasal 53

(1) Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang dapat dibantu oleh
Pemandu Lelang.

(2) Pemandu Lelang dapat berasal dari Pegawai DJKN atau dari
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luar DJKN.

(3) Persyaratan menjadi Pemandu Lelang;:

a. Pemandu Lelang yang berasal dari Pegawai DJKN:
1) sehat jasmani dan rohani;

2) pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang
sedergjat; dan

3) lulus Diklat Pemandu Lelang atau memiliki kemampuan
dan cakap untuk memandu lelang, dan mendapat surat
tugas dari Pejabat yang berwenang.

b. Pemandu Lelang yang berasal dari luar DJKN:
1) sehatjasmani dan rohani;

2) pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum
atau yang sederajat; dan

3) memiliki kemampuan dan cakap untuk memandu lelang.

(4) Pemandu Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

membantu pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat
Lelang Kelas I/Pejabat Lelang Kelas II dan diberitahukan secara
tertulis oleh Penjual/Balai Lelang kepada Kepala KPKNL atau
Pejabat Lelang Kelas II paling singkat 3 (tiga) hari kerja sebelum
pelaksanaan lelang.

(5) Dalam hal pelaksanaan lelang dibantu oleh Pemandu Lelang,

Pemandu Lelang mendapat kuasa khusus secara tertulis dari
Pejabat Lelang untuk menawarkan barang dengan ketentuan
Pejabat Lelang harus tetap mengawasi dan memperhatikan
pelaksanaan lelang dan/atau penawaran lelang oleh Pemandu
Lelang.

Bagian Kedua

Penawaran Lelang

Pasal 54

Penawaran Lelang Langsung dan/atau Penawaran Lelang Tidak
Langsung dilakukan dengan cara:

a.
b.

C.

lisan, semakin meningkat atau semakin menurun;
tertulis; atau

tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi
belum mencapai Nilai Limit.
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Pasal 55

(1) Dalam Penawaran Lelang Langsung, Peserta Lelang yang sah
atau kuasanya pada saat pelaksanaan lelang harus hadir di
tempat pelaksanaan lelang.

(2) Dalam Penawaran Lelang Tidak Langsung, Peserta Lelang yang
sah atau kuasanya pada saat pelaksanaan lelang tidak
diharuskan hadir di tempat pelaksanaan lelang dan
penawarannya dilakukan dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi.

Pasal 56

(1) Penawaran Lelang dalam Lelang Eksekusi dan Lelang
Noneksekusi Wajib harus dilakukan dengan Penawaran Lelang
Langsung.

(2) Penawaran Lelang Langsung dapat menggunakan penawaran
dengan melalui surat yang dikirim sebelum pelaksanaan lelang.

(3) Penawaran Lelang dalam Lelang Noneksekusi Sukarela dapat
dilakukan dengan Penawaran Lelang Langsung atau
Penawaran Lelang Tidak Langsung.

Pasal 57

(1) Dalam hal penawaran lelang tidak langsung secara lisan,
Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan
media audio visual dan telepon.

(2) Dalam hal penawaran lelang tidak langsung secara tertulis,
Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi antara lain: LAN (local area
network), Intranet, Internet, pesan singkat (short message
service/SMS), dan faksimili.

Pasal 58

(1) Penawaran Lelang Tidak Langsung dalam Lelang Noneksekusi
Sukarela melalui Internet, harus memenuhi ketentuan di bawah
ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. menggunakan perangkat lunak yang khusus untuk
penyelenggaraan lelang melalui Internet dengan harga
semakin meningkat;

b. Peserta Lelang yang sah mendapatkan nomor Peserta Lelang
dan sandi akses (password) sehingga dapat melakukan
penawaran;
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c. penawaran dilakukan secara berkesinambungan sejak waktu
yang ditetapkan sampai dengan penutupan penawaran
sebagaimana disebutkan dalam Pengumuman Lelang;

d. Nilai Limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus
ditayangkan dalam situs;

e. Peserta Lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang
diajukan  oleh  Peserta  Lelang lainnya  secara
berkesinambungan; dan

f. Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi sebagai
Pembeli berdasarkan cetakan rekapitulasi yang diproses
perangkat lunak lelang melalui Internet pada saat
penutupan penawaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang melalui
Internet diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

(1) Penawaran lelang vyang diselenggarakan KPKNL dapat
dilakukan dengan Harga Lelang inklusif atau dengan Harga
Lelang eksklusif.

(2) Lelang dengan Harga Lelang inklusif dilakukan dengan harga
penawaran sudah termasuk Bea Lelang pembeli.

(3) Lelang dengan Harga Lelang eksklusif dilakukan dengan harga
penawaran belum termasuk Bea Lelang pembeli.

Pasal 60

(1) Setiap Peserta Lelang wajib melakukan penawaran dan
penawaran tersebut paling sedikit sama dengan Nilai limit
dalam hal lelang dengan Nilai Limit diumumkan.

(2) Penawaran yang telah disampaikan oleh Peserta Lelang kepada
Pejabat Lelang tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta
Lelang.

(3) Dalam hal Peserta Lelang tidak melakukan penawaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi tidak
diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di
wilayah kerja KPKNL yang melaksanakan lelang.

Pasal 61

Dalam hal terdapat beberapa Peserta Lelang yang mengajukan
penawaran tertinggi secara lisan semakin menurun atau tertulis
dengan nilai yang sama dan/atau telah mencapai atau melampaui
Nilai Limit dalam lelang yang menggunakan Nilai Limit, Pejabat
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Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara:

a. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap Peserta Lelang
yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan
semakin meningkat atau tertulis berdasarkan persetujuan
Peserta Lelang bersangkutan; atau

b. melakukan pengundian di antara Peserta Lelang vyang
mengajukan penawaran sama apabila ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 62

(1) Pemohon Lelang/Penjual menentukan cara penawaran lelang
dengan mencantumkan dalam Pengumuman Lelang.

(2) Dalam hal Pemohon Lelang/Penjual tidak menentukan cara
penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
KPKNL/Pejabat Lelang Kelas I atau Pejabat Lelang Kelas II
berhak menentukan sendiri cara penawaran lelang.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran lelang diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Bea Lelang dan Uang Miskin

Pasal 64

Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang dan Uang Miskin
sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

Pasal 65

(1) Pembatalan terhadap rencana pelaksanaan lelang yang
dilakukan oleh Penjual dalam jangka waktu kurang dari 5
(lima) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang dikenakan Bea
Lelang Batal sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Keuangan, Kkecuali lelang Barang Milik
Negara/Daerah.

(2) Bea Lelang Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar
oleh Penjual.

(3) Bea Lelang Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dikenakan dalam hal terdapat pembatalan lelang karena adanya
putusan/penetapan lembaga peradilan atau pembatalan oleh
Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
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dan Pasal 27.

Bagian Keempat
Pembeli

Pasal 66

(1) Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah
mencapai atau melampaui Nilai Limit sebagai Pembeli, dalam
pelaksanaan lelang yang menggunakan Nilai Limit.

(2) Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi sebagai Pembeli
dalam pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela yang tidak
menggunakan Nilai Limit.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela yang
penawar tertinggi tidak mencapai Nilai Limit, Pejabat Lelang
dapat mengesahkan penawar dimaksud sebagai Pembeli,
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pemilik Barang.

Pasal 67

Pembeli dilarang mengambil/menguasai barang yang dibelinya
sebelum memenuhi Kewajiban Pembayaran Lelang dan
pajak/pungutan sah lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 68

(1) Peserta Lelang yang bertindak untuk orang lain atau badan
hukum atau badan usaha harus menyampaikan surat kuasa
yang bermaterai cukup kepada Pejabat Lelang dengan dilampiri
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi
(SIM)/Paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan
menunjukkan aslinya.

(2) Penerima kuasa dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk
barang yang sama.

Pasal 69

(1) Pejabat Lelang dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas
dan ke bawah derajat pertama, suami/istri serta saudara
sekandung Pejabat Lelang, Pejabat Penjual, Pemandu Lelang,
Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara/Advokat, Notaris,
PPAT, Penilai, Pegawai DJKN, Pegawai Balai Lelang dan
Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang terkait langsung
dengan proses lelang dilarang menjadi peserta lelang.

(2) Selain pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (1), pada
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pelaksanaan Lelang Eksekusi, pihak
tereksekusi/debitor/tergugat/terpidana yang terkait dengan
lelang dilarang menjadi peserta lelang.

Pasal 70

(1) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan di bidang pertanahan, bank sebagai kreditor dapat
membeli agunannya melalui lelang, dengan ketentuan
menyampaikan surat pernyataan dalam bentuk Akte Notaris,
bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang
akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah terlampaui, bank ditetapkan sebagai Pembeli.

Bagian Kelima

Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 71

(1) Pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang harus dilakukan
secara tunai/cash atau cek/giro paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah pelaksanaan lelang.

(2) Pengecualian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya diberikan untuk pembayaran Harga Lelang setelah
Penjual mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal atas nama
Menteri dan harus dicantumkan dalam pengumuman lelang.

(3) Dalam hal Pembayaran Harga Lelang dilakukan melebihi 3
(tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
penyetoran Bea Lelang tetap dilakukan paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah pelaksanaan lelang.

Pasal 72

(1) Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli
dilakukan melalui rekening KPKNL/Balai Lelang/rekening
khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II atau secara
langsung kepada Bendahara Penerimaan KPKNL/Pejabat
Lelang Kelas I/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.

(2) Dalam hal Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang oleh
Pembeli dilakukan dengan cek/giro, pembayaran harus sudah
diterima efektif pada rekening KPKNL/Balai Lelang/rekening
khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II paling lama 3
(tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang atau dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).
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(3) Setiap Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli
harus dibuatkan kuitansi atau tanda bukti pembayaran oleh
Bendahara Penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas I/Balai
Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.

Pasal 73

(1) Dalam hal Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran
Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, pada hari kerja
berikutnya Pejabat Lelang harus membatalkan pengesahannya
sebagai Pembeli dengan membuat Pernyataan Pembatalan.

(2) Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah
disahkan sebagai Pembeli Lelang, tidak diperbolehkan
mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6
(enam) bulan.

Pasal 74

(1) Hasil Bersih Lelang atas lelang Barang Milik Negara/Daerah,
Barang Temuan, Barang Rampasan dan Barang yang Menjadi
Milik Negara-Bea Cukai serta barang-barang yang sesuai
peraturan perundang-undangan, harus disetor ke Kas Negara,
dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran
diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL.

(2) Penyetoran Bea Lelang dan Pajak Penghasilan (PPh) ke Kas
Negara paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran
diterima  oleh = Bendahara  Penerimaan  KPKNL/Balai
Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.

(3) Penyetoran Hasil Bersih Lelang ke Penjual/Pemilik Barang
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh
Bendahara Penerimaan KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang
Kelas II.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran dan penyetoran
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Keenam

Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang
Pasal 76

(1) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang menyerahkan asli dokumen
kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
kepada Pejabat Lelang, Pejabat Lelang harus menyerahkan asli
dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada
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Pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli
menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan
bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB).

(2) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang tidak menyerahkan asli
dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (3) kepada Pejabat Lelang, Penjual/Pemilik Barang harus
menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang
dilelang kepada Pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah
Pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan
menyerahkan bukti setor BPHTB.

BABV
RISALAH LELANG

Pasal 77

(1) Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat berita
acara lelang yang disebut Risalah Lelang.

(2) Risalah Lelang terdiri dari:
a. Bagian Kepala;
b. Bagian Badan; dan
c. Bagian Kaki.
(3) Risalah Lelang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
(4) Setiap Risalah Lelang diberi nomor urut.
Pasal 78
Bagian Kepala Risalah Lelang paling kurang memuat:
a. hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka;
b. nama lengkap dan tempat kedudukan Pejabat Lelang;

c. nomor/tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang,

dan nomor/tanggal surat tugas khusus untuk Pejabat Lelang
Kelas I;

nama lengkap, pekerjaan dan tempat kedudukan/domisili
Penjual;

e. nomor/tanggal surat permohonan lelang;
f. tempat pelaksanaan lelang;

g. sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang;
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k.

i.

dalam hal yang dilelang berupa barang tidak bergerak berupa
tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan:

1) status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti
kepemilikan;

2) SKT dari Kantor Pertanahan; dan
3) keterangan lain yang membebani, apabila ada;

dalam hal yang dilelang barang bergerak harus disebutkan
jumlah, jenis dan spesifikasi barang;

cara Pengumuman Lelang yang telah dilaksanakan oleh
Penjual;

cara penawaran lelang; dan

syarat-syarat lelang.

Pasal 79

Bagian Badan Risalah Lelang paling kurang memuat:

a. banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah;

b. nama/merek/jenis/tipe dan jumlah barang yang dilelang;

c. nama, pekerjaan dan alamat Pembeli atas nama sendiri atau
sebagai kuasa atas nama orang lain;

d. bank kreditor sebagai Pembeli untuk orang atau badan
hukum/usaha yang akan ditunjuk namanya, dalam hal bank
kreditor sebagai Pembeli Lelang;

e. harga lelang dengan angka dan huruf; dan

f. daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai
dengan nilai, nama, dan alamat peserta lelang yang menawar
tertinggi.

Pasal 80

Bagian Kaki Risalah Lelang paling kurang memuat:

banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka
dan huruf;

banyaknya barang yang laku/terjual dengan angka dan huruf;

jumlah harga barang yang telah terjual dengan angka dan
huruf;

jumlah harga barang yang ditahan dengan angka dan huruf;
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e. banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pada
Risalah Lelang dengan angka dan huruf;

f. jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan
dengan penggantinya) maupun tidak adanya perubahan ditulis
dengan angka dan huruf; dan

g. tanda tangan Pejabat Lelang dan Penjual/kuasa Penjual, dalam
hal lelang barang bergerak atau tanda tangan Pejabat Lelang,
Penjual/kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa Pembeli, dalam hal
lelang barang tidak bergerak.

Pasal 81

(1) Pembetulan kesalahan redaksional Risalah Lelang berupa
pencoretan, penambahan dan/atau perubahan, dilakukan
sebagai berikut:

a. pencoretan, kesalahan kata, huruf atau angka dilakukan
dengan garis lurus tipis, sehingga yang dicoret dapat dibaca;
dan/atau

b. tambahan kata atau kalimat, ditulis di sebelah pinggir kiri
dari lembar Risalah Lelang atau ditulis pada bagian bawah
dari bagian kaki Risalah Lelang dengan menunjuk lembar
dan garis yang berhubungan dengan perubahan itu, apabila
penulisan di pinggir kiri dari lembar Risalah Lelang tidak
mencukupi.

(2) Jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret/ditambahkan
diterangkan pada sebelah pinggir lembar Risalah Lelang, begitu
pula banyaknya kata/angka yang ditambahkan.

(3) Perubahan sesudah Risalah Lelang ditutup dan ditandatangani
tidak boleh dilakukan.

Pasal 82

(1) Minuta Risalah Lelang ditandatangani oleh Pejabat Lelang pada
saat penutupan pelaksanaan lelang.

(2) Penandatanganan Risalah Lelang dilakukan oleh:

a. Pejabat Lelang pada setiap lembar di sebelah kanan atas dari
Risalah Lelang, kecuali lembar yang terakhir;

b. Pejabat Lelang dan Penjual/kuasa Penjual pada lembar
terakhir dalam hal lelang barang bergerak; atau

c. Pejabat Lelang, Penjual/kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa
Pembeli pada lembar terakhir dalam hal lelang barang tidak
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bergerak.

(3) Dalam hal Penjual/kuasa Penjual tidak mau menandatangani
Risalah Lelang atau tidak hadir sewaktu Risalah Lelang ditutup,
Pejabat Lelang membuat catatan keadaan tersebut pada Bagian
Kaki Risalah Lelang dan menyatakan catatan tersebut sebagai
tanda tangan Penjual.

(4) Dalam hal Pejabat Lelang berhalangan tetap, penandatanganan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala
KPKNL untuk Pejabat Lelang Kelas I dan oleh Pengawas Lelang
(Superintenden) untuk Pejabat Lelang Kelas II.

Pasal 83

(1) Dalam hal terdapat hal-hal penting yang diketahui setelah
penutupan Risalah Lelang, Pejabat Lelang harus membuat
catatan hal-hal tersebut pada bagian bawah setelah Kaki Minuta
Risalah Lelang dan membubuhi tanggal dan tanda tangan.

(2) Hal-hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ada atau tidak ada verzet terhadap hasil lelang;
b. adanya Pembeli wanprestasi;

c. adanya pemberian pengganti Kutipan Risalah Lelang yang
hilang atau rusak;

adanya pemberian Grosse Risalah Lelang atas permintaan
Pembeli;

e. adanya Penjual yang tidak mau menandatangani Risalah
Lelang atau tidak hadir sewaktu Risalah Lelang ditutup;

f. adanya Pembatalan Risalah Lelang berdasarkan putusan
hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap; atau

g. hal-hal lain yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(3) Dalam hal Pejabat Lelang Kelas I dibebastugaskan, cuti,
berhalangan tetap atau dipindahtugaskan, pencatatan dan

penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Kepala KPKNL.

(4) Dalam hal Pejabat Lelang Kelas II dibebastugaskan, cuti atau
berhalangan tetap, pencatatan dan penandatanganan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala
Kantor =~ Wilayah setempat selaku Pengawas Lelang
(Superintenden).

Pasal 84
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1) Minuta Risalah Lelang dibuat dan diselesaikan paling lama 3
g paling
(tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

(2) Minuta Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas I
disimpan pada KPKNL.

(3) Minuta Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas II
disimpan oleh yang bersangkutan.

(4) Jangka waktu simpan Minuta Risalah Lelang selama 30 (tiga
puluh) tahun sejak pelaksanaan lelang.

Pasal 85

KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat memperlihatkan
atau memberitahukan Minuta Risalah Lelang kepada pihak yang
berkepentingan langsung dengan Risalah Lelang, ahli warisnya
atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh
Kutipan/Salinan/Grosse yang otentik dari Minuta Risalah
Lelang dengan dibebani Bea Materai.

(2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta
Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah
Lelang sesuai kebutuhan;

b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan
pelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai
kebutuhan;

c. Pengawas Lelang (Superintenden) memperoleh Salinan
Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan
lelang/kepentingan dinas; atau

d. Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak
objek lelang memperoleh Salinan Risalah Lelang sesuai
kebutuhan.

(3) Kutipan/Salinan/Grosse yang otentik dari Minuta Risalah
Lelang ditandatangani, diberikan teraan cap/stempel basah dan
diberi tanggal pengeluaran oleh Kepala KPKNL atau Pejabat
Lelang Kelas II yang bersangkutan.

(4) Kutipan Risalah Lelang untuk lelang tanah atau tanah dan
bangunan ditandatangani oleh Kepala KPKNL/Pejabat Lelang
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Kelas II setelah Pembeli menyerahkan bukti pembayaran
BPHTB.

(5) Kutipan Risalah Lelang yang hilang atau rusak dapat
diterbitkan pengganti atas permintaan Pembeli.

Pasal 87

(1) Dalam rangka kepentingan proses peradilan, fotokopi Minuta
Risalah Lelang dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada
Minuta Risalah Lelang dapat diberikan kepada penyidik,
penuntut umum atau hakim, dengan persetujuan Kepala
KPKNL bagi Pejabat Lelang Kelas I atau Pengawas Lelang
(Superintenden) bagi Pejabat Lelang Kelas II.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-
surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara
Penyerahan.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai Risalah Lelang diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI

ADMINISTRASI PERKANTORAN
DAN PELAPORAN

Pasal 89

(1) KPKNL, Balai Lelang dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II
menyelenggarakan administrasi perkantoran dan membuat
laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

(2) Kantor Wilayah dan Kantor Pusat DJKN membuat laporan
rekapitulasi pelaksanaan lelang sesuai jenis lelangnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi
perkantoran dan pelaporan pada KPKNL, Balai Lelang dan
Kantor Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku:

a. Permohonan lelang yang telah ditetapkan jadwal pelaksanaan
lelangnya, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk
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Pelaksanaan Lelang.

b. Sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Keuangan yang baru, pengenaan tarif Bea Lelang
masih berlaku ketentuan yang lama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai
berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07 /2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.06/2008, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua)
bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2010
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 217
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ARSIP KPKNL JEMBER
www.kpknljember.djkn.or.id

REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 174/PMK.06/2010

TENTANG
PEJABAT LELANG KELAS I
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang dan dalam rangka pengembangan profesi pejabat lelang serta
meningkatkan pelayanan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan,
akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, perlu melakukan
penyempurnaan ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas I;

o

Menimbang

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pejabat Lelang Kelas I;

Mengingat : 1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari
1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Staatsblad 1941:3);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22
Tahun 2007;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

8. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 143.1/PMK.01/2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang
Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan
Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 218 /KMK.01/2010;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEJABAT LELANG
KELAS L.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan
barang secara lelang.

Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang
Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi
Sukarela.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disingkat
DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara
dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
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Direktur Lelang, yang selanjutnya disebut Direktur, adalah salah satu
pejabat unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kegiatan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta
pelaksanaan  pembinaan perencanaan lelang, pemeriksaan,
pengawasan, dan pembinaan kinerja di bidang lelang berdasarkan
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya
disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Direktur Jenderal.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya
disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pengawas Lelang (Superintenden) adalah pejabat yang diberi
kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
Pejabat Lelang.

Pemeriksaan langsung adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan
oleh Pengawas Lelang (Superintenden) terhadap Pejabat Lelang
Kelas I dalam rangka pembinaan, pengawasan dan/atau penilaian
kinerja.

Pemeriksaan tidak langsung adalah kegiatan pemeriksaan yang
dilakukan oleh Pengawas Lelang (Superintenden) terhadap dokumen
lelang dan laporan kegiatan Pejabat Lelang Kelas I serta data lainnya.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pejabat Lelang Kelas I diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal
atas nama Menteri.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 3

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I sebagai
berikut:
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sehat jasmani dan rohani;

berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) diutamakan bidang
hukum, ekonomi manajemen/akuntansi, atau penilai;

berpangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c);

lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) Pejabat Lelang, Diklat Lelang
II, Diklat Lelang III, atau DPT III PPLN; dan

tidak pernah mendapat peringatan tertulis atau menjalani hukuman
disiplin yang dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan
setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas 1 diusulkan oleh Kepala
KPKNL/Kepala Kantor Wilayah/Pejabat Eselon II Kantor Pusat DJKN
dengan disertai dokumen persyaratan yang meliputi:

a.
b.

C.

fotokopi ijazah sarjana (S1);
fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir;

fotokopi sertifikat kelulusan Diklat Pejabat Lelang, Diklat Lelang II,
Diklat Lelang III, atau DPT III PPLN; dan

surat keterangan tidak pernah mendapat peringatan tertulis atau
menjalani hukuman disiplin dari atasan setingkat eselon III dalam
unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala KPKNL mengajukan surat usulan pengangkatan Pejabat
Lelang Kelas I kepada Kepala Kantor Wilayah setempat disertai
dengan pertimbangan usulan pengangkatan, termasuk tetapi tidak
terbatas pada adanya kekurangan jumlah Pejabat Lelang.

Kepala Kantor Wilayah meneruskan usulan Kepala KPKNL dan/atau
mengusulkan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I dalam lingkungan
Kantor Wilayah setempat kepada Direktur Jenderal melalui
Sekretaris DJKN dengan tembusan kepada Direktur.

Pejabat Eselon II Kantor Pusat DJKN mengajukan surat usulan
pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I kepada Direktur Jenderal
melalui Direktur untuk diteruskan kepada Sekretaris DJKN.

Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan
Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I.

Pasal 6

Sebelum memangku jabatan, Pejabat Lelang Kelas I wajib
mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau
kepercayaannya dan dilantik di hadapan dan oleh Kepala Kantor
Wilayah yang membawahi Pejabat Lelang Kelas I yang bersangkutan.
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Pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didampingi oleh seorang rohaniawan dan disaksikan paling kurang 2
(dua) orang saksi.

Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya
untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung,
dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak
memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga yang
bertentangan dengan jabatan saya".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan
menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu
janji atau pemberian yang bertentangan dengan jabatan saya".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar dan
Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-
Undang, serta peraturan lain bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan
jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-
bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan
berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi
seorang Pejabat Lelang yang berbudi baik dan jujur, menegakkan
hukum dan keadilan".

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 7

Pemberhentian Pejabat Lelang Kelas I berupa pemberhentian dengan
hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 8

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dilakukan jika Pejabat Lelang Kelas I:

a.
b.

o N

meninggal dunia;
mundur atas permintaan sendiri;
pensiun dari Pegawai Negeri Sipil;

tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan
tugas jabatan Pejabat Lelang Kelas I secara terus menerus lebih dari
1 (satu) tahun; atau
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berstatus sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan telah
dibebastugaskan selama 18 (delapan belas) bulan.

Pasal 9

Kepala Kantor Wilayah mengajukan usulan Pemberhentian dengan
hormat terhadap Pejabat Lelang KelasI secara tertulis kepada
Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. surat keterangan meninggal dunia;
b. surat permohonan berhenti sebagai Pejabat Lelang Kelas I;
c. surat keputusan pensiun;

d. surat keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan Pejabat
Lelang Kelas I tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya
secara terus menerus lebih dari 1 (satu) tahun; atau

e. surat keterangan Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan
Pejabat Lelang Kelas I telah dibebastugaskan selama 18 (delapan
belas) bulan.

Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan
mengenai pemberhentian dengan hormat kepada Pejabat Lelang
Kelas I, dengan tembusan kepada Direktur, paling lama 30 (tiga
puluh) hari setelah usulan pemberhentian dari Kepala Kantor
Wilayah diterima oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Pejabat Lelang Kelas I yang telah diberhentikan tidak dengan hormat
tidak dapat diangkat kembali menjadi Pejabat Lelang.

1)

(2)

()

BAB III
KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 11

Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua
jenis lelang atas permohonan Penjual/Pemilik Barang.

Pejabat Lelang Kelas I dapat melaksanakan lelang atas permohonan
Balai Lelang, meskipun di wilayah kerjanya terdapat Pejabat Lelang
Kelas II.

Pejabat Lelang Kelas I hanya dapat melaksanakan lelang setelah
mendapat surat tugas dari Kepala KPKNL.
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Pasal 12
Pejabat Lelang Kelas I berwenang untuk:

a. menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran
formal berkas persyaratan lelang;

b. melihat barang yang akan dilelang;

c. menegur dan/atau mengeluarkan peserta dan/atau pengunjung
lelang jika menggangu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau
melanggar tata tertib pelaksanaan lelang;

d. menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu, apabila
diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;

e. meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperlukan;
f.  mengesahkan pembeli lelang; dan/atau

g. membatalkan pengesahan pembeli lelang yang wanprestasi dengan
membuat pernyataan pembatalan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13
Pejabat Lelang Kelas I dalam melaksanakan jabatannya berkewajiban:

a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait;

b. meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang;
c. membuat bagian Kepala Risalah Lelang sebelum pelaksanaan lelang;

d. membacakan bagian Kepala Risalah Lelang di hadapan peserta lelang
pada saat pelaksanaan lelang, kecuali dalam Lelang Noneksekusi
Sukarela melalui internet;

e. menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;
f.  membuat Minuta Risalah Lelang;

g. membuat Salinan Risalah Lelang, Kutipan Risalah Lelang atau Grosse
Risalah Lelang sesuai peraturan perundang-undangan; dan

h. meminta dan meneliti keabsahan bukti pelunasan harga lelang, Bea
Lelang, Pajak Penghasilan Final, Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan, dan pungutan-pungutan lain yang diatur sesuai
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
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Larangan
Pasal 14

Pejabat Lelang Kelas I dalam melaksanakan tugasnya dilarang:
a. melayani permohonan lelang di luar kewenangannya;

dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang telah
dijadwalkan;

c. membeli barang yang dilelang di hadapannya baik secara langsung
maupun tidak langsung;

d. melakukan pungutan lain di luar yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan;

e. melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai
Pejabat Lelang;

f.  menolak permohonan lelang yang telah memenuhi legalitas formal
subjek dan objek lelang dengan dilengkapi dokumen yang
dipersyaratkan; dan/atau

g. melibatkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah
derajat pertama, suami/isteri serta saudara sekandung Pejabat Lelang
dalam pelaksanaan lelang yang dipimpinnya.

BAB IV
WILAYAH JABATAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 15

Pejabat Lelang Kelas I mempunyai wilayah jabatan tertentu sesuai
dengan wilayah kerja KPKNL, tempat Pejabat Lelang Kelas 1
berkedudukan.

Pasal 16

Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang, apabila
berkedudukan pada KPKNL.

Pasal 17

Dalam hal terjadi kekosongan/kekurangan Pejabat Lelang Kelas I pada
suatu KPKNL, lelang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I
yang berkedudukan di KPKNL lain yang masih dalam satu wilayah kerja
Kantor Wilayah yang sama, atau Pejabat Lelang Kelas I yang
berkedudukan di Kantor Wilayah setempat, setelah mendapat
persetujuan Kepala Kantor Wilayah.
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BABV
PENGAWAS LELANG (SUPERINTENDEN)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah karena jabatannya (ex officio)
menjadi Pengawas Lelang (Superintenden) Pejabat Lelang Kelas 1.

(1)

(2)

€)

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 19

Direktur Jenderal selaku Pengawas Lelang (Superintenden) melakukan
pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Pejabat Lelang Kelas I.

Pembinaan dan pengawasan oleh Direktur Jenderal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.

Pembinaan dan pengawasan oleh Direktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan dalam hal tertentu yang meliputi:

a. melakukan pembinaan teknis dan yuridis terhadap Pejabat
Lelang Kelas [;

b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan
oleh Pejabat Lelang Kelas I;

c. melakukan pemeriksaan langsung atau tidak langsung dan
melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal; dan

d. melakukan pemantauan pelaksanaan lelang.

Pasal 20

Pembinaan terhadap Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) berupa pemberian penghargaan atau sanksi.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat atau
piagam.

Sanksi ~ sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) berupa
pembebastugasan atau pemberhentian dengan tidak hormat.
Pasal 21

Kepala Kantor Wilayah selaku Pengawas Lelang (Superintenden)
melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang Kelas
I yang berkedudukan di wilayahnya.
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Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melakukan penilaian kinerja;

b. melakukan pemeriksaan langsung atau tidak langsung dan
melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal;

c. melakukan pemantauan pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan
kepada Pejabat Lelang;

d. melakukan bimbingan teknis dan yuridis lelang;
e. melakukan pengawasan pelaksanaan lelang; dan
f.  menjatuhkan sanksi peringatan tertulis.

Kepala Kantor Wilayah selaku Pengawas Lelang (Superintenden)
berwenang;:

a. mengambil sumpah/janji Pejabat Lelang Kelas I;

b. menunjuk Pejabat Lelang Kelas I, dalam hal terjadi
kekosongan/kekurangan Pejabat Lelang Kelas I pada suatu
KPKNL; dan

c. menghentikan sementara pelaksanaan lelang jika Pejabat Lelang
Kelas I dalam melaksanakan lelang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengawas Lelang (Superintenden) dapat menunjuk pejabat/pegawai
di lingkungannya untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap
Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)
huruf c dan Pasal 21 ayat (2) huruf b.

Dalam pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Lelang Kelas I yang diperiksa wajib memperlihatkan Risalah
Lelang, buku, catatan, dokumen, dan memberikan keterangan yang
diperlukan atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakannya.

Bagian Ketiga

Penilaian Kinerja

Pasal 23

Penilaian kinerja Pejabat Lelang Kelas I didasarkan pada:

a.

kualitas pelayanan lelang, meliputi:
1. kesesuaian dengan peraturan;

2. kecermatan dan ketelitian dalam membuat Minuta Risalah
Lelang dan turunannya;
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3. kecermatan dalam menganalisa dokumen;

4. kelancaran dan ketertiban pelaksanaan lelang; dan
5. optimalisasi harga lelang;

kuantitas pelayanan lelang, meliputi:

1. jumlah Minuta Risalah Lelang, salinan, kutipan, dan grosse yang
dihasilkan baik dengan kondisi barang laku, ditahan, atau tidak
ada penawaran; dan

2. jumlah Harga Lelang, Bea Lelang, dan pungutan Pajak/pungutan
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penilaian Kinerja Pejabat Lelang Kelas I oleh Kepala Kantor Wilayah
selaku Pengawas Lelang (Superintenden) dilakukan paling sedikit 1
(satu) tahun sekali.

Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk pejabat/pegawai di
lingkungannya untuk melakukan Penilaian Kinerja terhadap Pejabat
Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

Kepala Kantor Wilayah menganalisis dan melaporkan hasil Penilaian
Kinerja Pejabat Lelang Kelas I serta mengajukan usul kepada Direktur
Jenderal melalui Direktur dengan tembusan kepada Sekretaris DJKN
untuk memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi.

Direktur meneliti hasil penilaian Kinerja Pejabat Lelang Kelas I dan
meneruskan usul kepada Direktur Jenderal untuk memberikan
penghargaan atau menjatuhkan sanksi.

BAB VI
SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Sanksi yang dijatuhkan kepada Pejabat Lelang Kelas I meliputi:

a.
b.

C.

peringatan tertulis;
pembebastugasan; atau

pemberhentian tidak dengan hormat.
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Bagian Kedua

Peringatan Tertulis

Pasal 26

Peringatan tertulis dijatuhkan kepada Pejabat Lelang Kelas I dalam
hal:

a. melakukan kesalahan dalam pembuatan Risalah Lelang,
termasuk tetapi tidak terbatas pada perbedaan data objek lelang,
Harga Lelang, pengenaan tarif Bea Lelang;

b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13; dan/atau

c. terlambat membuat Minuta Risalah Lelang.

Kepala Kantor Wilayah menjatuhkan peringatan tertulis paling
lambat 7 (tujuh) hari berdasarkan hasil pemeriksaan langsung atau
tidak langsung dan/atau Hasil Penilaian Kinerja Pejabat Lelang
Kelas I.

Pejabat Lelang Kelas I yang tidak memenuhi peringatan tertulis
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
peringatan, oleh Kepala Kantor Wilayah diusulkan untuk
dibebastugaskan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada
Direktur.

Bagian Ketiga

Pembebastugasan

Pasal 27

Pembebastugasan Pejabat Lelang Kelas I dilakukan oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri.

Pembebastugasan dijatuhkan kepada Pejabat Lelang Kelas I dalam
hal:

a. adanya usulan pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (3);

b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

c. melaksanakan lelang tanah dan/atau tanah dan bangunan tanpa
dilengkapi Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan; atau

d. telah berstatus sebagai terdakwa dalam perkara pidana dengan
ancaman hukuman penjara.
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Pasal 28

Usulan pembebastugasan Pejabat Lelang Kelas I diajukan oleh Kepala
Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a.

surat peringatan dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2);

bukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (2) huruf b dan huruf ¢; dan/atau

surat keterangan dari Pejabat yang berwenang bahwa Pejabat Lelang
Kelas I berstatus sebagai terdakwa.

Pasal 29

Pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dijatuhkan
kepada Pejabat Lelang Kelas I oleh Direktur Jenderal dengan
menetapkan keputusan pembebastugasan yang berisi larangan
melaksanakan jabatannya selama 6 (enam) bulan sejak tanggal
ditetapkan dengan tembusan kepada Direktur.

Jika Pejabat Lelang Kelas I yang telah dibebastugaskan 1 (satu) kali
mengulangi perbuatan/pelanggaran yang sama atau pelanggaran
lainnya, maka Direktur Jenderal membebastugaskan Pejabat Lelang
Kelas I dimaksud dengan menetapkan keputusan pembebastugasan
kedua yang berisi larangan melaksanakan jabatannya selama 1 (satu)
tahun.

Jika Pejabat Lelang Kelas I yang telah dibebastugaskan sebanyak
2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengulangi
perbuatan/pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya,
Direktur Jenderal menetapkan keputusan pemberhentian tidak
dengan hormat terhadap yang bersangkutan selaku Pejabat Lelang
Kelas I.

Keputusan Direktur Jenderal tentang pembebastugasan Pejabat
Lelang Kelas I diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
usul pembebastugasan dari Kepala Kantor Wilayah diterima oleh
Direktur Jenderal.

Pasal 30

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), jangka
waktu pembebastugasan diberikan untuk setiap 6 (enam) bulan dan
dapat diperpanjang paling lama 18 (delapan belas) bulan untuk
Pejabat Lelang Kelas I yang berstatus sebagai terdakwa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d.

Usulan perpanjangan pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan
kepada Direktur Jenderal.
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Apabila jangka waktu pembebastugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah berakhir, namun proses perkara belum selesai,
yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat selaku Pejabat
Lelang Kelas I.

Dalam hal Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (2) huruf d tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pejabat Lelang Kelas I yang
telah diberhentikan dengan hormat atau sedang dalam masa
pembebastugasan dapat mengajukan permohonan pengangkatan
kembali atau pencabutan sanksi pembebastugasan kepada Kepala
Kantor Wilayah setempat melalui Kepala KPKNL.

Dalam hal berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) huruf d terbukti bersalah, yang bersangkutan
diberhentikan tidak dengan hormat selaku Pejabat Lelang Kelas I.

Pasal 31

Permohonan pengangkatan kembali atau pencabutan sanksi
pembebastugasan Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (4), harus melampirkan:

Surat Keputusan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I;
Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat/pembebastugasan; dan

Salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 32

Pejabat Lelang Kelas I diberhentikan tidak dengan hormat dari

jabatannya, jika:

a. melaksanakan lelang tanpa surat tugas Kepala KPKNL;

b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (3); atau

c. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5).

Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak perlu didahului dengan surat
peringatan.
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Pasal 33

(1) Kepala Kantor Wilayah mengajukan usulan pemberhentian tidak
dengan hormat Pejabat Lelang Kelas I secara tertulis kepada Direktur
Jenderal melalui Sekretaris DJKN dengan tembusan kepada Direktur,
paling kurang dengan melampirkan:

a. surat keterangan Kepala Kantor Wilayah berdasarkan hasil
pemeriksaan terhadap Pejabat Lelang Kelas I yang melakukan
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a
dan huruf b;

b. salinan atau fotokopi keputusan majelis hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c; dan/atau

c. keputusan pembebastugasan kesatu dan kedua serta surat
keterangan Kepala Kantor Wilayah berdasarkan hasil
pemeriksaan terhadap Pejabat Lelang Kelas I yang mengulangi
perbuatan pelanggaran yang sama/pelanggaran lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

(2) Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat kepada Pejabat Lelang Kelas I dengan tembusan
kepada Direktur, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usulan
pemberhentian dari Kepala Kantor Wilayah diterima oleh Direktur
Jenderal.

Pasal 34

Pembebastugasan dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 32 tidak menutup kemungkinan
penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian dan
adanya gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang
Kelas I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 36

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2010

MENTERI KEUANGAN,
ttd,
AGUS D.W. MARTOWARDQOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd,
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 474

Salinan sesuai dengan aslinyg-—_

GIARTO -
NIP19590420198402 00 et
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SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 175/PMK.06 /2010

TENTANG
PEJABAT LELANG KELAS I
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pejabat
Lelang Kelas II;

1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari
1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Staatsblad 1941:3);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22
Tahun 2007;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

8. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 143.1/PMK.01/2009;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang
Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan
Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 218/ KMK.01/2010;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEJABAT LELANG
KELASII.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan
barang secara lelang,.

Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang
melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Kantor Pejabat Lelang Kelas II adalah kantor swasta tempat
kedudukan Pejabat Lelang Kelas II.

Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan
Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan
usaha di bidang lelang.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disingkat
DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara
dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
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Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang
selanjutnya disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan
Negara.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya
disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Upah Persepsi adalah imbalan jasa atas pelaksanaan lelang yang
diberikan oleh Penjual kepada Pejabat Lelang Kelas II.

Pengawas Lelang (Superintenden) adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada Pejabat Lelang.

Penjual adalah orang, badan hukum/usaha atau instansi yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian
berwenang untuk menjual barang secara lelang.

Pemilik Barang adalah orang atau badan hukum/usaha yang
memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.

Pemeriksaan langsung adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan
oleh Pengawas Lelang (Superintenden) terhadap Pejabat Lelang Kelas
IT dalam rangka pembinaan, pengawasan dan/atau penilaian kinerja.

Pemeriksaan tidak langsung adalah kegiatan pemeriksaan yang
dilakukan oleh Pengawas Lelang (Superintenden) terhadap dokumen
lelang dan laporan kegiatan Pejabat Lelang Kelas II serta data
lainnya.
BABII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 2

Pejabat Lelang Kelas II diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri.

Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II berlaku untuk
masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan masa jabatan Pejabat
Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal.
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Pasal 3

(1) Setiap orang yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai Pejabat
Lelang Kelas II.

(2)

Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

sehat jasmani dan rohani;

berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) diutamakan bidang
hukum atau ekonomi manajemen/akuntansi;

tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

tidak pernah terkena sanksi administrasi berat dan memiliki
integritas yang tinggi, khusus untuk Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) DJPLN/DJKN dengan pangkat/golongan terakhir
paling rendah Penata (III c);

memiliki kantor Pejabat Lelang Kelas II paling kurang seluas 36 m?;

tidak memiliki kredit macet dan tidak termasuk dalam daftar
orang tercela (DOT);

lulus pendidikan dan pelatihan untuk Pejabat Lelang Kelas II
yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Kementerian Keuangan, kecuali pensiunan PNS
DJPLN/DJKN yang pernah menjadi Pejabat Lelang atau yang
menguasai tentang lelang;

telah mengikuti praktik kerja (magang), kecuali pensiunan PNS
DJPLN/DJKN yang pernah menjadi Pejabat Lelang atau yang
menguasai tentang lelang; dan

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 4

Dokumen persyaratan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

fotokopi identitas diri;

Surat Keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan sehat
jasmani dan rohani;

fotokopi ijazah Sarjana (S1) yang telah dilegalisasi pejabat yang
berwenang;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

fotokopi sertifikat atau surat tanda bukti kepemilikan atau surat
perjanjian sewa dengan jangka waktu sewa paling singkat 2 (dua)
tahun dan foto sebagai data pendukung tersedianya
fasilitas kantor dengan luas paling kurang 36 m?;
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surat pernyataan tidak memiliki kredit macet dan tidak termasuk
DOT;

fotokopi sertifikat lulus Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang
yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Kementerian Keuangan;

Surat Rekomendasi dari Kepala KPKNL, yang menyatakan calon
Pejabat Lelang KelasII yang bersangkutan telah melakukan
praktik kerja (magang); dan

fotokopi bukti kepemilikan NPWP.

(2) Dokumen persyaratan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II yang
berasal dari pensiunan PNS DJPLN/DJKN yang pernah menjadi
Pejabat Lelang atau yang menguasai tentang lelang:

fotokopi identitas diri;

Surat Keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan sehat
jasmani dan rohani;

fotokopi ijazah Sarjana (S1) yang telah dilegalisasi pejabat yang
berwenang;

surat rekomendasi dari Direktur Jenderal c.q. Sekretaris
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);

Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

fotokopi Surat Keputusan Pensiun PNS DJPLN/DJKN dengan
pangkat/golongan terakhir paling rendah Penata (III/c);

fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang, khusus
bagi pensiunan PNS DJPLN/DJKN yang pernah menjadi Pejabat
Lelang;

daftar riwayat hidup bagi pensiunan PNS DJPLN/DJKN yang
belum pernah menjadi Pejabat Lelang;

sertifikat atau surat tanda bukti kepemilikan atau surat perjanjian
sewa dengan jangka waktu sewa paling singkat 2 (dua) tahun
dan foto sebagai data pendukung tersedianya fasilitas kantor
dengan luas paling kurang 36 m?; dan

fotokopi bukti kepemilikan NPWP.

Pasal 5

Surat permohonan menjadi Pejabat Lelang Kelas II diajukan oleh
calon Pejabat Lelang Kelas II kepada Direktur Jenderal, yang paling
kurang memuat:

a.

identitas pemohon (nama, tempat dan tanggal lahir, alamat
tempat tinggal);
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b. tempat kedudukan yang diinginkan.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan dokumen persyaratan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti oleh
Direktur untuk disampaikan usulan pengangkatan kepada Direktur
Jenderal.

Pasal 6

Praktik kerja (magang), oleh calon Pejabat Lelang Kelas II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h
diselenggarakan oleh KPKNL yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Wilayah setempat.

Dalam mengikuti praktik kerja (magang), calon Pejabat Lelang Kelas
IT melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. membantu Pejabat Lelang dalam proses pelaksanaan Lelang
Noneksekusi yang diselenggarakan oleh KPKNL paling sedikit 10
(sepuluh) kali;

b. membantu Pejabat Lelang dalam pembuatan Risalah Lelang atas
Lelang Noneksekusi yang diselenggarakan oleh KPKNL paling
sedikit 10 (sepuluh) kali; dan

c. membantu dalam pembuatan seluruh jenis laporan administrasi
lelang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai praktik kerja (magang) diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 7

Sebelum memangku jabatan, Pejabat Lelang Kelas II wajib
mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau
kepercayaannya dan dilantik di hadapan dan oleh Kepala Kantor
Wilayah yang membawahi Pejabat Lelang Kelas II yang
bersangkutan.

Pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didampingi oleh seorang rohaniawan dan disaksikan paling sedikit 2
(dua) orang saksi.

Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya
untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung,
dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak
memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga yang
bertentangan dengan jabatan saya".
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"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan
menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu
janji atau pemberian yang bertentangan dengan jabatan saya ".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar dan
Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-
Undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik
Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan
jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-
bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan
berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi
seorang Pejabat Lelang yang berbudi baik dan jujur, menegakkan
hukum dan keadilan".

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan sumpah atau janji dan
pelantikan jabatan Pejabat Lelang Kelas II diatur dengan peraturan
Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 8

Pemberhentian Pejabat Lelang Kelas II berupa pemberhentian dengan
hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 9

Pejabat Lelang Kelas II berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari

jabatannya jika:

a. meninggal dunia;

b. mundur atas permintaan sendiri;

c. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;

d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan
tugas jabatan Pejabat Lelang secara terus menerus lebih dari 1 (satu)
tahun; atau

e. berstatus sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan telah

dibebastugaskan selama 18 (delapan belas) bulan.
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Pasal 10

(1) Kepala Kantor Wilayah mengajukan usulan pemberhentian dengan
hormat Pejabat Lelang KelasIl secara tertulis kepada Direktur
Jenderal melalui Sekretaris DJKN dengan tembusan kepada Direktur,
dengan melampirkan dokumen antara lain:

a. surat keterangan meninggal dunia;
b. surat permohonan berhenti sebagai Pejabat Lelang Kelas II;

c. surat keterangan Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan
Pejabat Lelang Kelas II telah berusia lebih dari 65 tahun;

d. surat keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan Pejabat
Lelang Kelas II tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya
secara terus menerus lebih dari 1 (satu) tahun; atau

e. surat keterangan Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan
Pejabat Lelang Kelas II telah dibebastugaskan selama 18 (delapan
belas) bulan.

(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan
mengenai pemberhentian dengan hormat Pejabat Lelang Kelas II
dengan tembusan kepada Direktur paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah usulan pemberhentian dari Kepala Kantor Wilayah diterima
oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Pejabat Lelang Kelas II yang telah diberhentikan tidak dengan hormat
tidak dapat diangkat kembali menjadi Pejabat Lelang.

BAB III
WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 12

1) Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang atas
] 8 8 g
permohonan Balai Lelang dan Penjual/Pemilik Barang.

(2) Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbatas pada Lelang Noneksekusi Sukarela
termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk persero;

b. Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan;
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c. Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing; dan
d. Lelang Barang Milik Swasta.

Pasal 13

Pejabat Lelang Kelas II berwenang untuk:

a.

menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran
formal berkas persyaratan lelang;

melihat barang yang akan dilelang;

menegur dan/atau mengeluarkan peserta dan/atau pengunjung
lelang jika mengganggu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau
melanggar tata tertib pelaksanaan lelang;

menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila
diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;

meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperlukan;
mengesahkan pembeli lelang; dan/atau

membatalkan pengesahan pembeli lelang yang wanprestasi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

Pejabat Lelang Kelas II ~dalam melaksanakan jabatannya
berkewajiban:

a. memiliki rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang
Kelas II;

b. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait;

c. mengadakan perikatan perdata dengan Balai Lelang atau
Penjual /Pemilik Barang mengenai pelaksanaan lelang;

d. meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang;

e. melaksanakan lelang dalam hal yakin akan legalitas formal
subjek dan objek lelang;

f. membuat bagian Kepala Risalah Lelang sebelum pelaksanaan
lelang;

g. membacakan bagian Kepala Risalah Lelang di hadapan peserta
lelang pada saat pelaksanaan lelang, kecuali dalam Lelang
Noneksekusi Sukarela melalui internet;

h. menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;
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membuat Minuta Risalah Lelang dan menyimpannya sesuai

peraturan perundang-undangan;

membuat Salinan Risalah Lelang, Kutipan Risalah Lelang, dan
Grosse Risalah Lelang sesuai peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan pembukuan, administrasi perkantoran dan
membuat laporan pelaksanaan lelang, sebagaimana format yang
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

(2) Dalam hal Balai Lelang sebagai pemohon lelang, Pejabat Lelang
Kelas II mempunyai kewajiban untuk meminta bukti pelunasan
Kewajiban Pembayaran Lelang, Bea Lelang, Pajak Penghasilan Final,
dan pungutan-pungutan lain yang diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan kepada Balai Lelang dan meneliti keabsahannya.

Dalam hal Penjual/Pemilik Barang sebagai pemohon lelang, Pejabat
Lelang Kelas II mempunyai kewajiban:

a.

mengembalikan Uang Jaminan Penawaran Lelang seluruhnya
tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak disahkan
sebagai Pembeli;

menyetorkan Bea Lelang dan PPh Final atas Pengalihan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan dalam hal yang dilelang berupa tanah
dan/atau tanah dan bangunan ke Kas Negara dalam waktu 1
(satu) hari kerja setelah Kewajiban Pembayaran Lelang dibayar
oleh Pembeli;

menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli
yang wanprestasi kepada Pemilik Barang sesuai kesepakatan
antara Pemilik Barang dan Pejabat Lelang Kelas II;

menyerahkan Hasil Bersih Lelang kepada Penjual/Pemilik Barang
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima;

menyerahkan dokumen kepemilikan objek lelang, kuitansi
pembayaran lelang dan Kutipan Risalah Lelang kepada Pembeli
setelah kewajiban Pembeli dipenuhi.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 15

Pejabat Lelang Kelas II dalam melaksanakan jabatannya dilarang;:

a.

melayani permohonan Lelang di luar kewenangannya;

b. dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang telah
dijadwalkan;
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membeli barang yang dilelang dihadapannya secara langsung
maupun tidak langsung;

menerima Uang Jaminan Penawaran Lelang dan Kewajiban
Pembayaran Lelang dari Pembeli, dalam hal Balai Lelang sebagai
pemohon lelang;

melakukan pungutan lain di luar yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai
Pejabat Lelang;

menolak permohonan lelang, sepanjang dokumen persyaratan lelang
sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek
lelang;

merangkap jabatan atau profesi sebagai Pejabat Negara, Kurator,
Penilai, Pengacara/Advokat;

merangkap sebagai Komisaris, Direksi, Pemimpin dan pegawai Balai
Lelang;

menerima/menetapkan permohonan lelang dalam masa cuti;
dan/atau

melibatkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah
derajat pertama, suami/isteri serta saudara sekandung Pejabat Lelang
dalam pelaksanaan lelang yang dipimpinnya.

BAB IV

WILAYAH JABATAN, TEMPAT KEDUDUKAN,
FORMASI JABATAN, DAN CUTI

Bagian Kesatu

Wilayah Jabatan dan Tempat Kedudukan

Pasal 16

Pejabat Lelang Kelas II mempunyai wilayah jabatan tertentu sesuai
dengan Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II.

Pasal 17

Pejabat Lelang Kelas II mempunyai tempat kedudukan di kabupaten
atau kota dalam wilayah jabatannya.

Pejabat Lelang Kelas II yang diangkat dari Notaris mempunyai
tempat kedudukan yang sama dengan tempat kedudukan Notaris.

Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat melaksanakan lelang dalam
wilayah jabatannya.
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Pasal 18
Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat mempunyai 1 (satu) kantor.

Dalam hal Pejabat Lelang Kelas II yang diangkat dari Notaris, dapat
berkantor di kantor Notarisnya.

Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
berada di tempat kedudukan Pejabat Lelang Kelas II.

Dalam 1 (satu) kantor Pejabat Lelang Kelas II, hanya dapat ditempati
oleh 1 (satu) Pejabat Lelang Kelas II.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat kedudukan Pejabat Lelang
Kelas II diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Formasi Jabatan

Pasal 19

Formasi jabatan Pejabat Lelang Kelas II ditetapkan oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri dengan mempertimbangkan, termasuk
tetapi tidak terbatas pada:

a. frekuensi pelaksanaan lelang;
b. jumlah penduduk; dan/atau
c. luas wilayah.

Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II dilakukan sesuai dengan
formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Cuti

Pasal 20
Pejabat Lelang Kelas II mempunyai hak cuti.

Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dan dapat diambil sekaligus
selama masa jabatannya.

Pejabat Lelang Kelas II yang sedang dalam masa cuti, tidak boleh
menerima permohonan lelang, menetapkan jadwal lelang dan
melaksanakan lelang.

Pasal 21

Pejabat Lelang Kelas II mengajukan permohonan cuti secara tertulis
kepada Kepala Kantor Wilayah setempat, dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal.
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Kepala Kantor Wilayah setempat memberikan keputusan menolak
atau menerima permohonan cuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah surat permohonan cuti diterima.

BABV
IMBALAN JASA

Pasal 22

Pejabat Lelang Kelas II berhak mendapat imbalan jasa berupa Upah
Persepsi dalam setiap pelaksanaan lelang yang laku.

Upah Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
kepada Penjual.

Besaran Upah Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
sebesar 1 % (satu perseratus) dari harga lelang atau paling sedikit
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dalam hal pelaksanaan lelang tidak laku, Pejabat Lelang Kelas II
dapat memperoleh biaya administrasi sesuai dengan perikatan.

BAB VI
PENGAWAS LELANG (SUPERINTENDEN)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah karena jabatannya (ex officio)
menjadi Pengawas Lelang (Superintenden) Pejabat Lelang Kelas II.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 24

Direktur Jenderal selaku Pengawas Lelang (Superintenden) melakukan
pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Pejabat Lelang Kelas II.

Pembinaan dan pengawasan oleh Direktur Jenderal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.

Pembinaan dan pengawasan oleh Direktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), meliputi:

a. melakukan pembinaan teknis dan administrasi lelang;
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b. melakukan pemeriksaan langsung atau tidak langsung dan
melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal;

c. menindaklanjuti usulan sanksi dari Kantor Wilayah dan
menyiapkan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Direktur Jenderal
atas nama Menteri; dan

d. melakukan pemantauan pelaksanaan lelang;

Pasal 25

Pembinaan terhadap Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) berupa pemberian penghargaan atau sanksi.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat atau
piagam.

Sanksi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pembebastugasan atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 26

Kepala Kantor Wilayah selaku Pengawas Lelang (Superintenden)
melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang Kelas
Il yang berkedudukan di wilayahnya.

Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melakukan penilaian kinerja;

b. melakukan pemeriksaan langsung atau tidak langsung dan
melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal;

c. melakukan pemantauan pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan
kepada Pejabat Lelang;

d. melakukan pengawasan pelaksanaan lelang;
e. melakukan bimbingan teknis dan administrasi lelang; dan
f. menjatuhkan sanksi peringatan tertulis.

Kepala Kantor Wilayah selaku Pengawas Lelang (Superintenden)
berwenang;:

a. mengambil sumpah/janji Pejabat Lelang Kelas II;

b. menunjuk Pejabat Lelang Kelas II lain sesuai dengan wilayah
jabatannya atau Pejabat Lelang Kelas I sesuai dengan wilayah
kerjanya untuk melaksanakan lelang yang sudah dijadwalkan,
dalam hal Pejabat Lelang Kelas II yang akan melaksanakan lelang
berhalangan tetap atau meninggal dunia;
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c. menyelesaikan pembuatan Laporan dan/atau Risalah Lelang
yang belum diselesaikan oleh Pejabat Lelang Kelas II yang
berhalangan tetap atau meninggal dunia;

d. menghentikan sementara pelaksanaan lelang jika Pejabat Lelang
Kelas II dalam melaksanakan lelang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pengawas Lelang (Superintenden) dapat menunjuk pejabat/pegawai
di lingkungannya untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap
Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(3) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) huruf b.

(2) Dalam pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Lelang Kelas II yang diperiksa wajib memperlihatkan Risalah
Lelang, buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang
diperlukan atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakannya.

Bagian Ketiga

Penilaian Kinerja

Pasal 28
Penilaian kinerja Pejabat Lelang Kelas II didasarkan pada:
a. kualitas pelayanan lelang, meliputi:
1. kesesuaian dengan peraturan;

2. kecermatan dan ketelitian dalam membuat Minuta Risalah
Lelang dan turunannya;

3. kecermatan dalam menganalisis dokumen;
4. kelancaran dan ketertiban pelaksanaan lelang; dan
5. optimalisasi harga lelang;

b. kuantitas pelayanan lelang, meliputi:

1. jumlah Minuta Risalah Lelang, Salinan, Kutipan, dan Grosse yang
dihasilkan baik dengan kondisi barang laku, ditahan, atau tidak
ada penawaran; dan

2. jumlah Harga Lelang, Bea Lelang, dan pungutan Pajak/pungutan
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Penilaian Kinerja Pejabat Lelang Kelas II oleh Kepala Kantor Wilayah
selaku Pengawas Lelang (Superintenden) dilakukan paling sedikit
1 (satu) tahun sekali.
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Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk pejabat/pegawai di
lingkungannya untuk melakukan Penilaian Kinerja terhadap Pejabat
Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

Kepala Kantor Wilayah menganalisis dan melaporkan hasil Penilaian
Kinerja Pejabat Lelang Kelas II serta mengajukan usul kepada
Direktur Jenderal melalui Direktur untuk memberikan penghargaan
atau menjatuhkan sanksi.

Direktur meneliti hasil Penilaian Kinerja Pejabat Lelang Kelas II dan
meneruskan usul kepada Direktur Jenderal untuk memberikan
penghargaan atau menjatuhkan sanksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Kinerja Pejabat Lelang
Kelas IT diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII
SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Sanksi yang dijatuhkan kepada Pejabat Lelang Kelas II meliputi:

a.
b.

C.

1)

peringatan tertulis;
pembebastugasan; atau

pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Kedua

Peringatan Tertulis

Pasal 31

Peringatan tertulis dijatuhkan kepada Pejabat Lelang Kelas II dalam

hal:

a. melakukan kesalahan dalam pembuatan Risalah Lelang,
termasuk tetapi tidak terbatas pada perbedaan data objek lelang,
Harga Lelang, pengenaan Tarif Bea Lelang;

b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14; dan/atau

c. terlambat membuat Minuta Risalah Lelang;
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Kepala Kantor Wilayah menjatuhkan peringatan tertulis paling
lambat 7 (tujuh) hari berdasarkan hasil pemeriksaan langsung/tidak
langsung dan/atau Hasil Penilaian Kinerja Pejabat Lelang Kelas II.

Pejabat Lelang Kelas II yang tidak memenuhi peringatan tertulis
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat
Peringatan, oleh Kepala Kantor Wilayah diusulkan untuk
dibebastugaskan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

Bagian Ketiga

Pembebastugasan

Pasal 32

Pembebastugasan Pejabat Lelang Kelas II dilakukan oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri.

Pembebastugasan dijatuhkan kepada Pejabat Lelang Kelas II dalam
hal:

a. adanya usulan pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3);

b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

c. melaksanakan lelang tanah dan/atau tanah dan bangunan tanpa
dilengkapi Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan; atau

d. telah berstatus sebagai terdakwa dalam perkara pidana dengan
ancaman hukuman penjara.

Pasal 33

Usulan pembebastugasan Pejabat Lelang Kelas II diajukan oleh Kepala
Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a.

surat peringatan dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2);

bukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (2) huruf b dan huruf ¢; dan/atau

surat keterangan dari Pejabat yang berwenang bahwa Pejabat Lelang
Kelas II berstatus sebagai terdakwa.

Pasal 34

Pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan
kepada Pejabat Lelang Kelas II oleh Direktur Jenderal dengan
menetapkan Surat Keputusan Pembebastugasan yang berisi larangan
melaksanakan jabatannya selama 6 (enam) bulan sejak tanggal
ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat.
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Jika Pejabat Lelang Kelas II yang telah dibebastugaskan 1 (satu) kali
mengulangi perbuatan/pelanggaran yang sama atau pelanggaran
lainnya, maka Direktur Jenderal membebastugaskan Pejabat Lelang
Kelas II dimaksud dengan menetapkan keputusan pembebastugasan
kedua yang berisi larangan melaksanakan jabatannya selama 1 (satu)
tahun.

Jika Pejabat Lelang Kelas II yang telah dibebastugaskan sebanyak
2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengulangi
perbuatan/pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya,
Direktur Jenderal menetapkan keputusan pemberhentian tidak
dengan hormat terhadap yang bersangkutan selaku Pejabat Lelang
Kelas II.

Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang pembebastugasan Pejabat
Lelang Kelas II diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah
usul pembebastugasan dari Kepala Kantor Wilayah diterima oleh
Direktur Jenderal.

Pasal 35

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), jangka
waktu pembebastugasan diberikan untuk setiap 6 (enam) bulan dan
dapat diperpanjang paling lama 18 (delapanbelas) bulan, untuk
Pejabat Lelang Kelas II yang berstatus sebagai terdakwa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d.

Usulan perpanjangan pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan
kepada Direktur Jenderal.

Dalam hal jangka waktu pembebastugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah berakhir, namun proses perkara belum selesai,
yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat selaku Pejabat
Lelang Kelas II.

Dalam hal Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) huruf d tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pejabat Lelang Kelas
Il yang telah diberhentikan dengan hormat atau sedang dalam masa
pembebastugasan dapat mengajukan permohonan pengangkatan
kembali atau pencabutan pembebastugasan kepada Kepala Kantor
Wilayah setempat.

Dalam hal berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) huruf d terbukti bersalah, yang bersangkutan
diberhentikan tidak dengan hormat selaku Pejabat Lelang Kelas II.
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Pasal 36

Permohonan pengangkatan kembali atau pencabutan pembebastugasan
Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4),
dengan melampirkan:

a.

Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II;

Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat/pembebastugasan;
dan

Salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 37

Pejabat Lelang Kelas II diberhentikan tidak dengan hormat dari
jabatannya, jika:

a. melaksanakan lelang di luar wilayah jabatannya sebagaimana
dimaksud pada Pasal 16;

b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (3); atau

c. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5).

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak perlu didahului dengan Surat Peringatan.

Pasal 38

Kepala Kantor Wilayah mengajukan usulan pemberhentian tidak
dengan hormat Pejabat Lelang Kelas II secara tertulis kepada
Direktur Jenderal melalui Direktur Lelang, paling kurang dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. surat keterangan Kepala Kantor Wilayah berdasarkan hasil
pemeriksaan terhadap Pejabat Lelang Kelas II yang melakukan
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a
dan huruf b;

b. salinan atau fotokopi keputusan majelis hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (5); dan/atau
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c. keputusan pembebastugasan kesatu dan kedua dan surat
keterangan Kepala Kantor Wilayah berdasarkan hasil
pemeriksaan terhadap Pejabat Lelang Kelas II yang mengulangi
perbuatan pelanggaran yang sama/pelanggaran lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);

(2) Direktur Jenderal menerbitkan keputusan pemberhentian tidak

dengan hormat kepada Pejabat Lelang Kelas II dengan tembusan
kepada Direktur, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usulan
pemberhentian dari Kepala Kantor Wilayah diterima oleh Direktur
Jenderal.

Pasal 39

Pembebastugasan dan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 37 tidak menutup kemungkinan
gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana sesuai peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

a.

pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian dengan hormat
Pejabat Lelang Kelas II yang masih dalam proses serta masa jabatan
Pejabat Lelang Kelas 1II, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang
Kelas II; dan

Pejabat Lelang Kelas II yang masih merangkap sebagai komisaris,
direksi, pemimpin atau pegawai Balai Lelang, paling lama 2 (dua)
tahun sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, wajib
melepaskan jabatan Pejabat Lelang Kelas II, atau komisaris, direksi,
pemimpin atau pegawai Balai Lelang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang
Kelas II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TTinjauan yuridis..., Desintha Putri, FHUI, 20121



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-21-

Pasal 42

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2010

MENTERI KEUANGAN,
ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDQOJO
Diundangkan di Jakarta
pada Tanggal 30 September 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 475
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